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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat 

dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan 

Kegiaatan Pengadilan Tinggi Palembang, yang disusun 

berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

1930/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 Perihal 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Laporan 

ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan 

Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum 

Pengadillan Tinggi Palembang sekaligus dalam mewujudkan good 

governance dan accountability sehingga tercapainya budaya kerja 

yang transparan, efektif, efsien dan profesional

Pengadilan Tinggi Palembang memiliki wilayah yurisdiksi 

yang meliputi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri, Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020 

ini disusun berdasarkan data-data dari seluruh Satuan kerja yang 

ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan 

demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi 

Palembang dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Palembang.

Palembang, Januari 2021 ,

>ILAN TIN G G I PALEMBANtf

MENON,SH.,M ■ Hum  
UTAMA
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BAB I
PENDAHULUAN

O
 Pengadilan Tinggi Paiembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Paiembang

0711 311666, 352900

ptpa lemba ng@gmail.com

www. pt-pa lemba ng.go.id

A. SEJARAH DAN KEADAAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Sistem peradilan satu atap daiam artian organisasi 

administrasi dan keuangan seluruh pengadilan berada di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membawa babak baru 

daiam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan adanya 

amandemen tersebut mempengaruhi penyelenggaraan peradilan 

di Indonesia agar peradilan mempunyai aturan yang jelas, lugas, 

rinci dan menyeluruh untuk mewujudkan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang baik.

Pengadilan Tinggi Paiembang selaku kawal depan (voor- 

post) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi 

bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata dan 

tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat 

pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Paiembang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 

tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumya meliputi 

Provinsi Iambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. 

Pada tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 

29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung. Pada 

tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 

Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi 

yang meliputi wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 

dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Undang- 

Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004. Pengadilan Tinggi 

Paiembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 

Paiembang meliputi wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan 

dan hingga saat ini membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri 

yaitu :
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No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

1

Pengadilan Negeri Palembang 
Kelas IA Khusus 
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 
Kota Palembanq

Kota Sumatera Selatan

2
Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
Kelas IB
Jalan Depati Said No. 29 Tapak 
Lebar Kota Lubuk Linqqau

Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten 
Musi Rawas Utara

3
Pengadilan Negeri Sekayu 
Kelas II
Jalan Merdeka No. 485 Serasa 
Jaya Kota Sekayu

Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin

4
Pengadilan Negeri Kayuagung 
Kelas II
Jalan Letnan Muchtar Saleh No, 
119 Kota Kayuaqunq

Kabupaten Ogan Komering IIir dan Kabupaten Ogan Ilir

5,
Pengadilan Negeri Baturaja 
Kelas II
di Jalan HS.Simanjuntak No. 
792 Kota Baturaia

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, dan 
Kabupaten OKU Tim ur

6
Pengadilan Negeri Muaraenim 
Kelas II
Jalan Ahmad Yani No. 17A Kota 
Muara Enim

Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang I lir  
(PALI)

7
Pengadilan Negeri Lahat 
Kelas II
di Jalan H. Burlian Bandar Jaya 
Kota Lahat

Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang

8
Pengadilan Negeri Prabumulih 
Kelas II
Jalan Jenderal Sudirman KM 12 
Kota Prabumulih

Kota Prabumulih

9
Pengadilan Negeri Pagaralam 
Kelas II
Kompleks Perkantoran Gunung 
Gare Kota Paqaralam

Kota Pagaralam

10

Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai
Kelas II
Jalan HM Asyik Aqil KM 16 Kab 
Banyuasin

Kota Banyuasin

Tabel i .A . l
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
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Gambar I.A.1

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Sejak berdirinya Tahun 1964, Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai 26 (dua puluh 

enam) orang Ketua yang tercantum di bawah ini :

NO NAMA MASA JABATAN

1 Bambang Subekti, SH 1964 - 1969

2 Suryono, SH 1969 - 1974

3 Rusli, SH 1974 - 1982

4 Soekamto Purwo Putranto, SH 1982 - 1983

5 R, Moh. Iman, SH 1983 - 1984

6 R.L Tobing, SH 1984 - 1989

7 Pitodjo, SH 1989 - 1992

8 Pa ulus Wardoyo, SH 1992 - 1994

9 Ida Bagus W idja, SH 1994 - 1996

10 H.P Panggabean, SH 1996 - 1998

11 Darwin Lubis, SH 1998 - 2000

12 H.K. Silalahi, SH 2000 - 2001

13 Soedarsono, SH 2001 - 2002

14 Sulaimart Efendi, SH 2002 -  2003

15 H.M, Taufik, SH., MH 2003 -  2004

16 H. Sofyan Zen, SH., M.Hum 2004 - 2007
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17 Bagus Sugiri, SH 2007 - 2008

18 Rusman Dany Achmad, SH 2008 -2009

19 Sugeng Achmad Yudhi, SH 2009 - 2012

20 Dr. Muh. Darning Sanusi, SH., M.Hum 2012 - 2014

21 Dr. Nommy HT Siahaan, SH., MH 2014 - 2016

22 Mabruq Nur, SH,, MH 2016

23 H. Chaidir, SH. MH 2017

24 Ohan Burhanuddin Purwawangca,SH.,MH 2017-2018

25. Dr. H. Soedarmadji,SH.,M.Hum 2018 - 2019

26. Dr. H. Kresna Menon, SH.,M.Hum 2020 - Sekarang

Tabel I.A .2

D aftar Nama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Sedangkan untuk jabatan Panitera Sekretaris, Panitera dan Sekretaris yang bertugas di 

Pengadilan Tinggi Palembang sejak berdirinya adalah :

No NAMA MASA JABATAN KETUA 
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

1 Zaini Hamzah, SH 1981 - 1983

2 Rohimat, SH 1983 -  1986

3 Akhyar Umar, SH 1986 -  1989

4 Darmawan Sarbani, SH 1989 -  1993

5 Zaidarlis, SH 1993 -  1995

6 Nur Julesmini, SH 1995 -  1997

7 Aang Achmad, SH 1997 -  1999

8 Husni Sanusi, SH 1999 -  2001

9 H. Kamarullah MT, SH 2001 -  2003

10 Suwarfli, SH 2003 -  2009

11 Pujiono Akhmadi, SH., MH 2009 -  2013

12 H. Teuku Ilzanor, SH., M.Hum 2013 -  2014

13 H.M. Ramli, SH., MH 2014 - 2016

Tabel I.A.3

D aftar Nama Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, 

terdapat pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris di Pengadilan. Dengan 

terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut maka menghapus jabatan Wakil Panitera 

dan Wakil Sekretaris. Berikut daftar nama Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi 

Palembang :
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No NAMA MASA JAB AT AN PANITERA
1. H.M. R3mli,SH.,MH 2 0 1 6 -  2017

2. Darno, SH., MH 2017 -  2019

3. Sumarlina,SH,,MH 2019 -  Sekarang

Tabel I.A.4

D aftar Nama Panitera Pengadilan Tinggi Palembang

No NAMA MASA JABATAN SEKRETARIS
1 Vivi Yulianita, SE., SH., MM 2016 -  2020

2. Reno Sugiarto,SH.,MH 2020 - Sekarang

Tabel I.A .5

D aftar Nama Sekretaris Peng ad i Ian Tinggi Pa I em bang

B. TUGAS DAN WEWENANG

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara 

perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan 

terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah 

hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

oFungsi Mengadili (jud ic ia lpow er), yakni memeriksa dan mengadili perkara- 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan 

berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan 

mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya." 

oFungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik 

menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, 

periengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

oFungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita 

Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di 

tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan 

seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
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kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman).

oFungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung peiaksanaan tugas pokok teknis 

peradilan dan administrasi peradilan. 

oFungsi Lainnya :

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

b. Pelayanan peiaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan 

beracara di Pengadilan Negeri se-wiiayah Pengadilan Tinggi Palembang.

C. V IS I DAN M ISI

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Paiembang merupakan gambaran masa 

depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumberdaya manusia Pengadilan 

Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya.

Penetapan Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut: "MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG 

AGUNG".

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang 

harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim Tinggi

4. Hakim Ad Hoc

5. Hakim Yustisial

6. Panitera

7. Sekretaris

8. Kepala Bagian

■s Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

v  Kepala bagian Perencaanaan dan Kepegawaian
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9. Panitera Muda

^  Panitera Muda Perdata 

•s Panitera Muda Pidana 

^  Panitera Muda Hukum 

•/ Panitera Muda Tipikor

10. Kepala Sub Bagian

•s Kepaia Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 

^  Kepaia Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 

/  Kepaia Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

'K Kepaia Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

11. Fungsionai Panitera Pengganti.

12. Fungsionai Pranata Komputer

13. Fungsionai Arsipasris

14. Fungsionai Umum/Peiaksana

Pengadiian Tinggi Paiembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadiian Tinggi yang 

membawahi seluruh unit kerjanya meliputi, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor dan 

Hakim Yustisial mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadiian. Dibawah 

struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada 

dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsionai dan struktural. 

Pada bagian fungsionai adalah Panitera terdapat empat, bagian Panitera Muda yaitu 

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda 

Tipikor. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua Kepaia Bagian 

yaitu Kepaia Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepaia Bagian Umum & 

Keuangan. Untuk Kepaia Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepaia 

Sub Bagian yaitu Kepaia Sub Bagian Rencana Program 8. Anggaran dan Kepaia Sub 

Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepaia Bagian Umum dan 

Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepaia Sub Bagian Tata Usaha & Rumah 

Tangga dan Kepaia Sub Bagian Keuangan & Pelaporan.Masing-masing Kepaia Sub 

Bagian mempunyai staf, sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi 

dengan Panitera.

Bagan Organisasi Pengadiian Tinggi Paiembang terlampir sebagai berikut :
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Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur 

organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia IMomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Keja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah 

sebagai berikut :

1. Ketua

a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang di 

bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

c. Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara.

d. Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu 

melakukan pengawasan terhadap :

1. Penyelenggaraan Peradilan para hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat 

kesekretariatan.

2. Masalah-masalah hukum yang timbul.

3. Masalah tingkah laku /  perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat 

kesekretariatan.

e. Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang 

perlu.

f. Mengevaluasi laporan penang a nan perkara banding yang dilakukan Hakim dan 

Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya 

secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua

a. Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

b. Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

c. Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan. 3

3. Hakim, Hakim Ad-Hoc

a. Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

b. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

c. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

d. Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

e. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.
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4. P an itera

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaart dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan bidang teknis.

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan 

transparasi perkara.

f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang di tetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan,

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Sekretaris

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian

c. Pelaksanaan urusan keuangan

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokoian, hubungan masyarakat, dan perpustakaan

g. Pelaksanaaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi 6

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan 

anggaran

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan 

mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran 

Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan 

disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi 

dan tata laksana

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
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e. Penyiapan bahan

7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeiiharaan gedung, sarana dan 

prasarana serta perlengkapan dan perpustkaan

c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

8. Kepaniteraan Pidana

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding

d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim bedasarkan Penetapan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan Tinggi

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakimd dari 

Ketua Pengadilan Tinggi

g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi

i. Pelakasanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi

j .  Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
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9. K epan iteraan  Perdata

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan 

dan permohonan

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding

d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 

dari Ketua Pengadilan Tinggi

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Tinggi

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi

h. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas 

perkara bundel A kepada pengadilan pengaju

i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap

j.  Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Kepaniteraan Tipikor

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor

b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus

c. Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis 

Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penanggungan penahanan bagi perkara bidang 

pidana khusus

e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

dimutasi

f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas 

perkara bundel A kepada pengadilan pengaju
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g. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadiian Tinggi beserta berkas 

perkara bundel A kepada pengadiian pengaju

h. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap

i. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum

j.  Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

11. Kepaniteraan Hukum

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara

e. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

12. Panitera Pengganti

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadiian.

b. Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan 

persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang 

berikutnya, dan mengetik putusan.

c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan 

berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai 

diminutasi.

13. Kepaia Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran

b. Pelaksanaan program dan anggaran

c. Pemantauan program dan anggaran

d. Evaluasi program dan anggaran

e. Dokumentasi program dan anggaran
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f. Penyusunan laporan program dan anggaran

14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

a. Pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian

b. Pelaksanaan organisasi dan tata laksana

c. Pengeiolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan

d. Evaluasi dan dokumentasi kepegawaian dan teknologi informasi

e. Penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan 

prasarana serta perlengkapan dan perpustkaan

c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

16. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

a. Pelaksanaan pengeiolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, 

pengeiolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas Pokok di 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 

Palembang bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, 

kemampuan Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab 

para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

E. PROFIL PIMPINAN, HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL 

DAN PELAKSANA

Dr.H.Kresna Menon, SH, M.Hum Pramodana K. Kusumah Atmadja,SH.,M.Hum 
Ketua Wakil Ketua
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Sumarlina,SH.,M.Hum
Panitera

Bachtiar Sitompu!,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Reno Sugiarto,SH.,MH 
Sekretaris

Nursiah Sianipar,SH.,MH 
Hakim Tinggi

R.Matras Supomo,SH.,MH 
Hakim Tinggi

H.Amron Sodik,SH 
Hakim Tinggi

Robert Siahaan,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Samir 
Hakim
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Hidayat Hasyim,SH 
Hakim Tinggi

Kusnawi Mukhlis,SH.,M,Hum 
Hakim Tinggi

DR.Ahmad Yunus,SH.,MH 
Hakim Tinggi

R.Sabaruddin Ilyas,SH.M.Hum 
Hakim Tinggi

Supraja,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Mulyanto,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Teguh Harianto,SH,M.Hum 
Hakim Tinggi

Barmen
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Mien Trisnawaty,SH„,MH 
Hakim Tinggi

Edison Muhammad,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Sutaji,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Dr.Yapi,SH,,MH 
Hakim Tinggi

Chairuddin Idrus,SH,MH 
Hakim ad-Hoc

Torowa Dae!i,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Kemai Tampubolon,SH.,MH 
Hakim Tinggi

Ansyori,SH.,MH 
Hakim Ad-Hoc
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Faisal AmruIlah,SH.,M.Hum Bambang Guritno,BC,HK,SH
Hakim Ad-Hoc Hakim Ad-Hoc

Heri Mendisben,SH.,IMH 
Panitera Pengganti

H.Nuhardin,SH,,MH 
Panitera Muda Pidana

A

i * i
i f P V

M,Rasidiansyah,SH 
Panitera Pengganti

Hj.Harita,SH.,MH 
Panitera Pengganti
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Nurlaili Hamid,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Drs. Fachruddin Zen,SH.,MH 
Panitera Muda Perdata



Neva Atina Mona,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Bastari,SH„,MH 
Panitera Pengganti

Marina,SH.,MH 
Panitera Pengganti

A.Iwan Sarjana Puspa,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Laila Jumiaty,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Hj. Rosna,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Supriandi Anwar,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Ishak Rizal,ST
Kabag Perencanaan & Kepegawaian
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M.Sopian,SH.,MH 
Panitera Pengganti

Astan,SH
Panitera Pengganti

Asbi,SH
Panitera Muda Tipikor

Ibrohim,SH,,MH 
Panitera Pengganti

Harmain,SH 
Panitera Pengganti

Budi Suarno,SH 
Panitera Pengganti

Mgs. M. Yusuf,SH,,MH 
Panitera Pengganti

M.Sarmin,SH 
Panitera Pengganti
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Wartono,SH 
Panitera Pengganti

Asnawi,SH.,MH 
Panitera Pengganti

3unaidi,S.Psi.,M.Si 
Kasub Keuangan & Pelaporan

Yulianto,SH 
Panitera Pengganti

Lusia Anggraini,SH.,MH 
Analis Perkara Peradilan Pidana

♦

m
■

¥

Wiwi Damheni,SH.,MH 
Analis Perkara Peradilan Tipikor

Eka Sri Rejeki,SH.,MH Madya Prasetya Mulya,SH
Kasub Kepegawaian &. TI Kasub Rencana Program & Anggaran
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A.Mahbub Ulhaq,SE 
Analis Perkara Peradilan Hukum

Tinda Wiranasari,SE.,SH 
Analis Hukum

Fatmayeni,S. K o r n . K o r n  
Pranata Komputer Ahli Muda

Metaliarista,SE 
Analis SDM Aparatur

Yasmin IMazifah,SE 
Analis Protoko I

Yuni Artika Sari,SE,Ak,SH„,MH 
Kasub Tata Usaha & Rumah Tangga

Heni Marina,STP.,SH.,MH Septika Intan Isisu,SH
Penyusun Lap Keuangan Analis Perkara Peradilan Pidana
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Imelda Marly,SE.,SH.,MH 
Penyusun Lap Keuangan

\ >

Marini Yulianti,SH 
Anal is Perkara Peradilan Perdata

Wahyuni Heriati,SH 
Ana I is Perkara Peradilan Perdata

Asmawati,S.Kom 
Analis SDM Aparatur

Ahmad Gufron,SE.,MM 
Bendahara Pengeluaran

Henny Mutia Anggraini,SH 
Analis Perkara Peradilan Pidana

Wenny Rita,S, SE 
Analis SDM Aparatur

Suswati
Pengadministrasi Hukum Perdata
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Aas Sunarsih,SH 
Analis Humas

Wenny Puspita Sari,SH.,MH 
Sekretaris KPT

Raden Ayu Khoirunnisa,SH.,MH 
Pengolah Daftar Gaji

Yuyun Maryami,SH 
Bendahara Penerima

Rasida,SH.,MH
Analis Perkara Peradilan Perdata

Muhammad Anwas,SH 
Analis Hukum

fi
Sartika Siringoringo,SE 

Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran
Evi Yuniasthy,A.Md 

Arsiparis Pelaksana Lanjutan
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Yurima Utami,S.IP 
Analis Kepeg Ahli Pertama

Yulianti,SH
Pengelola Barang Mitik Negara

Wawan Supriyono 
Pengadministrasi Hukum

Kusworo
Pengadministrasi Hukum Pidana

F. KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DI TAHUN 2020

Sepanjang Tahun 2020 Pengadiian Tinggi Palembang meiakukan kegiatan 

perkantora dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinakn 

meiakukan kegiatan seperti tahun tahun sebeiumnya yaitu dengan meiakukan kegiatan 

secara normal sehingga banyak kegiatan diiaksanakan secara virtual Antara lain 

persidangan secara eiektronik, rapat-rapat secara daring baik di Pengadiian Tinggi 

Palembang maupun di Pengadiian Negeri Se Wilayah Hukum Pengadiian Tinggi 

Palembang seperti meiakukan pembinaan/pengawasan secara teleconference kalaupun 

harus meiakukan secara iangsung seperti rapat bulanan, Persidangan, Pelayanan Publik, 

Pelantikan Hakim Tinggi/Ketua Pengadiian IMegeri/PNS/Advokat, Bakti Sosial, 

Kunjungan Pejabat Instansi Lain, Bimbingan Teknis, Rapat Akrediptasi Penjaminan 

Mutu, Meiakukan Survailan, Audit internal, Pengawasan Daerah dan Pengawasan 

Bidang, Apel Seni Pagi dan Apel Jumat Sore, Jumat Bersih, Senam pagi, Acara 

Darmayukti dan lain sebagainya harus dengan memperhatikan protocol kesehatan 

pencegahan Covid-19 dengan semboyan 3M yaitu Mencuci tangan, Memakai masker, 

Menjaga jarak.
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G. KEBIJAKAN DAN PRASARANA

Untuk pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang, diimplementasikan 

melalui program yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, 

yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran 

Rp.258.980.000,- (Dua Ratus Lima Delapan 3uta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu 

Rupiah), Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

adalah sebagai berikut :

a. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat 

waktu, transparan dan akuntabel.

b. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum.

c. Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi.

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung RI dengan Anggaran Rp. 24,075.087.000,- (dua puluh empat milyar Tujuh 

Puluh Lima 3uta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Program ini merupakan program 

untuk mencapai outcome meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen 

untuk mewujudkan layanan prima peradilan.

Indikator Kinerja Utama program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

b. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan 

sumberdaya manusia berdasarkan parameter objektif.

c. Meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

d. Meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata 

laksana secara transparan, efektif dan efisien.

e. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

peradilan.

f. Terselenggaranya pelayanan pimpinan.

g. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga. 3

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan 

anggaran Rp. 25.000.000- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), Indikator Kinerja 

Utama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA adalah terpenuhinya 

kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



BAB II
KEADAAN PERKARA

O
 Pengadilan Tinggi Paiembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Paiembang

0711 311666, 352900

ptpa lemba ng@gmail.com

www. pt-pa lemba ng.go.id

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengelolaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan 

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2020 dilakukan 

sesuai dengan tupoksinya. Setiap bulannya data-data keadaan 

Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dilaporkan ke Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Pengadilan 

Tinggi Paiembang memantau dan memonitor keadaan perkara 

yang ada di Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Paiembang 

melalui SIPP dan SIPAPU.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama adalah 

perkara yang diselesaikan di Pengadilan ISlegeri, Dilihat dari 

banyaknya perkara yang ada di seluruh Pengadilan Negeri Se- 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Paiembang sangat bervariasi 

dalam artian perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan baik. 

Perkara yang masuk pada Pengadilan di Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Paiembang adalah :

a. Pengadilan Negeri Paiembang yaitu Perkara Pidana Umum 

sebanyak 1855 perkara, Perkara Tipikor sebanyak 36 

perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 100 perkara, Perkara 

Perdata Gugatan sederhana sebanyak 253 perkara, 

Permohonan sebanyak 277 Perkara, Perkara PHI sebanyak 

2 0 0  perkara.

b. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yaitu Perkara Pidana Umum 

sebanyak 775 perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 58 

perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 35 perkara, 

Perdata Permohonan sebanyak 80 Perkara, Perkara Gugatan
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Sederhana sebanyak 28 perkara dan Permohonan sebanyak 47 perkara.

c. Pengadilan Negeri Sekayu yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 639 perkara, 

Perkara Pidana anak sebanyak 25 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 

24 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 9 Perkara

d. Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 801 

perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 34 perkara, Perkara Perdata Gugatan 

sebanyak 59 perkara, Gugatan sederhana sebanyak 48 perkara, Permohonan 

sebanyak 14 Perkara.

e. Pengadilan Negeri Muaraenim yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 638 

perkara, Pidana anak sebanyak 39 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 

33 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 28 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 28 perkara.

f. Pengadilan Negeri Baturaja yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 692 perkara, 

Pidana anak sebanyak 64 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 61 

perkara, Perdata Permohonan sebanyak 163 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 35 perkara.

g. Pengadilan Negeri Lahat yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 384 perkara, 

Pidana anak sebanyak 26 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 30 

perkara, Perdata Permohonan sebanyak 41 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 13 perkara.

h. Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu Perkara Pidana umum sebanyak 305 

perkara, Pidana Anak sebanyak 12 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 

11 perkara, Perdata Permohonan sebanyak5 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 7 perkara.

i. Pengadilan Negeri Pagaralam yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 139 

perkara, Pidana anak sebanyak 15 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 

4 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 35 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 7 perkara.

j .  Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 578 

perkara, Pidana Anak sebanyak 31 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 

47 perkara, Perdata Permohonan sebanyak 18 Perkara dan Gugatan sederhana 

sebanyak 18 perkara.
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2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang diselesaikan 

di Pengadiian Tinggi Palembang adaiah perkara pidana umum sebanyak 269 

perkara, Perkara tipikor sebanyak 5 perkara, perkara perdata sebanyak 99 perkara 

dan pidana anak sebanyak 9 perkara.

Prosedur dan proses penyelesaian perkara tingkat banding berupa langkah- 

iangkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

a. Pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada 

Pengadiian Tingi dalam tenggang waktu :

1. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari pengucapan 

putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada pihak yang 

berkepentingan.

2. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat dikediaman 

diwilayah hukum Pengadiian Tinggi yang memutus perkara tingkat pertama 

(pasal 7 No. 20 Tahun 1947).

b. Membayar biaya perkara banding (pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 1947, 

Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- 

Undang No. 3 Tahun 2006.

c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 Undang- 

Undang No. 20 Tahun 1947)

d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding 

dapat mengajukan kontra memori banding (pasal 11 ayat 3 Undang-undang 

No.20 Tahun 1947

e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan 

kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak 

untuk melihat surat-surat berkas perkara diKantor Pengadiian (pasal 11 ayat 1 

Undang-undang No. 20 Tahun 1947).

f. Berkas perkara dikirim ke Pengadiian Tinggi Provinsi oleh Pengadiian Negeri 

selambat-lambatnya dalam waktu 1  (satu) bulan sejak diterima perkara 

banding.

g. Salinan putusan bading dikirim oleh Pengadiian Tinggi Provinsi ke Pengadiian 

Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan 

kepada para pihak.

h. Pengadiian Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Proses Penyelesaian Perkara :
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1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.

2. Ketua Rengadiian Tinggi provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan 

memeriksa berkas.

3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu Majelis Hakim 

Tinggi.

4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi

6 . Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.

7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan 

Tingkat Pertama.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang 

dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan 

Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, 

kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung 

pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8  Tahun 1981 dan UU No. 14 

Tahun 1985 jo . UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Kasasi lebih tepat diartikan "naik banding" ketimbang "banding".Bila Anda tidak 

puas dengan vonis dari Pengadilan Negeri, Anda bisa mengajukan kasasi ke 

Pengadilan Tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi,dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI sebagai badan 

terakhir bagi kita untuk memperoleh keadilan.

Humlah Perkara Kasasi yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

a. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Palembang adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 1.968 perkara, perkara anak berjumlah 0 perkara, perkara perdata 

gugatan berjumlah 2 1 1  perkara, perkara tipikor nihil.

b. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah perkara pidana 

biasa berjumlah 779 perkara, perkara anak berjumlah 60 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 24 perkara sedangkan perkara tipikor nihil.

c. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 636 perkara, perkara anak berjumlah 22 perkara sedangkan perkara 

perdata gugatan sebanyak 15 perkara dan perkara tipikor nihil.
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d. Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Kayuagung adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 832 perkara, perkara anak berjumlah 33 orang, perkara perdata 

gugatan berjumlah 51 orang sedangkan perkara tipikor nihil.

e. Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Muaraenim adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 687 perkara, perkara pidana anak berjumlah 40 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 39 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil

f. Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Baturaja adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 677 perkara, perkara pidana anak berjumlah 64 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 60 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.

g. Perkara kasasi pada Pengadiian Negeri Lahat adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 377 perkara, perkara pidana anak, perkara perdata gugatan dan 

perkara tipikor nihil.

h. Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Prabumulihadalah perkara pidana biasa 

berjumlah 276 perkara, perkara pidana anak berjumlah 11 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 7 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.

i. Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Pagaralam adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 138 perkara, perkara pidana anak berjumlah 14 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 1 1  perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.

j .  Perkara Kasasi pada Pengadiian Negeri Pangkalan Balai adalah perkara pidana 

biasa berjumlah 6  perkara, perkara pidana anak nihil, perkara perdata gugatan 

berjumlah 3 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil. 4

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Peninjuan Kembali (PK) yang ada di Wilayah Hukum Pengadiian Tinggi

Palembang

a. Perkara PK pada Pengadiian Negeri Palembang adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 2 0 1 0  perkara, perkara anak nihil, perkara perdata gugatan 

berjumlah 254 perkara, perkara tipikor nihil.

b. Perkara PK pada Pengadiian Negeri Lubuklinggau adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 812 perkara, perkara anak berjumlah 60 perkara, perkara perdata 

gugatan berjumlah 36 perkara sedangkan perkara tipikor nihil.

c. Perkara PK pada Pengadiian Negeri Sekayu adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 645 perkara, perkara anak berjumlah 23 perkara sedangkan perkara 

perdata gugatan berjumlah 18 perkara dan perkara tipikor nihil.
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d. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Kayuagung adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 645 perkara, perkara anak berjumlah 33 orang, perkara perdata 

gugatan berjumlah 53 orang sedangkan perkara tipikor nihil.

e. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Muaraenim adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 705 perkara, perkara pidana anak berjumlah 40 perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 43 perkara, sedangkan perkara tipikor nihil

f. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Baturaja adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 681 perkara, perkara pidana anak berjumlah 64 perkara, perkara 

perdata gugatan dan perkara tipikor nihil.

g. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Lahat adalah perkara pidana biasa, perkara 

pidana anak, perkara perdata gugatan, dan perkara tipikor nihil.

h. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah perkara pidana biasa 

berjumlah 282 perkara, perkara pidana anak berjumlah 1 1  perkara, perkara 

perdata gugatan berjumlah 8  perkara, sedangkan perkara tipikor nihil.

i. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Pagaralam adalah perkara pidana biasa, 

perkara pidana, perkara perdata gugatan, da perkarna tipikor nihil.

j .  Perkara PK pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah perkara pidana 

biasa berjumlah 1  perkara, perkara pidana anak, perkara perdata gugatan dan 

perkara tipikor nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020

Perkara yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

No Satuan Kerja
Sisa Tahun 

Lalu
Perkara
Masuk

Perkara yang 
diputus

Sisa
Perkara

1. Pengadilan Tinggi Palembang
1. Pidana Umum 33 269 271 31

2. Pidana Tipikor 0 5 5 0

3. Pidana Anaka 0 9 8 1

4. Perdata 15 99 98 16

2. Pengadilan Negeri Palembang
1.Pidana Umum 340 1855 1920 275

2.Pidana Tipikor 18 36 31 23

3.Pidana Anak 9 100 99 10

4.Perdata Gugatan 87 253 255 85

5.Gugatan Sederhana 13 76 82 1

6.Permohonan 20 277 280 17

7.Perkara PHI 63 200 210 53
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3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
I.Pidana Umum 137 775 812 100
2.Pidana Anak 5 58 60 3

3.Perdata Gugatan IS 35 38 12

4.Gugatan Sederhana 0 28 25 3

5.Permohonan 3 47 50 0

4. Pengadilan Negeri Sekayu
I.Pidana Umum 121 639 645 115

2.Pidana Anak 4 25 23 6

3.Perdata Gugatan 3 24 18 9

4.Gugatan Sederhana 6 63 68 1

S.Permohonan 1 9 10 0

5. Pengadilan Negeri Kayuagung
I.Pidana Umum 162 801 844 119

2.Pidana Anak 0 34 33 1

3.Perdata Gugatan 13 59 53 19

4.Gugatan Sederhana 0 48 45 3

5.Permohonan 0 14 14 0

6. Pengadilan Negeri Muaraenim
I.Pidana Umum 68 638 636 70

2.Pidana Anak 4 39 39 4

3.Perdata Gugatan 11 33 33 11

4.Gugatan Sederhana 3 64 67 0

S.Permohonan 0 28 28 0

7. Pengadilan Negeri Baturaja
I.Pidana Umum 107 692 680 119

2.Pidana Anak 2 64 66 0

3.Perdata Gugatan 9 61 61 9

4.Gugatan Sederhana 3 35 36 2

S.Permohonan 0 163 162 1

3. Pengadilan Negeri Lahat
1. Pidana Umum 3S 384 376 43

2.Pidana Anak S 26 26 5
3.Perdata Gugatan 7 30 23 14

4.Gugatan Sederhana 0 13 13 0

5.Permohonan 0 41 41 0

9. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Pidana Umum 26 305 282 49

2.Pidana Anak 3 12 14 1

3.Perdata Gugatan 3 11 11 3

4.Gugatan Sederhana 1 10 11 0

S.Permohonan 0 5 S 0

10. Pengadilan Negeri Pagaralam
I.Pidana Umum 6 139 131 14

2.Pidana Anak 0 15 15 0

3.Perdata Gugatan 0 4 2 2

4.Gugatan Sederhana 0 7 7 0
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S.Permohonan 0 35 35 0

11. Pengadilan Negeri Pangkalan 
Balai
1.Pidana Umum 103 578 566 115

2.Pidana Anak 1 31 32 0

3.Perdata Gugatan 10 47 35 22

4.Gugatan Sederhana 3 19 21 1

S.Permohonan 1 18 18 1

Tabel I I .B . l:

Keadaan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020

No Satuan Kerja
Perkara Masuk 

(Sisa Perkara Thn 
Lalu+ Perkara Masuk)

Perkara yang 
diputus

Sisa Perkara

1. Pengadilan Tinggi Palembang
1. Pidana Biasa 302 271 31

2. Pidana Tipikor 5 5 0

3. Pidana Anak 9 8 1

4. Perdata 114 98 16

2. Pengadilan Negeri Palembang
1. Pidana Biasa 2105 1920 275

2. Pidana Tipikor 54 31 23

3. Perdata Gugatan 340 255 85
4. Perdata Permohonan 297 280 17

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Pidana Biasa 912 812 100
2. Perdata Tipikor - - -
3. Perdata Gugatan 50 38 12

4. Perdata Permohonan 50 50 0

4. Pengadilan Negeri Sekayu
1. Pidana Biasa 760 645 115

2. Pidana Tipikor - - -
3. Perdata Gugatan 27 18 9

4. Perdata Permohonan 10 10 0

5. Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Pidana Biasa 963 844 119

2. Pidana Tipikor - - -
3. Perdata Gugatan 72 53 19

4. Perdata Permohonan 14 14 0

6. Pengadilan Negeri Muaraenim
1. Pidana Biasa 906 636 70
2. Pidana Tipikor - - -  |
3. Perdata Gugatan 44 33 n
4. Perdata Permohonan 28 28 0
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7, Pengadilan Negeri Baturaja
1. Pidana Biasa 809 680 119
2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 70 61 9

4, Perdata Permohonan 163 162 1

8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Pidana Biasa 419 376 43

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 37 23 14

4. Perdata Permohonan 41 41 0

9. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Pidana Biasa 331 282 49

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 14 11 3

4. Perdata Permohonan 5 5 0

10. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Pidana Biasa 145 131 14

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 4 2 2

4. Perdata Permohonan 35 35 0

11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Pidana Biasa 681 566 115

2. Pidana Tipikor - - -

3. Perdata Gugatan 57 35 22
4. Perdata Permohonan 19 18 1

Tabel ll.B .2

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2020

No Satuan Kerja

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya 
Hukum

Banding Kasasi PK

1. Pengadilan Negeri Palembang
1. Pidana Biasa 1946 1968 2010

2. Pidana Anak 98 0 0

3. Perdata Gugatan 212 211 254

4. Tipikor 33 0 0

2. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Pidana Biasa 786 279 812

2. Pidana Anak 60 60 60
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3. Perdata Gugatan 29 24 36

3. Pengadilan Negeri Sekayu
1. Pidana Biasa 622 636 645

2. Pidana Anak 22 22 23

3. Perdata Gugatan 14 15 18

4. Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Pidana Biasa 813 832 645

2. Pidana Anak 33 33 33

3. Perdata Gugatan 46 51 53

5. Pengadilan Negeri Muaraenim
1. Pidana Biasa 680 687 705

2. Pidana Anak 39 40 40

3. Perdata Gugatan 34 39 43

6. Pengadilan Negeri Baturaja
1. Pidana Biasa 663 677 681

2. Pidana Anak 64 64 64

3. Perdata Gugatan 53 60 Nihil

7. Pengadilan Negeri Lahat
1. Pidana Biasa 370 377 Nihil

2. Pidana Anak 25 Nihil Nihil

3. Perdata Gugatan 1 Nihil Nihil

8. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Pidana Biasa 262 276 282
2. Pidana Anak 11 11 11

3. Perdata Gugatan 5 7 8

9. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Pidana Biasa 135 138 Nihil

2. Pidana Anak 14 14 Nihil

3. Perdata Gugatan 10 11 Nihil

10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Pidana Biasa 14 6 1

2. Pidana Anak 2 Nihil Nihil
3. Perdata Gugatan 7 3 Nihil

Tabel II.B .3

Data pekara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK 4

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi Tahun 2020

Mediasi adalah Penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (mediator) 

yang netral atau tidak memihak, Peranan mediator adaiah sebagai penengah 

yang memberikan bantuan berupa alternative penyelesaian perkara.
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No Satuan Kerja

Jumlah

Perkara Perdata

Jumlah Perkara Perdata 

yang berhasil di mediasi

1. Pengadilan Tinggi Palembang - -

2. Pengadilan Negeri Palembang 254 Nihil

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 2 2

4. Pengadilan Negeri Sekayu 24

1

5. Pengadilan Negeri Kayuagung 59 3

6. Pengadilan Negeri Muara Enim 33 1

7. Pengadilan Negeri Baturaja 22 1

8. Pengadilan Negeri Lahat 30 Nihil

9. Pengadilan Negeri Prabumulih 11 1

10. Pengadilan Negeri Pagaralam 11 4

11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 47 Nihil

Tabel II.B .4

Data Perkara Perdata yang berhasil di mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020

Merujuk kepada pasal 1 angka 7 UU 11/2012, Pengertian diversi adaiah Pengaiihan 

Penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar Peradiian 

Pidana, lalu pada pasal 5 ayat 3 menegaskan dalam system peradilan pidana anak 

wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan sebagai :

1 . mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2 . menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;

4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi 

ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. 

Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib 

mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua 

pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, malah memperluas apa yang diatur dalam
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pasal 7 ayat (2) dengan mana diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak 

pidarta dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, diperluas dengan 

pidana penjara d i atas 7 tahun atau iebih.

No Satuan Kerja
Jumlah

Perkara Pidana 

Anak

Jumlah Perkara anak yang 
berhasil melalui diversi

1. Pengadilan Tinggi Palembang " -

2. Pengadiian Negeri Palembang 100 39

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 58 2

4. Pengadilan Negeri Sekayu 25 0

5. Pengadilan Negeri Kayuagung 34 1

6. Pengadilan Negeri Muara Enim 39 1

7. Pengadilan Negeri Baturaja 64 1

8. Pengadilan Negeri Lahat 26 6

9. Pengadilan Negeri Prabumulih 12 0

10. Pengadilan Negeri Pagaralam 15 0

11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 31 6

Tabel II.B .5

Data perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia 

yang prima (Indonesian Court Performance Excellent -  ICPE). Untuk mewujudkan 

performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul /  prima melalui penilaian terhadap 

7 (tujuh) kriteria yaitu :

a. Kepemimpinan (Leadership)

b. Perencanaan Strategis {Strategic Planing)

c. Fokus Pelanggan {Customer Focus)

d. Manajemen Sumber Daya {Resources Management)

e. Proses Manajemen {Management Process)

f. Sistem Dokumen {Document System)

g. Hasil Kerja (Performance Result)
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Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh Tim 

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian 

kesesuaian terhadap standaryang ditetapkan.

Adapun langkah -  langkah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang untuk 

mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6 - 

U/4059/OT.01.4/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Tentang Penunjukan Tim 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang.

b. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menunjukTim Audit Internal Pengadilan Tinggi 

Palembang Nomor W6-U/4054/PS.04/XI/2020 Tanggal 27 November 2020.

c. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6 - 

U/4804/OT.01.3/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pembentukan 

Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi 

Palembang.

d. Membuat Manual Sistem Manajemen Mutu. Adapun ruang lingkup implementasi 

sistem manajemen mutu Pengadilan Tinggi Palembang meliputi seluruh proses 

pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Tinggi 

Palembang yang meliputi :

- Manajemen Peradilan

- Administrasi Perkara

- Administrasi Persidangan

- Administrasi Umum

- Pelayanan Publik

- Pengelolaan Kas

- Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengawasan

- Penanganan Pengaduan

NO Satuan Kerja Waktu Surveilan
Nilai Sertifikat 

APM Badan 
Peradilan 

Umum

Waktu Pelaksanaan 
Asessmen

1
Pengadilan Tinggi 

Palembang

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November 2020

A (excellent) 02 November 2020

2 1. Mei 2018 A (excellent) November 2020
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Pengadilan Negeri 
Palembang

2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November

3
Pengadian Negeri 

Lubuk Linggau

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November 2020

A (excellent) 18-20 November 2020

4
Pengadilan Negeri 

Kayu Agung

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November 2020

A (excellent) 25-26 November 2020

5
Pengadilan Negeri 

Sekayu

1. Juni 2018
2. Desember 2018
3. Jun 2018
4. Desember 2018
5. Juni 2019
6. Desember 2019

B 16-17 November 2020

6
Pengadilan Negeri 

Muara Enim

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November 2020

A (excellent) 19-20 November 2020

7, Pengadilan Negeri 
Baturaja

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020
6. November 2020

B 23-24 November 2020

8.

Pengadilan Negeri 
Lahat

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020 

November 2020

B 23-24 November 2020

9.

Pengadilan Negeri 
Prabumulih

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020 

November 2020

A (excelent) 16-17 November 2020

10.

Pengadilan Negeri 
Pagaralam

1. Mei 2018
2. November 2018
3. Mei 2019
4. November 2019
5. Mei 2020 

November 2020

A (excelent) 18-20 November 2020

11.
Pengadilan Negeri 

Pangkalan Balai

1. November 2019
2. Mei 2020 

November 2020
B 12-24 November 2020

Tabel I I .C . l

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

Laporan P&iaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Patembang



1. Pos Bantuan Pelayanan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan 

Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan 

advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 

peraturan perundang -  undangan. Anggaran posbakum disediakan oleh Pengadilan 

IMegeri.

No Satuan Kerja
Anggaran
Posbakum

<RP)

Realisasi
Anggaran
Posbakum

(RP)

Keterangan

1 Pengadilan Negeri Palembang
Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,- 100%

2 Pengadian Negeri Lubuk Linggau

3 Pengadilan Negeri Kayu Agung
Rp. 21.600.000,- Rp. 21.600.000,- 100%

4 Pengadilan Negeri Sekayu

5 Pengadilan Negeri Muara Enim

6 Pengadilan Negeri Lahat

7 Pengadilan Negeri Baturaja

8 Pengadilan Negeri Prabumulih

9 Pengadilan Negeri Pagaralam

10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Rp. 24.000.000,- Rp.24.000.000,- 100%

Tabel ll.C .2

Rea lisa si Anggaran Posbakum

2. S idang K e li l in g /P e layan an  Terpadu

Sidang diluar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, 

berkala atau sewaktu -  waktu oleh Pengadilan di suatu tempatyang ada dalam wilayah 

hukumnya, tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang 

Keliling atau Sidang ditempat Sidang Tetap.

No Satuan Kerja
Lokasi

Z itting  Plaatz
Anggaran 

Z itting  Plaatz
Realisasi

1. Pengadilan Negeri Palembang -

2. Pengadian Negeri Lubuk Linggau - - -
3. Pengadilan Negeri Kayu Agung - "

4. Pengadilan Negeri Sekayu - -

5. Pengadilan Negeri Muara Enim “
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6. Pengadilan Negeri Lahat Tebing Tinggi 
Kabupaten 

Empat Lawano

Rp. 186.000.000,- Rp. 186.000.000,- 
Realisasi : 

100%
7. Pengadilan Negeri Baturaja Martapura 

Kabupaten 
OKU Tim ur 
dan Muara 

Dua
Kabupaten 

OKU Selatan

Rp.310.000.000,- Rp. 308.064.000,- 
Realisasi : 99.38%

8. Pengadilan Negeri Prabumulih - - "

9. Pengadilan Negeri Pagaralam - -

10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “ "

Tabel II.C .3

Data Sidang d iluar Gedung Pengadilan Negeri

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan meialui pemberian bantuan biaya 

penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran Pengadilan Tingkat Pertama.

NO Satuan Kerja

Anggaran
Perkara
Prodeo

(Rp)

Realisasi 
Anggaran 

Perkara Prodeo 
(Rp)

Ket

1 Pengadilan Negeri Palembang Nihil Nihil -

2 Pengadian Negeri Lubuk Linggau Nihil Nihil -

3 Pengadilan Negeri Kayu Agung Nihil Nihil -

4 Pengadilan Negeri Sekayu Nihil Nihil -

5 Pengadilan Negeri Muara Enim Nihil Nihil -

6 Pengadilan Negeri Lahat Nihil Nihil -

7 Pengadilan Negeri Baturaja Nihil Nihil -

8 Pengadilan Negeri Prabumulih Nihil Nihil -

9 Pengadilan Negeri Pagaralam Nihil Nihil

Tabel II.C.4
Realisasi Anggaran Prodeo di Pengadilan Negeri
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

OPengadilan Tinggi Palembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Palembang

0711 311666, 352900

ptpalembanggpgmail.cofn

www.pt-palembang.go.id

K O M P O S IS IS D M  BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ 

PENDXDIKAN

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi 

Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Sumatera Selatan tidak terlepas dari pembinaan dan 

pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. 

Ketersediaan SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk 

mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Palembang, Pegawai di 

Pengadilan Tinggi Sumtera Selatan dan Pengadilan Negeri Se- 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dapat dibedakan atas 

pegawai teknis dan non teknis. Pegawai teknis meliputi Hakim, 

Panitera dan Jurusita. Pegawai teknis bertugas mengerjakan tugas 

teknis pengadilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis 

merupakan supporting unit yang memberikan dukungan pada 

pelaksanan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. 

Dalam pelaksanaan tugas pegawai teknis dan pegawai non teknis 

harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok 

dan fungsi peradilan. Sumber daya manusia yang ada di seluruh 

Wilayaha Hukum Pengadilan Tinggi Palembang mempunya tugas dan 

fungsi masing-masing nya dalam melaksanakan pekerjaannya, 

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020 berjumlah lebih kurang 

577 orang yang terdiri dari Hakim dan Pegawai. Dengan rincian 

sebagai berikut :
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1. Pengadilan Tinggi Palembang berjumlah 101 orang yang terdiri dari :
ASN : 80 orang
Hakim AdHoc : 4 orang
Honorer : 17 orang

2. Pengadilan Negeri Palembang berjumlah 99 orang yang terdiri dari :
ASN : 76 orang
Hakim AdHoc : 9 orang
Honorer : 14 orang

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berjumlah 57 orang yang terdiri dari :
ASIM : 38 orang
Honorer : 19 orang

4. Pengadilan Negeri Sekayu berjumlah 48 orang yang terdiri dari :
ASN : 38 orang
Honorer : 10 orang

5. Pengadilan Negeri Kayuagung e r j u m l a h  4 5  orang yang terdiri dari :
ASN : 35 orang
Honorer : 10 orang

6 . Pengadilan Negeri Muara enim berjumlah 37 orang yang terdiri dari :
ASN : 31 orang
Honorer : 6  orang

7. Pengadilan Negeri Baturaja berjumlah 42 orang yang terdiri dari :
ASN : 33 orang
Honorer : 9 orang

8 . Pengadilan Negeri La hat berjumlah 40 orang yang terdiri dari :
ASN : 33 orang
Honorer : 7 orang

9. Pengadilan Negeri Prabumulih berjumlah 41 orang yang terdiri dari :
ASN : 30 orang
Honorer : 11 orang

10. Pengadilan Negeri Pagar Alam berjumlah 29 orang yang terdiri dari :
ASN : 20 orang
Honorer : 9 orang

11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berjumlah 38 orang yang terdiri dari :
ASN : 30 orang
Honorer : 8  orang

SUMBER DAYA YANG ADA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

No Nama/NIP Jabatan Pangkat
/Golong

an

Pendidika
n

1. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Dr. Kresna Menon, S.H., M.HUM Ketua IV/e S3
2. Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, Wakil Ketua IV/e S2

S.H., M.HUM
3. Sam ir Erdy, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV /e S2
4. Bachtiar Sitompui, SH. MH Hakim Tinggi IV/e S2
5. Hidayat Hasyim SH Hakim Tinggi IV/e S I
6. R Matras Supomo, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
7. Torowa Daeii, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
8. Robert Siahaan, S.H., M.H Hakim Tinggi IV /e S2
9. Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S I
10. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
11. Dr.Ahmad Yunus, S.H., M.H, Hakim Tinggi IV /e S3/DOKTO
12.Teguh Harianto, SH., M. Hum Hakim Tinggi IV/e R
13. R Sabarrudin ilyas, SH, M.Hum Hakim Tinggi IV/e _____________

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



14, Edison Muhamad, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV /e S2
15.Sutaji, SH. MH Hakim Tinggi IV /e S2
16. Dr. Yapi, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
17. Muiyanto, SH, MH Hakim Tinggi IV/e S2
18. Nursiah Sianipar, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV /e S3/DOKTO
19,Supraja, SH. MH. Hakim Tinggi IV /e R
20. Barmen Sinurat, SH.,MH Hakim Tinggi IV/e S2
21. H. Amron Sodik, S.H. Hakim Tinggi IV/e S2
22. Kemal Tampubolon, S.H,,M.H, Hakim Tinggi IV /d S2
23.Sumarlina, SH, MH Panitera IV /d S I
24. Reno Sugiarto, S.H.,M.H Sekretaris IV/b S I
25. Ishak Rizal, ST Kepala Bagian IV/a S2

Perencanaan Dan S2
Kepegawaian S2

26. Nuhardin, SH, MH Panitera Mud a Pi dan a IV/a S I
27,Drs, Fachruddin Zen, SH. MH Panitera Muda Perdata IV/a
28. Asbi, SH Panitera Muda Khusus I l l /d
29.Heri Mendisben, S.H., M.H. Panitera Pengganti iv /b S2
30. Harita, S.H, M.H. Panitera Pengganti IV /a S2
31. Neva Atina Mona, SH. MH Panitera Pengganti IV /a S I
32. Marina, SH.MH Panitera Pengganti IV/a S2
33. Nurlaili Hamid, SH. MH Panitera Pengganti IV/a S2
34, Rosna, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
35. Laila Jumiyati, SH. MH Panitera Pengganti IV /a S2
36.Supriandi Anwar, SH. MH Panitera Pengganti IV/a S2
37. M Sopian, SH. MH Panitera Pengganti IV/a S2
38. M. Rasidiansyah, SH. Panitera Pengganti IV/a S2
39. Bastari, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
40. A. Iw an Sarjana Puspa, SH.MH Panitera Pengganti IV/a S2
41.Harmain, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S I
42. Ibrohim , SH Panitera Pengganti I l l /d S2
43. Mgs Muhamad Yusuf, SH Panitera Pengganti I l l /d S2
44.Asnawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti III/d S2
45.W artono, SH Panitera Pengganti III/d S I
46,Muchammad Sarmin, SH Panitera Pengganti II I /d S I
47. Budi Suarno, SH Panitera Pengganti II I /d S2
48.Astan, S.H. Panitera Pengganti m /d S I
49,Yulianto, S.H. Panitera Pengganti II I /d S I
50.Junaidi, S. Psi., M.Si Kepala Sub Bagian m /d S I

Keuangan Dan S I
51-Madya Prasetya Mulya, SH Pelaporan II I /c S I

Kepala Sub Bagian 
Rencana Program Dan

S2

52. Eka Sri Rejeki, S.H., M.H. Anggaran II I /c S I
Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian Dan

53.Yuni Artika Sari, S.E. Ak, S.H. Teknologi Informasi 
Kepala Sub Bagian Tata

II I /c S2

Usaha Dan Rumah
54. Lusia Anggraini, S.H. Tangga II I /d S I

Anal is Perkara
55. Wiwi Damheni, S.H., M.H. Peradilan Pidana II I /d

Anaiis Perkara S I
56. Fatmayeni, S. Kom., SH., M. Kom. Peradiian Khusus II I /c

Pranata Komputer Ahli S2
57. Wenny Rita S, SE Muda II I /c

Anaiis Sumber Daya S2
58. Heny Marina, S.TP., S.H., M.H. Manusia Aparatur II I /c

59.Wahyuni Heriati, S.H.
Penyusun laporan 

Keuangan 
Anaiis Perkara

II I /c
S I

S2
60.Septika Intan Isisu, S.H. Peradilan Perdata II I /c

Anaiis Perkara S I
61. A Mahbub Ulhaq, S.E. Peradilan Pidana II I /c

Anaiis Perkara S I
62.Tinda Wiranasari, S.E., S.H. Peradilan Hukum II I /c
63. Henny Mutia Anggraini, SH Anaiis Hukum II I /c S I
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64,Asmawati, S. Kom, Anal is Perkara II I /c S I
Peradilan Hukum S I

65. Metaliarista, S.E. Analis Sumber Daya II I /c
Manusia Aparatur S I

66,Yasmin Nazifah, S.E. Analis Sumber Daya II I /c
67. Imelda Marly, S.E., S.H., M.H. Manusia Aparatur III/C S I

Analis Protokol
58. Ahmad Ghufran, S.E., M.M Penyusun laporan III/C S I
69. Marini Yulianti, S.H. Keuangan

Bendahara
III/C S2

70.Suswati Analis Perkara I l l /b S2
Peradilan Perdata S I

71.Sartika Siringoringo, S.E. Pengadministrasi I l l /b SLTA/SEDE
Hukum Perdata RA1AT

72.Yuyun Maryami, S.E. Penyusun Rencana m /b S I
73.Raden Ayu Khoirunnisa, S.H. Kegiatan dan Anggaran I l l /b S I
74. Muhammad Anwas, S.H. Bendahara Penerima I l l /b S2
75.Aas Sunarsih, S.H. Peng ola h D aftar Gaji I l l /b S I
76. Evi Yuniasthy, A. Md Analis Hukum I l l /a S I
77,Yurima Utami, S.I.P. Analis Humas I l l /a D il l

Arsi paris Pelaksana S I
78.Wawan Supriyono Analis Kepegawaian I l/c

Pertama SLTA/SEDE
79. Yulianti Pengadministrasi I I /c RA1AT

Hukum S I
80. Kusworo Pengeloia Barang Milik I l /b SLTA/SEDE

Negara RAJAT
Pengadministrasi

Hukum

2. Pengadilan Negeri Palembang

1. Bongbongan Silaban, S.H.,L.L.M. Ketua IV /c S2
2. Erma Suharti, S.H.,M.H. Wakil Ketua IV /c S2
3. Murni Rozalinda, S.H.,M.H Hakim IV/d S2
4. Yohannes Panji Prawoto, SH, MH Hakim IV/d S2
5. Syahri Adamy, SH, MH Hakim IV/d S2
6. Hotnar Simarmata, S.H., M.H. Hakim IV /c S2
7. Abu Hanifah, S.H., M.H. Hakim IV /c S2
8. Adi Prasetyo, SH.MH. Hakim IV /c S2
9. Efrata Happy Tarigan, SH. MH. Hakim IV /c S2
10. Achmad Syaripudin, SH., MH Hakim IV /c S2
11. Tongam Oase Christian H. Hakim IV /c S2

Sim anjuntak, SH, M.Hum
12. Mangapul Manalu, SH., MH Hakim IV /c S2
13. Fahren, SH.,M.Hum Hakim IV /c S2
14. Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Hakim IV /c S2
15. Taufik Rahman, SH Hakim IV /c S2
16. Sahlan Efendi, SH. MH Hakim IV /c S2
17. Harun Yulianto, SH Hakim IV /c S2
18. Said Husein, S.H., M.H. Hakim IV/b S2
19. Uli Purnama, S.H., M.H. Hakim IV/b S2
20. Paul Marpaung, S.H., M.H. Hakim IV/b S2
21. Agus Aryanto, S.H. Hakim IV/a S I
22. Yetti Iriany Siregar, S.H. Sekretaris IV/b S I
23. Agusman, SH.,M,H Panitera Muda Hukum IV/a S2
24. Hasan Boenyamin, SH.MH Panitera Muda Perdata IV/a S2
25. Cecep Sudrajat, SH.MH Panitera Muda Khusus IV/a S2

26. Muhamad Afiudin, SH, MH
27. Junaidi Perkasa, SH

Tindak Pidana Korupsi 
Panitera Muda Hukum IV/a

I l l /d
S2

Panitera Muda Pidana S I
28. Nain Meitulu, SH Kepala Bagian Umum IV/a S I
29. Olivia Terisia, S.H.M.Si Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, 
Organisasi, Dan Tata

IV/a S2

Laksana w30. Dewi Clara Thursida, SH.MH Kepala Sub Bagian Tata IV/a
Usaha Dan Keuanqan
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31. Zwesti Damayana, S.Kom. MH Kepala Sub Bagian II I /c S2
Perencanaan Teknologi

Informasi, Dan
Pelaporan

32. Hj. Lismawati, SH.MH Panitera Pengganti IV /a S2
33, Baheramsyah, SH.MH Panitera Pengganti IV /a S2
34. Mashur Mahmud, SH.MH Panitera Pengganti IV/a S2
35. Eliya Margarita, SH.MH Panitera Pengganti IV/a S2
36. Eka Susanti, S.H., M.H Panitera Pengganti IV/a S2
37. Marduan, SH.MH Panitera Pengganti IV /a S2
38. Yelvi, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
39. Dharmawan, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
40. Nurayfa, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
41. Tumrap, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
42. Maseha, S.Sos.SH Panitera Pengganti I l l /d S I
43. Barto, S.H.,M.Si Panitera Pengganti I l l /d S I
44. H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti m /d S I
45. Jeanny Hendriany Yulita, SH Panitera Pengganti m /d S I
46. Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti I l l /d S I
47. Suhanda, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
48. Hj. Rustiati, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
49. Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH Panitera Pengganti I l l /d S2
50. Muhamad Soleh, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
51. S iti NurSyam siah Basri, SH Panitera Pengganti I l l /d S I
52. Eka Firdanita, SH.MH Panitera Pengganti I l l /d S2
53. M Gufiyamin, S.H. Panitera Pengganti I l l /d S I
54. Alamsyah, S.H Panitera Pengganti I l l /d S I
55. Darlian Tulup Putra, S.H Panitera Pengganti I l l /b S I
56. Luktiono, SH Juru Sita I l l /d S I
57. Agustan, SH Pengelola Perkara I l l /d S I

Perdata
58. Chandra Guftha Oktaviano, ST Juru Sita I I I /c S I
59. Eva Agustina, S.I.P Analis Akuntabilitas II I /c S I

Kinerja Aparatur
60. Robekka, SE Penyusun laporan II I /c S I

Keuangan
61. Triana Dian Nisa, S.Kom. Kasir I l l /b S I
62. Marita Citra Agita, S.H. Analis Perkara I l l /b S I

Peradilan Perdata
63. Roby Pratama, A.Md. Pengadministrasi I l l /a D il l

Registrasi Perkara PHI
64. Ria Oktaviana, Amd Pengelola Barang Milik I I I / a D il l

Negara
65. Ayu Mayasari Irine P u tr i, S.E. Bendahara I l l /a S I
66. Muhammad Yamin A rif Pengelola Perkara I l/b SLTA/SEDE

Pidana RAJ AT
67. Bambang Gunawan Il/a SD
68. Abdul Hakim, SH Pengemudi II I /c S I
69. Fitria Nurlita, S.Kom.MM Juru Sita Pengganti I I I /c S2
70. Ratih Hairani, S.H., M.Si Juru Sita Pengganti I I I /c S2
71. Ineke Deli Yanti, S.H. Juru Sita Pengganti I I I /c S I
72. A tikK a rtin i, SH., M.Si. Juru Sita Pengganti I I I /c S2
73. Rahmad Tri Febrian, SH Juru Sita Pengganti I l l /b S I
74. MARLITA GUSTINA, SE Juru Sita Pengganti I l l /b S I
75. Meri Febri Yanti Juru Sita Pengganti I l l /b SLTA/SEDE

Juru Sita Pengganti RAJAT
76. Agus Purnomo, S.Kom Juru Sita Pengganti I I I / a S I

3. Pengadiian Negeri Lubuk Linggau

1. Im am  Santoso, S.H. Wakil Ketua IV/b SI
2. Tatap Urasima Situngkir, S.H. Hakim IV/a SI
3. Indra Lesmana Karim, S.H. Hakim IV/a SI
4. S iti Yuristiya Akuan, SH.,MH. Hakim IV/a S2
5. Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H. Hakim I l l /d S2
6. Syahreza Papelma, S.H, M.H. Hakim I l l /d S2

Hakim I l l /d S2
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7. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun,
S.H.,M.H Hakim I l l /d S I

S. Yopi Wijaya, S.H. Hakim III/d S I
9. Yulia Marhaena, S.H. Hakim II I /d S I
10.Verdian Martin, S.H. Hakim II I /d S I
11. Lina Safitri Tazili, S.H Hakim II I /d S2
l2 .R iza l Firmansyah, S.H.M.H Panitera IV/a S I
13. Nasib Sagala, SH Sekretaris IV/a S I
14.Ponijan, S.H. Kepala Sub Bagian II I /d SLTA/SEDE
15. Rusmiati Kepegawaian, RAJAT

Organisasi, Dan Tata
Laksana

Kepala Sub Bagian II I /d S I
16.M ulyati, S.Sos. Umum Dan Keuangan

Panitera Muda Perdata III/d S I
l7 .Z a in a l Abidin, S.Sos. Kepala Sub Bagian II I /c S2
1 8 . Anderiansyah, S.Kom., M.A.P. Perencanaan Teknologi

Informasi, Dan
Pelaporan

Panitera Muda Hukum III/c D il l
19. Armen, A.Md Panitera Muda Pidana II I /c S2
20.Wahyu Agus Susanto, SH, MH Panitera Pengganti III/d S I
21. Ahmad Irfansyah, S.H. Panitera Pengganti I I I /c SLTA/SEDE
22. Marlinawati RAJAT

Panitera Pengganti I I I /c S I
23. Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti I l l /b D ill
24,A!kautsari Dewi Adha, A.Md. Panitera Pengganti I l l /b S I
25. Rahmad Wahyudi, SH Panitera Pengganti I l l /b D il l
26.Emi Huzaimah, A.Md.

Juru Sita II I /c SLTA/SEDE
27. Edi Sfendi RAJAT

Analis Perkara II I /c S2
28. Dewi Setiawati, S.H., M.H. Peradilan Pidana

Penyusun laporan II I /c S I
29. Rr. Shandy Satyo Asih, S.E. Keuangan

Juru Sita I l l /a S I
30.Rusman Edwar, S.,Kom Analis Perkara I l l /a S I
31.Riska Gita Anggraini, S.H. Peradilan Perdata

Pengadministrasi I l l /a SLTA/SEDE
32. Ardi Registrasi Perkara RAJAT

Hukum
Bendahara I l l /a D il l

33.Leni Sartika, A.Md. Pengelola Barang Milik I l /d D il l
34. Roli Rahmadya, A.Md. Negara

Pengelola Sistem Dan II /c D il l
35.Sarah Attachirah, A.Md.T. Jaringan

Pengelola Perkara H /c D il l
36. Kurnia Hutami Aisyara, A.Md Pidana I l l /b
37.Syamsiah Dusu .Juru Sita Pengganti SLTA/SEDE

Il l /a RAJAT
38.Yosrizal, S.H Juru Sita Pengganti S I

4, Pengadilan Negeri Sekayu

l .  Hendra Haiomoan, SH.MH Ketua IV/a S2
2. Iria ty  Khairul Ummah, SH Wakil Ketua IV/a S I
3. Tyas Listiani, S.H.,M.H. Hakim II I /d S2
4. Andy Wiliam Permata, S.H. Hakim II I /d S I
5. Christoffel Harianja, S.H. Hakim II I /d S I
6. Rizkiansyah, SH Hakim II I /c S I
7. Muhamad Novrianto, S.H. Hakim I l l /a S I
8. A rief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. Hakim I l l /a S2
9. Gerry Putra Suwardi, S.H. Hakim I I I / a S I
lQ .Liga Saplendra Ginting, S.H. Hakim I l l /a S I
ll.R e s s y  Mirliana Sari, S.H. Sekretaris II I /d S2
l2.Abunawas, S.H. Panitera III/d S2
13.Shandiwuri Sunkar, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian II I /c S2

Kepegawaian,
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14,Rendy Hermana, S.H 
15.Sahruri, S.Kom.

16. Ahmad Letondot Basarin, S.H.,M.H
17. Andrianto Fachrizal, S.Kom,

1 8 . Bambang Hermanto, S.H.
19. Fakhrizal, S.Kom.,SH
2 0 . Beny Herlambang, S.H.
21,Idham  Pratama, S.H.
2 2 . Hadi Ramansyah, S.H
23. Marina Wijayasari, S.H.
24. Heri Wibowo, SH
25. Novi Liana, S.T., M.H.

2 6 . Nurul Fathiyah, S.Kom.
2 7 . Melly Norviana, A.Md.
2 8 . Fatma Oktaviana, S.E.

29. Erdha Octarina, A.Md.

30. Rid ha Al Haj, S.H
31. Budiman

Organisasi, Dan Tata 
Laksana

Panitera Muda Perdata 
Kepala Sub Bagian 

Umum Dan Keuangan 
Panitera Muda Pidana 

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan Teknologi 

Informasi, Dan 
Pelaporan 

Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 

Analis Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 

Bendahara 
Juru Sita

Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

Pengelola Barang Milik 
Negara

Juru Sita Pengganti 
Juru Sita Pengganti

I I I /c
II I /c

II I /c
I I I /c

I l l /d
m /d
III/C
II I /c
I I I /c
II I /c
I l l /b
m /d

IH /b
I l l /a
I l l /a

I l l /a

I l l /a
I l/b

S I
51

52 
S I

S I
S I
S I
S I
S I
S I
51
52

S I
D il l
S I

D il l

S I
SLTA/SEDE 

RAJ AT

5. P e n g a d i l a n  N e g e r i  K a y u a g u n g

1. Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. Ketua IV/a S I
2. Tira Tirtona, S.H., M.Hum Wakil Ketua IV/a S2
3. Resa Oktaria, S.H., M.H Hakim IV/a S2
4. Mohd. Rizky Musmar, SH ,MH Hakim I l l /d S2
5. I Made Gede Kariana, S.H. Hakim II I /c S I
6. Zu lfikar Beriian, S.H Hakim II I /c S I
7. Indah W ijayati, S.H., M.Kn Hakim I l l /a S2
S. Anisa Lestari, S.H., M.Kn. Hakim I l l /a S2
9. Yuri Alpha Fawnia, S.H Hakim I l l /a S I
10. Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Hakim I l l /a S2
ll.D a n y  Agustinus, S.H., M.Kn. Hakim I l l /a S2
12. Nadia Septianie, S.H. Hakim I l l /a S I
13. Monica Gabriella Ps, S.H Hakim I I I / a S I
14. Hendri Kustian, S.H., M.H Panitera IV/a S2
15.Sarpedi, SH Sekretaris I l l /d S I
1 6 . Abu Bakri, S.H., M.H Panitera Muda Perdata IV/a S2
17.Yusman, S.H Panitera Muda Pidana I l l /d S I
18. Amiri Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Teknologi 
Informasi, Dan 

Pelaporan

II I /c SLTA/SEDE
RAJAT

19. Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum II I /c S2
20. Wenny Am bar Sari, S.H Kepala Sub Bagian 

umum Dan Keuangan
I l l /b S I

21. Hermawan Agustian, S.SI. 
1)

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, 

Organisasi, Dan Tata 
Laksana

I l l /b S I

22.Reka Budhy Inaning Asmara, S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
23.Candra Dewi, S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
24. Irma Yulaini, S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
25. Mia Sari, S.E., S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
26. Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H.,MH Panitera Pengganti I I I /c S2
27.Rosi Kurniady, S.H Panitera Pengganti I l l /b S I

2 8 , Majidah, S.Kom

29. Mathyas Adinata, S.H

Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur

I I I /c

I l l / b

51

S I
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30. Ranisafitsila Yudhismazerona Bepein, 
S.E

31. Indah Thalina, S.E

32. Tribrata Sandri, S.E

33. Abdul Hapiz, S.H
3 4 . Mashuri

35. Muhamad Adryansyah, S.H

Anal is Perkara 
Peradilan Pidana 

Penyusun laporan 
Keuangan 

Pengadministrasi 
Registrasi Perkara 

Pidana
Analis Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan 
Bendahara 
lu ru  Sita

Juru Sita Pengganti

I l l /b

I l l /a

I l l /a

I l l /a
I I /c

I l l /a

S I

S I

S I

S I
SLTA/SEDE

RAJAT
S I

6. Pengadilan Negeri Muara Enim

1. Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. Ketua IV/b S I
2. Elvin Adrian, S.H., M.H, Wakil Ketua IV/a S2
3. Arpisol, SH Hakim m /d S I
4. Haryanto D as 'A t, S.H.,M.H. Hakim m /d S2
5. Hartati, S.H. Hakim II I /c S I
6. Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. Hakim I l l /a S2
7. Provita Justisia, S.H. Hakim I l l /a S I
8. Sera Ricky Swanri S, S.H. Hakim I l l /a S I
9. T itis  Ayu Wulandari, S.H. Hakim I l l /a S I
10. Dewi Yanti, S.H. Hakim I l l /a S I
11. Darmawati, S.H. Panitera II I /d S I
12. Syaifullah, S.E., M.M. Sekretaris I I I /c S2
13. Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Muda Hukum III/d S I
14. Yurika Ariani, S.T. Kepala Sub Bagian II I /c S I

Perencanaan Teknologi
Informa si, Dan

Pelaporan
15. Hendrik, S.H. Kepala Sub Bagian II I /c S I

Kepegawaian,
Organisasi, Dan Tata

Laksana
16. Arman, S.H. Panitera Muda Pidana II I /c S I
17. Dedy Sohaidi, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata II I /c S2
18. Kms Muhammad Amin, S.H. Kepala Sub Bagian I l l /b S I

umum Dan Keuangan
19. Gloria Rice Erica, S.E. Panitera Pengganti II I /d S I
20. Yessi Ervina, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
21. Alexander Pratama Hutajulu, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
22. Fiqri Adriansyah, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
23. Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
24. Al Ihsan Alamsyur, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
25. Andrey Syah Wijaya, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
26. R.A. Mariska Dewi, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
27. Nova Paramita, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
28. Ary Ferry Pratama, S.H. Analis Hukum II I /c S I
29. Ester Meriyanti Sinaga, S.E. Analis Sumber Daya I l l /a S I

Manusia Aparatur
30. Heriyanto, SH Bendahara I l l /a S I
31. Jimmy Oktavianus, A.Md. Juru Sita Pengganti I l l /b D il l

7. Pengadilan Negeri Baturaja

l .  Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H. Ketua IV/a S2
2. Halida Rahardhini, SH,M.Hum Wakil Ketua IV/a S2
3. Ferri Irawan, S.H., M.H. Hakim II I /c S2
4. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. Hakim II I /c S2
5. Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. Hakim II I /c S2
6. Rivan Rinaldi, S.H. Hakim II I /c S I
7. Dwi Bintang Satrio, S.H Hakim I l l /a S2
8. Teddy Hendrawan Anggar Saputra, Hakim I l l /a SI

S.H. Hakim I l l /a S2
9. Salihin Ardiansyah, S.H. Hakim I l l /a SI
10. Yessi Oktarina, S.H. Hakim I l l /a S I
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11. Arie Septi Zahara, S.H. Sekretaris I l l /d S I
12. Dwi Joko Handoyo, S.H. Panitera I l l /d S I
13.< Deni Syafril, SH Panitera Muda Pidana III/d S I
14. Saiful Amri, S.H. Panitera Muda Perdata II I /d S I
15. Dra Rosanah Kepala Sub Bagian II I /c S I
16. Muhammad Albar, S.E. Umum Dan Keuangan

Kepala Sub Bagian II I /c S I
17. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom. Perencanaan Teknologi

2) Informasi, Dan
Pelaporan

Panitera Muda Hukum III/c S I
18. Parmono, S.H. Kepala Sub Bagian I l l /a D ill
19. Neti Noprika Santi, A.Md Kepegawaian,

Organisasi, Dan Tata
Laksana

Panitera Pengganti II I /d S I
20. Ism ayati, S.E. Panitera Pengganti III/C SLTA/SEDE
21. Thaheri RAJ AT

Panitera Pengganti I I I /c SLTA/SEDE
22. Suaibatul Islamiyah RAJAT

Panitera Pengganti I l l /b S I
23. Mujianto, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S2
24. Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti I l l /b S2
25. Rasida, S.H., M.H. Analis Perkara IV/a S2
26. Neli Panca Rini Rodi, S.Pi., M.M. Peradilan Pidana

Juru Sita II I /c S I
27. Ahmad Sulaiman, S.H. Anaiis Perkara II I /c S I
28. Mila Kurnia Rahma, S.H. Peradilan Pidana

Ajudan I l/c SLTP/SEDE
29. Balian RAJAT

Pengadministrasi I l /a SLTA/SEDE
30. Kusmanto Persuratan RAJAT

Juru Sita Pengganti I l l /b S I
31. Evi Yulianti, S.E. Juru Sita Pengganti I l /d SLTA/SEDE
32. Octo Tridiansyah RAJAT
33. Fitrika Juru Sita Pengganti I l /d S I

8. Pengadilan Negeri Lahat

1. Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, S.H., M.l Ketua IV/a S2
2. Jimmy Maruli, S.H., M.H. Wakil Ketua IV/a S2
3. Ahmad Renardhien, S.H. Hakim II I /d S I
4. Saiful Brow, S.H. Hakim II I /d S I
5. D icky Syarifudin, S.H.M.H Hakim II I /c S2
6. Mahartha Noerdiansyah, S.H. Hakim II I /c S I
7. Shelly Noveriyati S, S.H. Hakim II I /c S I
8. Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Hakim I l l /a S I
9. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. Hakim I l l /a S I
10. Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Hakim I l l /a S I
11. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, 5 Hakim I l l /a S I
12. Muhamad Hasymi, S.H.
13. Sadat Prayudi, S.H. Panitera II I /d S I
14. Alia Desnani, S.H., M.M. Sekretaris II I /d S I
15. Dahlan, S.H., M.M. Panitera Muda Perdata IV/a S2
16. Dedi Sucipto, S.M. Panitera Muda Pidana II I /c S2

Kepala Sub Bagian I l l /b S I
17. Herman Umum Dan Keuangan

Panitera Muda Hukum I l l /b SLTA/SEDE
18. Piter Juiiansyah, S.H. RAJAT

Kepala Sub Bagian m /b S I
Kepegawaian,

Organisasi, Dan Tata
19. Septian Krisna Dinata, S.Kom., M.Kom Laksana

Kepala Sub Bagian m /b S2
Perencanaan Teknologi

Informasi, Dan
20. Mastiah, S.H., M.M. Pelaporan •

21. Haryanto, S.H. Panitera Pengganti III/d S2
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22. Sudarwan, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
23. Lisza Ayumasdaria, S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
24 .* Mahmud, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
25. Yuliansyah, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
26. Habelly, S.H., M.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
27. Mirawati, S.Kom,, M.M. Panitera Pengganti I l l /b S2
28. Hindrawansyah Pengelola Perkara II I /c S2

Pidana I l l /b SLTA/SEDE
29. Muh. Nadzir Idrus, S.Psi. Juru Sita RAJAT

I l l /a S I
30. Gina Rufaqoh Yemada, A.Md. Analis Sumber Daya
31. Neni Triana Manusia Aparatur I l /d S I

Bendahara I l /b S I
Pengadministrasi

32. Agus M. AN Tuyono Registrasi Perkara
Perdata I l /b SLTA/SEDE

33. Syahreza Pahlevi Juru Sita Pengganti RAJ AT
Il/b SLTA/SEDE

Juru Sita Pengganti RAJAT
9. Pengadilan Negeri Prabumulih

1. Anak Agung Oka Parama Budita G, SH. Ketua IV/a S2
2. R.A. Asriningrum Kusum award ha ni, S

M.H Hakim IV/a S2
3. F itri Agustina, SH
4. Tri Lestari, S.H.,M.H. Hakim I l l /d S I
5. Shinta Nike Ayudia, SH., M.Kn. Hakim II I /c S2
6. Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim II I /c S2
7. Norman Mahaputra, S.H. Hakim I l l /a S I
8. Indah Yuli Kurniawati, S.H Hakim I l l /a S I
9. Amelia Devina Putri, S.H. Hakim I l l /a S2
10. Citra Amanda, S.H. Hakim I l l /a S I
11. Ramli, S.H., M.H. Hakim I l l /a S I
12. Patra Sukma, S.Kom,, S.H., M.H. Panitera IV/a S2
13. Ferry Irawan, S.H., M.H. Sekretaris I l l /d S2
14. Kemas Hendra, S.Kom. Panitera Muda Perdata IV/a S2

Kepala Sub Bagian II I /c S I
Perencanaan Teknologi

Informasi, Dan
15. Muhammad Dzia Ulhaq, S.E. Pelaporan

Kepala Sub Bagian II I /c S I
Kepegawaian,

Organisasi, Dan Tata
16. M Kamilsetiadi, S.T. Laksana

Kepala Sub Bagian II I /c S I
17. Mohd Sobirin, S.H. Umum Dan Keuangan
1 8 . Maulana Malik, S.H Panitera Muda Pidana II I /c S I
19. Mirsya Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Muda Hukum II I /c S I
20. Iw an Stiawan, S.T,, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
21. Isnata Takasuri, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
22. Eva Erliza.Za, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
23. Nurmalya Sinambela, S.H Panitera Pengganti I I I /c S I
24. Rifky Arisandy, SH. Panitera Pengganti I l l /b S I
25. Doli Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
26. Im am  Septiansyah Panjaitan, S. Korn Juru Sita II I /c S I
27. St. Muthiah Rahmania Napian, S.E. Analis Tata Laksana I l l /b S I
28. Muhammad Syamsul Bachri Bendahara I l l /a S I

Pengadministrasi II /c SLTA/SEDE
29. Hikmawati, S.H., M.H. Umum RAJAT
30. Rizki Jumadi Akbar, A.Md. I l l /b S2

Juru Sita Pengganti I l l /a D ill
Juru Sita Pengganti

10. Pengadilan Negeri Pagaralam

1. Arizai Anwar, S.H., M.H. Ketua IV/a S2
2. Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H Wakil Ketua IV/a S2
3. Aqunq Hartato, S.H.MH Hakim II I /c S2
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4. Raden Anggara Kurniawan, S.H.MH
5. Eduward Afrianto Sitohang, S,H.
6 . Fery Ferdika Siregar, S.H.
7. Subur Eko Prasetyo, S.H.
8 . Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.
9. Harmen, S.H.
10. Diah Alam Sari, S.Psi.
11. Alimron Dwi Putra, S.E.

12. Derry Tauhid, S.H.
1 3 . Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.
14. Debby Corazona Pratiwi, SE

15.Sigit Prismariandi Wicaksono, S.H.

16. A. Elizabeth, S.H.
17. Hariyansah, S.H., M.H.
18. Jamal Paiko, S.H.
19. Metha Ryzqha Aysyah, S.Psi.

2 0 . Likwanyu, S.E.

Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 
Hakim 

Panitera 
Sekretaris 

Kepala Sub Bagian 
Umum Dan Keuangan 
Panitera Muda Pidana 
Panitera Muda Hukum 

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, 

Organisasi, Dan Tata 
Laksana

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan Teknologi 

Informa si, Dan 
Pelaporan 

Panitera Pengganti 
Panitera Pengganti 

Juru Sita
Analis Sumber Daya 

Manusia Aparatur 
Juru Sita

I I I /c
I l l /a
I l l /a
I l l /a
I l l /a
I l l /d
II I /c
II I /c

I I I /c
II I /c
II I /c

I l l /b

I l l /b
I l l /a
I l l /a
I l l /a

II /c

S2
S I
S I
51
52 
S I 
S I 
S I

51
52 
S I

S I

51
52 
S I 
S I

S I

11, Pengadilan Negeri P angkalan Balai

1. Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H Ketua IV/b S3/DOKTO
2. Silvi Ariani, S.H., M.H. Wakil Ketua IV/a R
3. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. Hakim II I /c S2
4 . Dwi No vita  Purbasari, .SH Hakim II I /c S2
5. M Alwi, S.H. Hakim II I /c S I
6. Erwin Tri Surya Anandar, S.H. Hakim I l l /a S I
7. Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim I l l /a S I
8. Ayu Cahyani S irait, S.H. Hakim I l l /a S2
9. Agewina, S.H., M.H. Hakim I l l /a S2
10. Yusuf, S.H. Panitera I l l /d S2
l l .  Endang Efendi, S.E., M.M. Sekretaris II I /c S I
12. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H Panitera Muda Hukum I l l /d S2
13. A Hairun Yulasni, S.H Panitera Muda Perdata I l l /d S2
14. Muhammad Iman Septian, S.Ip Kepala Sub Bagian II I /c S I

Perencanaan Teknologi S I
Informa si, Dan

Pelaporan
15. Dwi Indah Rosaiina, S.H, M.H. Kepala Sub Bagian II I /c

Kepegawaian, S2
Organisasi, Dan Tata

Laksana
1 6 . Rahmat Juniansyah Kepala Sub Bagian I l l /b

Umum Dan Keuangan SLTA/SEDE
17. A rif Budiman Jaya Anugrah, S.H. Panitera Muda Pidana I l l /b RAJAT
18. Hadi Candra, S.H. Panitera Pengganti I I I /c S I
19. Yudi Adrian Saputra, S.H. Panitera Pengganti III/b S I
20. Fitriani, S.H. Panitera Pengganti I l l /b S I
21. Brendy Sutra, S.H. Panitera Pengganti I I I /b S I
22. Suwarman, S. H ., M.H. Panitera Pengganti II I /b S I
23. Endang Azhari Bendahara I I I /b S2

SLTA/SEDE
24. Mardhiyan Saputra, A.Md. Juru Sita I l l /a RAJAT
25. Muhammad Budi Kurniawan, S.H. Analis Perkara I l l /a D ili

Peradilan Pidana S I
26. Mutiara Saputri, S.E. Analis Sumber Daya I l l /a

Manusia Aparatur S I
27. Era Usthi Anggraini Pengadministrasi II /c

Registrasi Perkara SLTA/SEDE
28. Zulpan Aryanto Pidana II /c RAJAT
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29, Desti Dwi Amanda, A.Md. Pengadministrasi I I /c SLTA/SEDE
30. M. Budianto, S.E. Persuratan I I I / a RA1AT

Panitera Muda Hukum D ili
Juru Sita Pengganti S I

Tabel I I I .  1

lum lah  Sumber Daya Manusia yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 

dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan

A. MUTASI

Adalah : Kegiatan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang 

memiliki tingkatan level yang sama atau yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya.

No Satuan Kerja 3abatan Lama Jabatan Baru Ket

1. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Dr. H. SOEDARMADJI, SH, 
M.Hum

KPT. PALEMBANG KPT. PEKANBARU HASIL RAPIM TGL. 
12 MARET 2020

2. Dr. H. KRESNA MENON, SH, 
M.Hum

KPT. MATARAM KPT. PALEMBANG HASIL RAPIM TGL. 
12 MARET 2020

3. AMIN SUTIKNO, SH, MH HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

WKPT. MALUKU 
UTARA

HASIL RAPIM TGL 
12 MARET 2020

4. H. FIRDAUS, SH, MH HAKIM TINGGI PT. 
PALEMBANG

HAKIM TINGGI 
PT. PEKANBARU

HASIL RAPIM TGL. 
09 3UNI 2020

5. SYAMSUL ALI, SH, MH

6. SAMIR ERDY, SH, MH

HAKIM TINGGI 
PT. SURABAYA

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HAKIM PT.
TANIUNG
KARANG

HASIL RAPIM TGL 
23 NOVEMBER 
2020

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

7. M. JALILI SAIRIN, SH HAKIM TINGGI 
PT. BENGKULU

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

8. EFRAN BASUNING, SH, 
M.Hum

HAKIM TINGGI 
PT. IAMBI

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

9. BACHTIAR SITOMPUL, SH, 
MH

HAKIM TINGGI PT. 
PALEMBANG

HAKIM TINGGI 
PT. BANDUNG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

10. NAISYAH KADIR, SH, MH HAKIM TINGGI PT. 
BANGKA BELITUNG

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

11. MAHYUTI, SH, MH HAKIM TINGGI PT. 
BANGKA BELITUNG

HAKIM TINGGI 
PT. PALEMBANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020
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12 V IV I YULIANITA, SE, SH, 
MM

SEKRETARIS PT. 
PALEMBANG

SEKRETARIS PT.
TANJUNG
KARANG

HASIL TELAAH 
PIMPINAN TGL. 04 
AGUSTUS 2020

13 RENO SUGIARTO, SH, MH
KABAG UMUM DAN 
KEUANGAN PT. 
TANJUNG KARAN G

SEKRETARIS PT. 
PALEMBANG

HASIL TELAAH 
PIMPINAN TGL, 04 
AGUSTUS 2020

2 . Pengadilan Negeri Palembang

1. BAINAL HAKIM, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PALEMBANG

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
TANJUNG 
KARANG

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 APRIL 
2020

2. MUHAMMAD AFIUDIN, SH, 
MH

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PALEMBANG

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
TANJUNG 
KARANG

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 APRIL 
2020

3. HARUN YULIANTO, SH WKPN.
WATAMPONE

HAKIM PN. 
PALEMBANG

HASIL RAPIM TGL. 
09 JUNI 2020

4. SAHLAN EFENDI, SH, MH KPN. METRO HAKIM PN. 
PALEMBANG

HASIL RAPIM TGL. 
09 JUNI 2020

5. ULI PURNAMA, SH, MH HAKIM NON-PALU 
PT. PALEMBANG 
(HAKIM PN. 
PALEMBANG)

HAKIM PN. 
SERANG

HASIL RAPIM TGL, 
23 NOVEMBER 
2020

6. MURNI ROZALINDA, SH, 
MH

HAKIM PN. 
PALEMBANG

HAKIM PN. 
MEDAN

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

7. EDDY CAHYONO, SH, MH
HAKIM PN. 
BANJARMASIN

HAKIM PN. 
PALEMBANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1. TATAP URASIMA 
SITUNGKIR, SH

HAKIM PN.LUBUK 
LINGGAU

HAKIM PN. JAMBI HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

2. MARSEUNUS AMBARITA, 
SH, MH

HAKIM PN. RANAI HAKIM PN. 
LUBUK LINGGAU

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

3. AMIR RIZKI APRIADI, SH, 
MM

HAKIM PN. KUALA. 
KURUN

HAKIM PN. 
LUBUK LINGGAU

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

4. SITI YURISHYA AKUAN, SH, 
MH

HAKIM PN.LUBUK 
LINGGAU

HAKIM PN. 
KARA WANG

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

5. KURNIA HUTAMI AISYARA, 
A.Md

PENGADMINISTRAS 
I  HUKUM PN. 
MUARA BUNGO

PENGADMINISTR 
ASI HUKUM PN. 
LUBUK LINGGAU

HASIL RAPAT 
KESEKRETARIATA 
N TGL. 30 JUNI 
2020

4. Pengadilan Negeri Sekayu

1. MUHAMAD HADLI, SH, MH PANITERA PN. 
SEKAYU

PANITERA PN. 
SUNGAI LIAT

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN
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2. WAHYU AGUS SUSANTO, 
SH, MH

PANMUD HUKUM 
PN. SEKAYU

PANMUD PIDANA 
PN.LUBUK 
LINGGAU

TGL. 29
SEPTEMBER 2020

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

5. Pengadilan Negeri Kayuagung

1. MOHD. RIZKY MUSMAR, SH, 
MH

HAKIM PN. 
BENGKALIS

HAKIM PN. 
KAYUAGUNG

HASIL RAPIM TGL. 
09 JUNI 2020

2. ALAMSYAH, SH PANMUD HUKUM 
PN. KAYUAGUNG

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PALEMBANG

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

6. Pengadilan Negeri Muara Enim

1. AKHMAD NAKHROWI 
MUKHLiS, SH

KPN. MUARA ENIM WKPN. CIAN3UR HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

7 . Pengadilan Negeri Baturaja

1. FERRI IRAWAN, SH, MH HAKIM PN. 
BATURAJA

HAKIM PN. 
LUBUK LINGGAU

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

2. ABUNAWAS, SH PANITERA PN. 
BATURAJA

PANITERA PN. 
SEKAYU

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL 29
SEPTEMBER 2020

8. Pengadilan Negeri La hat

1. YOGA D.A. NUGROHO, SH, 
MH

KPN. LAHAT HAKIM
YUSTISIAL MA-RI

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

9. Pengadilan Negeri Prabumulih

1. A. KHAIRUN YULASNI, SH PANMUD PERDATA 
PN. PRABUMULIH

PANMUD 
PERDATA PN. 
PANGKALAN 
BALAI

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. SUWARMAN, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PRABUMULIH

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PANGKALAN 
BALAI

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

3. RIFKY ARISANDY, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
MENGGALA

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PRABUMULIH

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

4. A,A, OKA PARAMA BUDITA 
GOCARA, SH, MH

KPN. PRABUMULIH WKPN. METRO HASIL RAPIM TGL 
23 NOVEMBER 
2020

5. TRI LESTARi, SH, MH HAKIM PN. 
PRABUMULIH

HAKIM PN. 
LUBUK LINGGAU

HASIL TPM TGL. 
15 DESEMBER 
2020

10. Pengadilan Negeri Pagaralam
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1. A.ELIZABETH, SH PANITERA PANITERA HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. PENGGANTI PN. KEPANITERAAN
PAGARALAM MUARA ENIM TGL. 29

SEPTEMBER 2020

HASIL RAPAT
2. HERDIANSAH, SH PANITERA PANITERA KEPANITERAAN

PENGGANTI PN. PENGGANTI PN. TGL. 29
BLAMBANGAN PAGARALAM SEPTEMBER 2020
UMPU

HASIL TPM TGL.
3. AGUNG HARTATO, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. 15 DESEMBER

PAGARALAM BANJAR 2020

HASIL RAPAT
4, DENI SYAFRIL, SH PANITERA PN. PANITERA PN. KEPANITERAAN

PAGARALAM BATURAJA TGL. 29
SEPTEMBER 2020

HASIL RAPAT
5. HARMEN, SH PANITERA PN. PANITERA PN. KEPANITERAAN

KEPAHIANG PAGARALAM TGL. 29
SEPTEMBER 2020

HASIL RAPAT
6. DERRY TAUHID, SH PANMUD PIDANA PANITERA KEPANITERAAN

PN. PAGARALAM PENGGANTI TGL. 29
PN.PALEMBANG SEPTEMBER 2020

11. P engad ilan  N egeri P angka lan  Bala i

1. HELMY FAKHRIZAL FARHAN, PAN MUD PERDATA PANITERA HASIL TPM
SH, MH PN. PANGKALAN PENGGANTI PN. KEPANITERAAN

BALAI TEGAL TGL. 16 1ANUARI 
2020

Tabel III.A .2

lum lah Sumber Daya Manusia yang mutasi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 

dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan

B. PROMOSI

Adalah : Perpindahan pegawai dari satu posisi jabatan atau ke posisi jabatan yang lebih 

dengan gaji dan fasilitas, tanggung jawab dan peluang yang lebih besar.

NO S atuan  K erja Jaba tan  Lam a Jaba tan  Baru Ket

1. P engad ilan  T in g g i P a lem bang

1. RASIDA, SH, MH STAF PT. 
PALEMBANG 
STAF PT.

PANITERA PENGGANTI 
PN. BATURA]A

HASIL RAPAT
KEPANITERAAN
TGL.

PALEMBANG 29 SEPTEMBER 
2020

2. WENNY PUSPITA SARI, 
SH, MH

STAF PT. 
PALEMBANG 
STAF PT. 
PALEMBANG

PANITERA PENGGANTI 
PN. TAN3UNG PATI

HASIL RAPAT
KEPANITERAAN
TGL.
29 SEPTEMBER 
2020—
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2 . P e n g a d i l a n  N e g e r i  Palembang

1. JUNAIDI PERKASA, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
PALEMBANG

PAN MUD PI DANA PN. 
PALEMBANG

HAS IL  TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. SRI PRIH UTAMI, SH, 
MH

PANITERA PN. 
PALEMBANG PANITERA PT. MAN ADO

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

3. HASAN, SH, MH PANMUD 
PERDATA PN. 
PALEMBANG

PAN MUD PHI 
PN. PALEMBANG

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

4. AGUSMAN, SH, MH PANMUD HUKUM 
PN. PALEMBANG PANMUD PERDATA 

PN. PALEMBANG

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

5. MUHAMAD AFiUDIN, 
SH, MH

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
TAN] UNG KARAN G

PAN MUD HUKUM 
PN. PALEMBANG

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

6, ACHMAD
SYARIFUDDIN, SH, MH

HAKIM PN. 
PALEMBANG WKPN. TARAKAN

HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

7. NAIN MEITULU, SH KABAG UMUM PN. 
PALEMBANG KABAG UMUM DAN 

KEUANGAN PT. 
PALEMBANG

HASIL TPM 
KESEKRETARIATAN 
TGL. 30 JUNI 2020

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1. IMAM SANTOSO, SH WKPN. LUBUK 
LINGGAU

KPN. LUBUK LINGGAU HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

2. FAISAL, SH, MH HAKIM PN.LUBUK 
LINGGAU

WKPN. LUBUK 
LINGGAU

HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

3. INDRA LESMANA 
KARIM, SH

HAKIM PN.LUBUK 
LINGGAU

WKPN. MELONGUANE HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

4. PONIJAN, SH SEKRETARIS PN. 
LUBUK LINGGAU

KABAG UMUM PN. 
PALEMBANG

HASIL TPM 
KESEKRETARIATAN 
TGL. 30 JUNI 2020

4 . Pengadilan Negeri Sekayu

1. WIDYA SUSITAWATI, 
SH

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
SEKAYU

PANITERA PENGGANTI 
PN. CIREBON

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. IRIATY KHOIRUL 
UMMAH, SH

WKPN. SEKAYU KPN. PELAIHARI HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER
2020

5 . Pengadilan Negeri Kayuagung
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1. MAULANA MALIK, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
KAYUAGUNG

PAN MUD HUKUM PN. 
PRABUMULIH

HAS IL  TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. DARLIAN TULUP 
PUTRA, SH

PANITERA 
PENGGANTI PN. 
KAYUAGUNG

PANITERA PENGGANTI 
PN. PALEMBANG

HAS IL  TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

6 . P e n g a d i l a n  Negeri M u a r a  E n im

1, ELVIN ADRIAN, SH, MH WKPN. MUARA 
ENIM

KPN. MUARA ENIM HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

2. IKHATINA, SH, M.Hum HAKIM PN. 
S LEMAN

WKPN. MUARA ENIM HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

7 . Pengadilan Negeri Baturaja

1. PARMONO, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
BATURAJA

PANMUD HUKUM PN. 
BATURAJA

HASIL RAPAT 
KEPANITERAAN 
TGL. 29
SEPTEMBER 2020

8 . Pengadilan Negeri La hat

1. HABELLY, SH PANITERA 
PENGGANTI PN. 
TANJUNG JABUNG 
TIMUR

PANITERA PENGGANTI 
PN. LAHAT

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. JIMMY MARULI, SH, MH WKPN. LAHAT KPN. LAHAT HASIL TPM TGL. 15 
DESEMBER 2020

3. RENALDO MEIJI 
HASOLOAN TO BING, 
SH, MH

HAKIM PN. DUMAI WKPN. LAHAT HASIL TPM TGL. 15 
DESEMBER 2020

9. Pengadilan Negeri Prabumulih

1. FERRY IRAWAN, SH, 
MH

PAN MUD PI DANA 
PN. PRABUMULIH

PAN MUD PERDATA PN. 
PRABUMULIH

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

2. MOHD. SHOBIRIN, SH PAN MUD HUKUM 
PN. PRABUMULIH

PANMUD PIDANA 
PN. PRABUMULIH

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

3. NOVA PARAMITA, SH STAF PN. 
PRABUMULIH

PANITERA PENGGANTI 
PN. MUARA ENIM

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

4. YULIANSYAH, SH JURUSITA 
PENGGANTI PN. 
PRABUMULIH

PANITERA PENGGANTI 
PN. LAHAT

HASIL TPM 
KEPANITERAAN 
TGL. 16 JANUARI 
2020

5. YANTI SURYANI, SH, 
MH

WKPN. PELAIHARI KPN. PRABUMULIH HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

HAKIM PN. JAMBI WKPN. PRABUMULIH
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6. ARLEN VERONICA, SH, 
MH

7. PATRA SUKMA, S.Kom, 
SH, MH

8. M. KAMIL SETIADI, ST

SEKRETARIS PN. 
PRABUMULIH

KASUBBAG UMUM 
DAN KEUANGAN 
PN. PRABUMULIH

SEKRETARIS PN. 
LUBUK LINGGAU

SEKRETARIS PN. 
PRABUMULIH

HASIL RAPIM TGL. 
23 NOVEMBER 
2020

HASIL RAPAT 
KESEKRETARIATAN 
TGL. 30 JUNI 2020

HASIL RAPAT 
KESEKRETARIATAN 
TGL. 30 I UNI 2020

10. Pengadilan Negeri Pagaralam

1. BRENDY SUTRA, SH PANITERA PANITERA PENGGANTI HASIL TPM
PENGGANTI PN. PN. PANGKALAN BALAI KEPANITERAAN
PAGARALAM TGL. 16 JANUARI

2020

2. ALIMRON DWI PUTRA, KASUBBAG UMUM KASUBBAG UMUM DAN HASIL RAPAT
SE DAN KEUANGAN KEUANGAN PN. KESEKRETARIATAN

PN. PAGARALAM PRABUMULIH TGL. 30 JUNI 2020

3. DENI SETIAWAN, SH, KASUBBAG UMUM KASUBBAG UMUM DAN HASIL RAPAT
MH DAN KEUANGAN KEUANGAN PN. KESEKRETARIATAN

PN.BLAMBANGAN PAGARALAM TGL. 30 JUNI 2020
UMPU

11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1. R.A. MARISKA DEWI, STAF PN. PANITERA PENGGANTI HASIL TPM
SH PANGKALAN PN. MUARA ENIM KEPANITERAAN

BALAI TGL. 16 JANUARI
2020

2. MIRA ARYANI, SH, MH PANITERA PANMUD HUKUM PN. HASIL RAPAT
PENGGANTI PN. KAYUAGUNG KEPANITERAAN
PANGKALAN TGL. 29
BALAI SEPTEMBER 2020

Tabel III.B .3

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapat promosi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan

C. PENSIUN

Z
 0 Satuan Kerja Nama Jabatan TMT

Pensiun Ket

1 Pengadilan DARNO, SH PANITERA 01 MARET PEMBERHENTIAN

Tinggi PENGGANTI 2020 KARENA TIDAK

Palembang
M. ROES LI, SH PANITERA 01 APRIL

CAKAP
JAS MAN I/ROH ANI

PENGGANTI 2020 BUP KPP

SUTRISNO, SH PANITERA 01 JULI2020
PENGGANTI BUP KPP

A. SAMI AJUDAN PT. 01 AGUSTUS
PALEMBANG 2020 BUP KPP

TAM BA P. HUTABARAT, PANMUD 01 OKTOBER
SH, MH HUKUM 2020 B U P  KPP
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KHAIRUL R „ SE KABAG UMUM 
DAN
KEUANGAN PT. 
PALEMBANG

01
NOVEMBER

2020
BUP KPP

2 Pengadilan
Negeri
Palembang

ELFA AGUSTINA 

SABILAL

PELAKSANA

PANMUD 
KHUSUS PHI

01 3ANUARI 
2020

01 MARET 
2020

BUP KPP 

BUP KPP

MAINILA, SH PAN1TERA
PENGGANTI

0 1 3UNI 
2020

BUP KPP

M. WIRADARMA, SH PANITERA
PENGGANTI 01 JULI2020

BUP KPP

ARIPIN, SH PANITERA
PENGGANTI 01 JULI2020

BUP KPP

3 Pengadilan 
Negeri Lubuk

SARIYAN PELAKSANA 01 APRIL 
2020

BUP KPP

Linggau
SHOFWAM, SH PANMUD

PIDANA 0 1 1UNI 
2020

YBS MENINGGAL 
DUNIA PADA 
TANGGAL 17 MEI 
2020

4 Pengadilan 
Negeri Sekayu

YUSMAN PASYA, SH PANTTERA
PENGGANTI

01 MARET 
2020

BUP KPP

5 Pengadilan
Negeri
Kayuagung

6 Pengadilan 
Negeri Muara 
Enim

SUKARMIN, S.IP, SH ANALIS 
PERKARA 
PE RADI LAN

01
NOVEMBER

2020

YBS MENINGGAL 
DUNIA PADA 
TANGGAL 09 
OKTOBER 2020

7 Pengadilan 
Negeri Baturaja

AMIRULLAH, SH PANMUD
HUKUM

01
SEPTEMBER

2020

BUP KPP

8 Pengadilan 
Negeri Lahat

9 Pengadilan
Negeri
Prabumulih

10 Pengadilan
Negeri
Pagaralam

11 Pengadilan
Negeri
Pangkalan
balai

Tabel III.C .4

Jumlah Sumber Daya Manusia yang pensiun di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 

dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
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D. DIKLAT

Adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan 

kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing 

Sumber Daya Teknis yang Mengikuti Diktat Secara Daring

Z
 0 Satuan Kerja Nama Jen is D iklat Tanggal

D iklat
1. Pengadilan Tinggi 

Palembang
l.D R . H.

SOEDARMADJI, SH., 
M.Hum

Peiatihan Mentoring 
Leader bagi ketua 
pengadilan dan pelatihan 
English Effective 
Presentation tahun 2020

15 s.d 21 
Maret 2020

2. BAM BANG GURITNO, 
BC.HK., SH

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Ang. XXI bagi 
hakim karir dan hakim 
Adhoc

24 April s.d 
19 Mei 
2020

3. BAM BANG GURITNO, 
BC.HK., SH

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Ang. XXI bagi 
hakim karir dan hakim 
Adhoc

08 s.d 19 
I uni 2020

4.BACHTIAR SITOMPUL, 
SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

5.DR. AHMAD YUNUS, 
SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

6.DR.YAPI, SH., MH Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

7.EDISON MUHAMAD, 
SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

8. HI DAY AT HASYIM, SH Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

9.MIEN TRISNAWATY, 
SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

10. MULYANTO, SH., 
MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020

11. NURSIAH 
SIANIPAR, SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
Juli 2020
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12. R. MATRAS 
SUPOMO,SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
lu li 2020

13. R. 
SABARRUDIN ILYAS, 
SH., M.Hum

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
lu li 2020

14. ROBERT 
SIAHAAN, SH., MH

Pelatihan online teknik 
menyusun putusan 
pengadilan (Executive 
Summary) Batch 1A dan 
IB  Tahun 2020

14 s.d 15 
lu li 2020

15. SU PRAIA, 
SH., MH

Pelatihan online dari 
tempat tugas teknis 
menyusun abstraksi 
putusan pengadilan Batch 
2A dan 2B tahun 2020

16 S.d 17 
lu li 2020

16. SUTAJI, SH., 
MH

Pelatihan online dari 
tem pat tugas teknis 
menyusun abstraksi 
putusan pengadilan Batch 
2A dan 2B tahun 2020

16 s.d 17 
lu li 2020

17. DR. AHMAD 
YUNUS, SH., MH

Pelatihan online coaching, 
counseling dan mentoring 
di pengadilan pada masa 
sulit dari tem pat tugas 
tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 
2020

18. SU PRAIA, 
SH., MH

Pelatihan online 
kepemimpinan lini 
pertama dari tempat 
tuqas tahun 2020

05 s.d 07 
Agustus 
2020

19. BACHTIAR 
SITOMPUL SH., MH

Pelatihan online 
kepemimpinan organisasi 
pengadilan memimpin 
perubahan masa 
turbeiensi dari tempat 
tugas tahun 2020

11 s.d 13 
Agustus 
2020

20. SU PRAIA, 
SH., MH

Pelatihan Online Word of 
Mount dan Digital era 
dalam penyelesaian 
sengketa di pengadilan 
dari tempat tugas tahun 
2020

29
September
s.d
01 Oktober 

2020

21. Dr. YAPI, 05 Oktober
SH., MH Webinar bekerja dengan s.d 06

media dari tem pat tugas Oktober

22. SUPRA] A,
SH., MH

Pelatihan Online bekerja 
dengan media (Siaran 
pers) Barch 2 tahun 2020

2020
13 s.d 16 
Oktober 
2020

Pengadilan Negeri 
Palembang

l.ACHMAD 
SYARIFUDDIN, SH., 
MH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru Bicara 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective
Presentation Tahun 2020

10 s.d 21 
Maret 2020

2.ADI PRASETYO, SH. 
MH

Pelatihan Online Analisa 
Data Sosial Media di 
Pengadilan tahun 2020

14 s.d 15 
Mei 2020

3.ADI PRASETYO, SH. 
MH

Workshop Online Digital 
Branding And Re- 
Targeting Social Media di 
Pengadilan Tahun 2020

IS  s.d 19 
Mei 2020
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4.ADI PRASETYO, SH., 
MH

Pelatihan Komunikasi 
melalui Media Social 
secara Online tahun 2020

08 s.d 19 
Juni 2020

5.DEBBY STEVANI, SH Pelatihan Online Test 
Potensi Akademik Tahun 
2020

22 s.d 26 
Juni 2020

6.CHANDRA GHUFTHA 
OKTAVIANO, ST

Pelatihan teknis 
fungsional ju rus ita / 
jurusita pengganti 
lingkungan peradilan 
umum seluruh indonesia

25
September
s.d
01 Oktober 
2020

7.SYAHRI ADAMY, SH., 
MH

Pelatihan teknis 
fungsional gugatan 
sederhana hag hakim 
lingkungan peradilan 
umum

16 Oktober 
s.d 05 
November 
2020

8. BONG BONG AN 
SILABAN, SH, L.L.M

Pelatihan teknis 
fungsional perkara 
terorisme bagi hakim 
lingkungan peradilan 
umum

16 Oktober 
s.d 12 
November 
2020

9.TONGAM OESE 
CHRISTIAN 
HASUDUNGAN. S, 
SH., M.Hum

Pelatihan teknis 
fungsional perkara 
terorisme bagi hakim 
lingkungan peradilan 
umum

16 Oktober 
s.d 12
November
2020

10. MANGAPUL 
MANALU, SH., MH

Pelatihan Tindak pidana 
Eksploitasi seksual anak 
kerjasama MARI dengan 
ECPAT

19 s.d 26 
Oktober 
2020

11. DARLIAN 
TULUP PUTRA, SH

Pelatihan teknis 
Fungsional panitera 
pengganti lingkungan 
peradailan umum seluruh 
indonesia

06 s.d 19
November
2020

12. EKA 
FIRDANITA, SH

Pelatihan teknis 
Fungsional panitera 
pengganti lingkungan 
peradailan umum seluruh 
Indonesia

06 s.d 19
November
2020

13. HARUN 
YULIANTO, SH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Lingkungan hidup 
bagi hakim peradilan 
umum dan tata usaha 
Negara seluruh indonesia 
kerjasama dengan ICEL 
dan LelP

09
November
s.d 21
Desember
2020

3 Pengadilan Negeri 
Lubuk Linggau

1. HENDRI 
AGUSTIAN, SH., 
M.Hum

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru Bicara 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective 
Presentation tahun 2020

10 s.d 21 
Maret 2020

2. MIMI HARYANI, 
SH

Pelatihan Mentoring 
Leader bagi ketua 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective 
Presentation tahun 2020

15 s.d 27 
Maret 2020

3. TATAP URASIMA 
SITANGKIR, SH

Pelatihan Online 
Membangun Ketahanan 
Pribadi tahun 2020

27 sd. 29 
Juli 2020

4. YOPI WIJAYA, SH Pelatihan Online dari 
tempat tugas English 
Effective Presentation 
Geiombang I I I  tahap II 
kelas 16  tahun 2020

03 s.d 11 
Agustus 
2020
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5, YULIA MARHENA, 
SH

Pelatihan Online 
Kebahagian Kerja di 
Pengadilan dari tempat 
kerja tahun 2020

29
September 
s.d 01 
Oktober 
2020

6. ANDI BARKAN M, 
SH., MH

Pelatihan online Menulis 
Bekerja dengan Media 
Batch 1 dari tem pat tugas

05 s.d 09 
Oktober 
2020

7. YULIA MARHENA, 
SH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Sistem Peradilan 
Pidana Anak

07 Oktober 
s.d 05 
November 
2020

8. FERDINALDO H. 
BONODIKUN, SH., MH

Pelatihan Tindak Pidana 
Rksploitasi Seksual Anak 
Kerjasama MARI dengan 
ECPAT

19 Oktober 
s.d 26 
Oktober 
2020

9. SITI YURISTIA 
AKUAN, SH

Pelatihan Tindak Pidana 
Rksploitasi Seksual Anak 
Kerja sama MARI dengan 
ECPAT

19 s.d 26 
Oktober 
2020

10. LINA SAFITRI 
TAZILI, SH

Pelatihan Tindak Pidana 
Rksploitasi Seksual Anak 
Kerja sama MARI dengan 
ECPAT

19 s.d 26 
Oktober 
2020

4 Pengadilan Negeri 
Sekayu

1. HENDRA
HALOMOAN, SH., 
MH

Pelatihan Mentoring 
Leader bagi ketua 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective 
Presentation tahun 2020

15 s.d 27 
Maret 2020

2. ANDY WILLIAM 
PERMANA, SH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru Bicara 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective 
Presentation Tahun 2020

10  s.d 21 
Maret 2020

3. HENDRA
HALOMOAN, SH., 
MH

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko 
Golombanq I tahun 2020

06 Mei s.d
07 Juni 
2020

4. HENDRA
HALOMOAN, SH., 
MH

Pelatihan Online dari 
tem pat tugas Teknis 
Menyusun Abstraksi 
Putusan Pengadilan Batch 
2A dan 2B tahun 2020

16 s.d 17 
Juli 2020

5. CHRISTOFFEL 
HARIANJA, SH

Pelatihan Online dari 
tempat tugas Teknis 
Menyusun Abstraksi 
Putusan Pengadilan Batch 
4A dan 4B tahun 2020

23 s.d 24 
Juli 2020

6. ARIEF HERDIANTO 
KUSUMO, SH

Pelatihan online Menulis 
Bekerja dengan Media 
Batch 1 dari tem pat tuaas

05 s.d 09 
Oktober

5 Pengadilan Negeri 
Kayuagung

1. IRMA HANI 
NASUTION, SH., M. 
Hum

Pelatihan Terpadu 
Sertifikasi Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
seluruh Indonesia

08 s.d 24 
Maret 2020

2. TIRA TIRTONA, 
SH., M.Hum

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Angkatan XXI 
bagi Hakim Karir dan 
Hakim Ad hoc

24 April s.d 
19 Mei 
2020

3. EDDY DAULATTA 
SEMBIRING, SH., MH

Pelatihan Online 
Mnajemen Resiko 
Gelombanq I  tahun 2020

06 Mei s.d
07 Juni 
2020

4. TIRA TIRTONA, 
SH., M.Hum

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Anqkatan XXI

08 s.d 19 
)uni 2020
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bagi Hakim Karir dan 
Hakim Ad hoc

5. ZULFIKAR 
BERLIAN, SH

Pelatihan Online Creative 
Thinkinq Batch 1A

15 s.d 18 
lun i 2020

6. ANISA LESTARI, 
SH,, M.kn

Pelatihan Online Practical 
Problem Solving Batch 1A 
tahun 2020

15 s.d 18 
lu n i 2020

7. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online Leading 
With El Batch 1 tahun 
2020

22 s.d 25 
lu n i 2020

8. ZULFIKAR 
BERLIAN, SH

Pelatihan Online 
Managing People Batch 1 
tahun 2020

22 s.d 26 
lun i 2020

9. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online As. 
Acoach Batch Tahun 2020

29 Juni s.d 
02 Juli 
2020

10. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online Strategic 
Planning Batch 2 tahun 
2020

06 s.d 10 
lu li 2020

11. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Risk Mangent 
For Public Sector Batch 
3A dan 3D tahun 2020

06 s.d 10 
lu li 2020

12. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online Indikator 
Kerja Utama Batch 4 
tahun 2020

13 s.d 17 
lu li 2020

13. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online Effective 
Leadership Batch 3 tahun 
2020

13 s.d 16 
lu li 2020

14. M. ARDIYANSYAH, 
SH

Pelatihan Risk Managent 
For Public Sector Batch 
5A dan 5D tahun 2020

13 s.d 17 
lu li 2020

15. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Webinar Menuiis Laporan 
Efektif tahun 2020

13 s.d 14 
lu li 2020

16. ZULFIKAR 
BERLIAN, SH

Webinar Menuiis Laporan 
Efektif tahun 2020

13 s.d 14 
lu li 2020

17. ABU BAKRI, SH., 
MH

Webinar Menuiis Laporan 
Efektif tahun 2020

13 s.d 14 
lu li 2020

18. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online Teknik 
Menyusun Abstraksi 
Putusan Pengadilan Batch 
3A s.d 3D tahun 2020

21  s.d 22 
lu li 2020

19. EDDYDAULATTA 
SEMBIRING, SH., MH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Lingkungan Hidup 
bagi Hakim Peradilan 
Umum seluruh Indonesia

27 lu li s.d 
11
September
2020

20. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online dari 
temapat tugas menuiis 
laporan efektif batch 3 
tahun 2020

27 Juli s.d 
03 Agustus 
2020

21. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online 
Managing People batch 
4A dan 4 B tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 
2020

22. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online Leading 
With El Batch 5 tahun 
2020

03 s.d 06 
Agustus 
2020

23. MASHARI Pelatihan Manejemen 
Resiko Batch 7A dan 7C 
tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 
2020

24. NADIA 
SEPTIANIE, SH

Pelatihan Online dari 
tempat tugas English 
Effective Presentation 
Gelombang I I I  tahap I I  
kela 16  tahun 2020

03 s.d 11 
Agustus 
2020
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25. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online Leader 
As a Coach Batch 6 tahun 
2020

10 s.d 14 
Agustus 
2020

26. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan online 
kepemimpinan efektif

24 s.d 27 
Agustus 
2020

27. RESA OKTARIA, 
SH

Pelatihan SPPA kerja 
sama dengan 
Kemenkumham RI 
anci kata n LII

02 s.d 19 
Septemebr 
2020

28. ANISA LESTARI, 
SH., M.kn

Pelatihan Online Creative 
Thinking batch 5A dan 5B 
tahun 2020

31 Agustus 
s.d 03 
September 
2020

29. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online Design 
Thinking for Innovation 
Batch 5A dan 2B Tahun 
2020

14 s.d 18 
September 
2020

30. ZULFIKAR BERLIAN, 
SH

Pelatihan Online Indikator 
Kinerja Utama batch 8 
tahun 2020

21 sd. 25 
September 
2020

6 Pengadilan Negeri 
Muara Enim

l.AKHMAD 
NAKHROWI 
MUKHLIS, SH

Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
qelombanq I tahun 2020

04 s.d 10 
Mei 2020

2. NOVA PARAMITA, 
SH

Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
qelombanq I tahun 2020

04 s.d 10 
Mei 2020

3.BAMBANG SUGENG 
RIYADI, SH

Pelatihan Risk 
Mangement For Public 
Sektor batch 2A s.d 2 D 
tahun 2020

22 sd. 26 
Juni 2020

4.PROVITA JUSTISIA, 
SH

Pelatihan Online Test 
Potensi Akademik tahun 
2020

22 sd. 26 
Juni 2020

5.BAMBANG SUGENG 
RIYADI, SH

Pelatihan Online dari 
temapat tugas menulis 
laporan e fektif tah in 2020

24 s.d 28 
Agustus 
2020

6. PROVITA JUSTISIA, 
SH

Pelatihan Online 
Motivation Letter dari 
tempat tuqas tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 
2020

7.APRISOL, SH Pel at i ha b SPPA 
lingkungan peradilan 
umum seluruh indonesia

25
September 
s.d 05 
November 
2020

8.APRISOL, SH Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Sistem Peradilan 
Pidana Anak

07 Oktober 
s.d 05 
November 
2020

9.TITIS  AYU 
W ULAN DARI, SH

Pelatihan Online Balanced 
Scorecard IFCE dari 
tem apat tugas tahun 
2020

13 s.d 16 
Oktober 
2020

10. TITIS AYU 
WULANDARI, SH

Pelatihan online Indikator 
Kerja Utama dari tempat 
tuqas tahun 2020

20 s.d 23 
Oktober 
2020

7 Pengadilan Negeri 
Baturaja

l.AGUS SAFUAN 
AMIJAYA, SH., MH

Pelatihan online menulis 
policy brief tahun 2020

06 s.d 10 
Juli 2020

2.YESSY OKTARINA, 
SH

Webinar menulis laporan 
efektif tahun 2020

13 s.d 14 
Juli 2020

3.YESSY OKTARINA, 
SH

Pelatihan online dari 
tempat tugas menulis 
laporan efektif batch 3 
tahun 2020

27 Juli s.d 
03 Agsutus 
2020
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8 P e n g a d i l a n  N e g e r i  

La hat
1, DICKY SYARIFUDIN, 

SH., MH

2.LIGA SAPLENDRA 
GINTING, SH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru Bicara 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective
Presentation Tahun 2020
Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
qelombanq II tahun 2020

10 s.d 21
Maret 2 0 2 0

11 s.d 17 
Mei 2020

3. LIGA SAPLENDRA 
GINTING, SH

4 . CHRISINTA DEWI 
DESTIANA, SH

5. LIGA SAPLENDRA 
GINTING, SH

Pelatihan Online Effective 
Business Communication
batch I tahun 2020______
Pelatihan Test Potensi 
Akademik tahun 2020 
Pelatihan Online Building 
Interpersonal Softskill 
batcj 2 tahun 2020

22 s.d 26 
Juni 2020

22 s.d 26 
Juni 2020 
29 Juni s,d 
02 lu ll 
2020

6.SHELLY
NOVERIYANH, SH

Pelatihan Fungsional 20 s.d 24
Bukti E lektronik di Juli 2020 
persidangan bagi hakim 
lingkungan peradilan

Pengadilan Negeri 
Prabumulih

7.CHRISINTA DEWI 
DESTIANA, SH

umum

Pelatihan Online
Motivation Letter dari 
tern pat tugas tahun 2020

10  s.d 
Agustus 
2020

14

8 JIM M Y MARULI, SH

1. DENDY
FIRDIANSYAH, SH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Lingkungan hidup 
bagi hakim peradilan 
umum dan tata usaha 
Negara seluruh indonesia 
kerjasama dengan ICEL
dan LelP_______________
Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru Bicara 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective
Presentation Tahun 2020

09
November
s.d 21
Desember
2020

10  s.d 21 
Maret 2020

2. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Mentoring
Leader bagi ketua
pengadilan dan pelatihan
English Effective
Presentation tahun 2020

15 s.d 27 
Maret 2020

3. T IT ISTR I
WULANDARI, Spsi, 
SH., M.Hum

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Angkatan XXI 
bagi Hakim Karir dan 
Hakim Ad hoc

24 April s.d 
19 Mei 
2020

4. AA. OKA 
BUDITA 
SH,, MH

PARAMA
GOCARA,

Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
qelombanq I tahun 2020

04 s.d 10 
Mei 2020

5. AA. OKA 
BUDITA 
SH., MH

PARAMA
GOCARA,

Pelatihan Online
Mnajemen Resiko
Gelombanq I tahun 2020

06 Mei s.d
07 Juni 
2020

6. AA. OKA 
BUDITA 
SH,, MH

PARAMA
GOCARA,

Pelatihan Online Analisa 
Data Sosial Media di 
Pengadilan tahun 2020

14 s.d 15 
Mei 2020

7. AA. OKA 
BUDITA 
SH., MH

PARAMA
GOCARA,

Workshop Online Digital 
Branding And Re- 
Targeting Social Media di 
Pengadilan Tahun 2020

18 s.d 19 
Mei 2020

8. TITIS TRI
WULANDARI, Spsi, 
SH., M.Hum

Pelatihan Sertifikasi 
Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Angkatan XXI

08 s.d 19 
Juni 2020
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bagi Hakim Karir dan 
Hakim Ad hoc

9. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Komunikasi 
melalui Media Social 
secara Online tahun 2020

08 s.d 19 
lun i 2020

10. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online Practical 
Problem Solving Batch 1A 
tahun 2020

15 s.d 18 
lun i 2020

11. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online bekerja 
dengan media tahun 
2020

29 lu n i s.d 
03 lu ll 
2020

12. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online Leading 
w ith El batch 1 tahun 
2020

22 s.d 25 
lu n i 2020

13. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihab online Fotografi 
konten Sosial tahun 2020

22 s.d 26 
lu n i 2020

14. NORMAN
MAHAPUTRA, SH

Pelatihan online Test 
Potensi Akademik tahun 
2020

22 sd. 26 
lu n i 2020

15. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online Policy 
Brief tahun 2020

06 s.d 10 
lu li 2020

16. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online As a 
Coach batch tahun 2020

29 lu n i s.d 
02 lu li 
2020

17. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online Indikator 
Kieja Utama batch 3 
tahun 2020

06 s.d 10 
lu li 2020

18. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Webinar menulis laporan 
efektif tahun 2020

13 s.d 14 
lu li 2020

19. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online dari 
tem pat tugas teknis 
menyusun abstraksi 
putusan pengadilan Batch 
2A dan 2B tahun 2020

16 s.d 17 
lu li 2020

20. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
Sertifikasi Bussiness 
Management tahun 2020

29 Juli s.d 
07 Oktober 
2020

21. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online Effective 
Leadership batch 6 tahun 
2020

03 s.d 06 
Agustus 
2020

22. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan membangun 
keterampilan 
interpersonal yang efektif 
batch 4 tahun 2020

03 s.d 06 
Agustus 
2020

23. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
meningkatkan 
efektriv itas pribadi batch 
5 tahun 2020

03 s.d 06 
Agustus 
2020

24. NORMAN
MAHAPUTRA, SH

Pelatihan online 
Motivation Letter dari 
tern apt tugas tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 
2020

25. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
peningkatan orientasi 
pelayanan batch 6A dan 
6B tahun 2020

10 s.d 13 
Agustus 
2020

26. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
Kompetensi kehumasan 
pengadilan dari tempat 
tuqas tahun 2020

10 s.d 15 
Agustus 
2020

27. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
kepemimpinan organisasi 
pengadilan memimpin 
perubahan masa

11 s.d 13 
Agustus
2020
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turbeiensi dari tempat 
tuqas tahun 2020

28. AA. OKA PAR AM A 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
Preparation for the Toefl 
dari tem apt tugas tahun 
2020

26
Agustus.d
03
September
2020

29. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Berpikir Kreatif 
Batch 6 tahun 2020

07 s.d 10 
September 
2020

30. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online Drsain 
berpikir untuk inovasi 
batch 5A dan 5B tahun 
2020

14 s.d 18 
September 
2020

31. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online English 
For Meeting and Discusion 
dari temapat tugas tahun 
2020

29
September 
s.d 02 
Oktober 
2020

32. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online Indikator 
Kerja Utama batch 8 
tahun 2020

21
September 
s.d 25 
September

33. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online Effective 
Business Communication 
batch 8A dan 8B tahun 
2020

28
Septemebr 
s.d 02 
Oktober 
2020

34. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online SWOT di 
Pengadilan dari tempat 
tugas tahun 2020

29
September 
s.d 01
Oktober
2020

35. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan Online 
Innovation Strategis 
batch 8

05 s.d 08 
Oktober 
2020

36. AA. OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, 
SH., MH

Pelatihan online 
membangun Kemitraan 
Komunikasi Pengadilan 
dari tem pat tugas tahun 
2020

05 s.d 09 
Oktober 
2020

10 Pengadilan Negeri 
P a g a r a la m

1. AGUNG HARTANTO, 
SH., MH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Juru bicara 
pengadilan dan pelatihan 
English Effective tahun 
2020

10 s.d 21 
Maret 2020

2. SAUT ERWIN 
HARTONO A. 
MUNTHE, SH., MH

Pelatihan Mentoring 
Leader bagi ketua 
Pengadilan dan pelatihan 
English Effective tahun 
2020

15 s.d 27 
Maret 2020

3. BEN RONALD P. 
SITUMORANG,SH., 
MH

Pelatihan hakim tindak 
pidana korupsi (tip ikor) 
angkatan XXI bagi hakim 
karir dan hakim adhoc 
seluruh indonesia

08 s.d 19 
I  uni 2020

4, ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Lingkungan hidup 
nagi hakim peradilan 
umum, mil iter dan tata 
usaha Negara seluruh 
indonesia

27 Juii s.d 
11
September
2020

5. RADENANGGARA 
KURNIAWAN, SH., 
MH

Pelatihan Teknis 
Fungsional penanganan 
bukti elektronik di

09 s.d 13 
Agustus
2020
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persidangan umum 
seluruh Indonesia

6. ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan Online 
Kompetensi Kehumasan 
pengdilan dari tempat 
tugas tahun 2020

10 s.d 15 
Agustus 
2020

7. ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan Online Basic 
User Experience Design 
kelas 0 1  dari tempat 
tuqas tahun 2020

24 s.d 28 
Agustus 
2020

8. ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan online Inovasi 
Pengadilan dalam tatanan 
Normal Baru- pendekatan 
desain berpikir dari 
tempat tugas tahun 2020

07 s.d 09 
September 
2020

9. ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan Sertifikasi 
hakim lingkungan hidup 
bagi hakim peradilan 
umum, mil ite r dan tata 
usaha Negara seluruh 
Indonesia tahap 3

04 s.d 11 
September 
2020

10.ARIZAL ANWAR, 
SH., MH

Pelatihan online menulis 
Policy Brief tahun 2020

21 s.d 25 
September 
2020

1. ARIZAL ANWAR, SH., 
MH

Pelatihan online 
membangun Kemitraan 
Komunikasi Pengadilan 
dari tempat tugas tahun 
2020

05 s.d 09 
OKtober 
2020

l .  RADEN ANGGARA 
KURNIAWAN, SH., MH

Pelatihan tindak pidana 
Eksploitasi Seksual Anak 
kerjasama MARI dengan 
ECPAT

19 s.d 22 
Oktober 
2020

11 Pengadilan Negeri 
Pangkalan Balai

l.DR.YUDI 
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan Mentoring 
Leader bagi Ketua 
Pengadilan dan Pelatihan 
English Effective 
Presentation tahun 2020

15 s.d 27 
Maret 2020

2. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan Online Analisa 
data social media di 
pengadilan tahun 2020

14 s.d 15 
Mei 2020

3. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Workshop online Digital 
Branding And Re- 
Targeting Sosial media di 
pengadilan tahun 2020

18 s.d 19 
Mei 2020

4. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan Komunikasi 
melalui media social 
secara online tahun 2020

15 s.d 19 
Juni 2020

5. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan online bekerja 
dengan media tahun 
2020

29 lun i s.d 
03 lu li 
2020

6. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan online Fotograpi 
konten media social 
tahun 2020

22 s.d 26 
lun i 2020

7. DR.YUDI
NOVIANDRI, SH., 
MH

Pelatihan Online Policy 
Brief tahun 2020

06 s.d 10
Juli 2020

8. JUWITA
DANINGTYAS, SH

Pelatihan Online 
Motivation Letter dari 
tem pat tuqas tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 
2020

Tabel l l l .D .5

Jumlah Sumber Daya Manusia teknis yang mengikuti d ik la t secara daring di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
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S u m b e r D a y a  te k n is  y a n g  M e n g ik u ti D ik ta t S e c a ra  K o n ven s io n a l

No Satuan Kerja Nama Jenis D iklat Tanggal D iklat

1. Pengadilan Tinggi 
Palembang

SUMARLINA, SH., MH Pelatihan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Intan si Pemerintah 
Gelombang I dan II 
Tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

ROBERT SIAHAAN, 
SH., MH

Pelatihan Assesor 
Pengadilan Tinggi 
Tahun 2020

12 s.d 14 
Februari 2020

TEGUH HARIANTO, 
SH., M.Hum

Pelatihan Assesor 
Pengadilan Tinggi 
Tahun 2020

12 s.d 14 
Februari 2020

SUMARLINA, SH., MH
Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

Drs. FACHRUDDIN 
ZEN, SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

2 Pengadilan Negeri 
Palembang

1. SRI PRIH UTAMI, 
SH.,MH

Pelatihan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Intan si Pemerintah 
Gelombang I dan II 
Tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

2. SAHLAN EFFENDI, 
SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

3 Pengadilan Negeri 
Lubuk Linggau

1. IMAM SANTOSO, 
SH., MH Pelatihan E-Court dan 

Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

4 Pengadilan Negeri 
Sekayu

1. M. HAD LI, SH., MH Pelataihan Sakip 
Gelombang I dan I I  
tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

2. HENDRA 
HALOMOAN, SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

3. M. HADLI, SH., MH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

4. RIDHA AL-HAJ, SH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

5 Pengadilan Negeri 
Kayuagung EDDY DAULATTA S, 

SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

HENDRI KUSTIAN, 
SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

6 Pengadilan Negeri 
Muara Enim AKHMAD NAKHROWI 

MUKHLIS, SH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

DARMAWATI, SH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

DEDY SOHAIDI, SH., 
MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020
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7 Pengadilan Negeri 
Baturaja

ABU NAWAS, SH., MH Pelataihan Sakip 
Gelombang I dan I I  
tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

AGUS SAPUAN 
AMIJAYA, SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

ABU NAWAS, SH., MH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

8 Pengadilan Negeri 
La hat

JIMMY MARULI, SH Pelatihan Manajemen 
Practice How To Be 
Come a Mentor tahun 
2020

1 6  s.d 26 
Februari 2020

DICKY SYARIFUDIN, 
SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

YULIANSYAH, SH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

9 Pengadilan Negeri 
Prabumulih

1. AA OKA PARAMA 
BUDITA GOCARA, SH., 
MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

2. M. RAMLI, SH., MH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

3. RIZKIJUMADI AKBAF 
A.Md

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

10 Pengadilan Negeri 
Pagaralam

DENI SYAFRIL, SH Pelataihan Sakip 
Gelombang I dan I I  
tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

ARIZAL ANWAR, SH., 
MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

DENI SYAFRIL, SH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

HARIYANSAH, SH., MH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

11 Pengadilan Negeri 
Pangkalan Balai

YUSUF, SH Pelataihan Sakip 
Gelombang I dan I I  
tahun 2020

02 s.d 21 
Februari 2020

DR. YUDI NOVIANDRI, 
SH., MH

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

YUSUF, SH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 
2020

Tabel III.D .6

Jumlah Sumber Daya Manusia teknis yang mengikuti d iklat secara konvensional di Wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
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S u m b e r  D a y a  N on T e k n is  y a n g  M e n g ik u ti D ik ta t S e c a ra  D a rin g

N O S a t u a n  K e r ja N a m a J e n i s  D i k t a t T a n g g a l  D i k l a t

1. P e n g a d i l a n

T i n g g i

P a le m b a n g

1. YURIMA UTAMI, S.I.P Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
tahun 2020

22 s.d 30 3uni 
2020

2. FATMAYENI,S.Kom.,S 
H.,M.Kom

Webiner Sosialisasi 
labatan Fungsional

26 3uni 2020

3. EKA SRI RE3EKI, SH., 
MH

Pelatihan Manajemen 
Resiko batch 5A dan 5D 
tahun 2020

13 s.d 17 3uli 
2020

4. YUNI ARTIKA SARI, 
SE., Ak, SH

Webinar menulis laporan 
E fektif tahun 2020

13 s.d 14 Juli 
2020

5. YURIMA UTAMI, S.I.P Pelatihan Online Analisa 
Kepegawaian Keahlian 
Anqkatan 1 tahun 2020

17 3uni s.d 13 
Agustus 2020

6. HENY MARINA, S.TP., 
SH., MH

Pelatihan Online dari 
tern pat tugas English 
Effective Presentation 
qelombanq I I I  tahap 1

16 s.d 24 Juli 
2020

7. ISHAK RIZAL, ST Pelatihan Manajemen 
Resiko batch 6A dan 6D 
tahun 2020

20 s.d 24 Juli 
2020

8. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Workshop Pengelolaan 
dan penyelamatan Arsip 
Penanqganan Covid-19

29 Juli 2020

9. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Seminar kearsipan online 
mengubah ancaman 
Covid-19 menjadi peluang 
dalam mendukung 
terwujudnya
penyelamatan arsip 
sebagai bahan 
akuntabilitas dan warisan 
dokumenter

05 Agustus 2020

10. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Diskusi preservasi arsip 
dengan tema 
melestarikan arsip untuk 
kemaslahatan bangsa 
dalam topic " Penilaian 
kerusakan arsip statis

06 Agustus 2020

11. YUNI ARTIKA 
SARI, SE., Ak, SH

Pelatihan online Menulis 
Laporan Efektif bagi 
Kesekretariatan batch 2 
tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

12. FATMAYEN I, S.KO 
M.,SH.,M.Kom

Webiner Tata Kelola Data 
dan Pemanfaatan Big 
Data Pemerintahan

13 Agustus 2020

13. VIVI YULIANITA, 
SE., SH., MM

Pelatihan Manajemen 
Resiko batch 8A dan 8C 
tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

14. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Seminar online kearsipan 
dengan tema "  Melek 
Arsip: Menanq Banyak".

24 Agustus 2020

15. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Diskusi preservasi arsip 
dengan tema 
melestarikan arsip untuk 
kemaslahatan bangsa 
dalam topic *  Digitalisasi 
arstis statis "

25 Agustus 2020

-  S £
16. FATMAYENI,S.Kom., 
SH.,M,kom

Webiner Penerapan 
Integra si SPBE

26 Agustus 2020
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17. HENY MARINA, 
S.TP., SH.( MH

18. YUYUN MARYAMI, 
SE

19. SARTIKA 
SIRINGORINGO, SE

20. JUNAIDI, S.PSi., 
M.Si

21. YUNI ARTIKA SARI, 
SE., Ak, SH

22. A. GHUFRON, SE., 
MM

23. FATMAYENI,S.Kom., 
SH.,M.Kom

24. FATMAYENI,S.Kom., 
SH.,M.Kom

25. EVIYUNIASTHY, 
A.Md

26. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

27. EKA SRI REJEKI, 
SH,, MH________________
28. YUNI ARTIKA 
SARI, SE., Ak, SH
29. FATMAYENI,S.Kom., 
SH.,M,Kom

30. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

31. EKA SRI RE3EKI, 
SH., MH
32. YUNI ARTIKA 
SARI, SE,, Ak, SH

Pelatihan online
Kepemimpinan 
Pengawasan geiombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020
Pelatihan online
Kepemimpinan 
Pengawasan geiombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020
Pelatihan online
Kepemimpinan 
Pengawasan geiombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020
Pelatihan online
Kepemimpinan 
Pengawasan geiombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020
Pelatihan online
Kepemimpinan 
Pengawasan geiombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020
Pelatihan online Basic 
Im age Editing w ith Adobe 
Photoshop kelas 4 tahun 
2020
Seminar Pengelolaan
Layanan Si stem
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik
Seminar Penetration
Testing dan Keamanan 
SPBE Si stem
Pemerintahan Bebasis 
Elektronik
Webinar nasional peluang 
SDM kearsipan pada masa 
mendatanq
Webinar nasional
Kearsipan dengan tern a " 
Perundangan dan Transisi 
kerasipan'
Webinar bekerja dengan 
media dari tem pat tugas
Webinar bekerja dengan 
media dari tem pat tugas
Seminar Satu Data 
Indonesia Da lam Tata 
Kelola Pemerintahan 
Digital Sistem
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik
Webinar Nasional
Kearsipan "  QUO VADIS 
UNIVERSITY ARCHIVES, 
Satu Dasawarsa UU 43 
Tahun 2019
Webinar bekerja dengan 
media batch 3 tahun 2020
Webinar bekerja dengan 
media batch 3 tahun 2020

31 Agustus s.d 
04 Desember 
2020

31 Agustus s.d 
04 Desember 
2020

31 Agustus s.d 
04 Desember 
2020

31 Agustus s.d 
04 Desember 
2020

31 Agustus s.d 
04 Desember 
2020

31 Agustus s.d 
04 September 
2020

10 September 
2020

24 September 
2020

11 September 
2021

22 September 
2021

05 s.d 06 
Oktober 2020
05 s.d 06 
Oktober 2020
8 Oktober 2020

19 Oktober 2020

20 s.23 Oktober 
2020
20 s.23 
2020

r33. EVI YUNIASTHY, 
A.Md

Bimbingan Teknis Sumber 
Daya Manusia Kearsipan 
baqi Peqawai Neqeri Sipil

24 sd. 26 
November 2020
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yang diangkat dalam 
jabatan fungsional 
arsiparis melalui 
penyesuaian/ inpassing 
angakatan IV kategori 
iembaga pemerintah non 
kementerian

2 P e n g a d i l a n

Negeri
Palembang

1. NAIN MEITULU, SH Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
7A dan 7C tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 2020

2. OLIVIA TERISIA, 
SH., Msi

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
7A dan 7C tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 2020

3. YETTY IRIANY 
SIREGAR, SH

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
8A dan SC tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

4. 2WESTI DAMAYANA,
5 . Kom., M.Kom

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
8A dan 8C tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

3 Pengadilan 
Negeri Lubuk 
Linggau - - -

4 Pengadilan 
Negeri Sekayu - - -

5 Pengadilan
Negeri
Kayuagung

1. HERMAWAN 
AGUSTIAN, S.SI

Webinar Menulis Laporan 
E fektif tahun 2020

13 s.d 14 Juli 
2020

2. WENNY AMBAR SARI, 
SH

Webinar Menulis Laporan 
E fektif tahun 2020

13 s.d 14 Juli 
2020

3. WENNY AMBAR SARI, 
SH

Pelatihan Online dari 
tempat tugas menulis 
laporan efektif bagi 
kesekretariatan batch 2 
tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

6 Pengadilan 
Negeri Muara 
E n im

1. ESTER MERIYANTI 
SINAGA. SE

Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
gelombang II tahun 2020

11 sd. 17 Mei 
2020

2. KMS. M. AMIN, SH Webinar menulis laporan 
efektif tahun 202013 s.d 
14 Juli 2020

13 s.d 14 Juli 
2020

3. KMS. M. AMIN, SH Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
qelombanq I I I  tahap I

16 s.d 24 Juli 
2020

4. KMS. M. AMIN, SH Pelatihan Manejemen 
Resiko batch 6A s.d 6D 
tahun 2020

20 s.d 24 Juli 
2020

5. KMS. M. AMIN, SH Pelatihan Online dari 
tem pat tugas menulis 
laporan efektif bagi 
kesekretariatan batch 1 
tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 2020

6. SYAIFULLAH, SE., MM Pelatihan Manejemen 
Resiko batch 8A s.d 8C 
tahun 2020

10 s.d 14 
Agustus 2020

7. ARY FERRY PRATAMA, 
SH

Pelatihan online Basic 
Im age Editing w ith Adobe 
Photoshop dari tem pat 
tugas tahun 2020

24 I d  28 
Agustus 2020

8. ESTER MERIYANTI 
SINAGA, SE

Pelatihan online Basic 
Im age Editing w ith Adobe 
Photoshop kelas 01 s.d 03

14 s.d 18 
September 2020
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dari tem pat tugas tahun 
2020

9. SYAIFULLAH, SE., MM Pelatihan online Basic 
Video Production kelas 01 
s.d 02 tem pat tugas tahun 
2020

28 September 
s.d 02 Oktober 
2020

10. YURIKA ARIANI, ST Pelatihan online Basic 
Video Production kelas 05 
tem pat tugas tahun 2020

28 September 
s.d 02 Oktober 
2020

7 Pengadiian
Negeri
Baturaja - - -

8 Pengadiian 
Negeri La hat

1. GINA RUFAQOH 
YEMADA. A.Md

Pelatihan Online English 
Effective Presentation 
tahun 2020

22 s.d 30 Juni 
2020

2. GINA RUFAQOH 
YEMADA. A.Md

Pelatihan Manejemen 
Resiko batch 5A s.d 5D 
tahun 2020

13 s.d 17 Juli 
2020

3. GINA RUFAQOH 
YEMADA. A.Md

Pelatihan online Basic 
Motion Graphic with 
Adobe A fte r Effect kelas 
01  dari tem pat tugas 
tahun 2020

21 s.d 25 
Septemebr 2020

9 Pengadiian
Negeri
Prabumulih

PATRA SUKMA, S.KoM., 
M.Kom

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
7A dan 7C tahun 2020

03 s.d 07 
Agustus 2020

10 Pengadiian
Negeri
Pagaralam

1. DIAH ALAM SARI, 
S.Psi

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
1A dan ID  tahun 2020

15 s.d 19 Juni 
2020

2. DEBBY CORAZONA 
PRATIWI, SE

Pelatihan Online 
Kepemimpinan 
Pengawasan gelombang 
I I I  dari tem pat tugas 
tahun 2020

13 Juli s.d 24 
Oktober 2020

11 Pengadiian
Negeri
Pangkalan
Balai

1. IMAM SEPTIAN, S.I.P Pelatihan Kepemimpinan 
Pengawasan Gelombang 
I I  tahun 2020

30 Maret s.d 09 
Juli 2020

2. ENDANG EFENDI, 
SE., MM

Pelatihan Online 
Manajemen Resiko Batch 
1A dan ID  tahun 2020

15 s.d 19 Juni 
2020

Tabei III.D .7

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknisyang mengikuti d iklat secara daring di Wilayah Hukum Pengadiian 

Tinggi Palembang dan Pengadiian Negeri Se-Sumatera Selatan

Sum ber Daya Non Teknis yang Mengikuti D iktat Secara Konvensional

N
o Satuan Kerja Nama Jenis Diklat Tanggal D iklat

1 Pengadiian
Tinggi
Palembang

AHMAD GHUFRON, SE., 
MM

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

2 Pengadiian
Negeri
Palembang

1. DEBBY COROZONA 
PRATIWI, SE

Pelatihan Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Tahun 2020

16 s.d 26 Februari 
2020
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2. FITRIA NURLITA, 
S.Kom., MM

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

3
Negeri Lubuk 
Linggau

l .  ANDERIANSYAH,S.KO
m . , M.Kom

Pelatihan Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Tahun 2020

16  s.d 26 Februari 
2020

2. AND ERIANSYAH, 
S.Kom., M.Kom

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

4 Pengadilan 
Negeri Sekayu - - -

5 Pengadilan
Negeri
Kayuagung

1. SARPEDI, SH Pelatihan 
Kepemimpinan 
Gelombang I tahun 
2020

02 s.d 21 Februari 
2020

2. DICO ADILLAH Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

6 Pengadilan 
Negeri Muara 
Enim

- - -

7 Pengadilan 
Negeri Baturaja NELI PANCA RINI RODI, 

S.Pi., MM

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

8 Pengadilan 
Negeri Lahat

1. SEPTIAN 
KRISNA DUNATA, 
S.Kom., M.Kom

Pelatihan 
Kepemimpinan 
Gelombang I tahun 
2020

02 s.d 21 Februari 
2020

2. SEPTIAN 
KRISNA DUNATA, 
S.Kom,, M.Kom

Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

9 Pengadilan
Negeri
Prabumulih

- - -

10 Pengadilan
Negeri
Paqaralam

- - -

11 Pengadilan
Negeri
Panqkalan Baiai

M.IMAM SEPTIAN, S.I.P Pelatihan E-Court dan 
Eksekusi

30 November s.d 
02 Desember 2020

Tabel III.D .8

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknisyang mengikuti d iklat secara konvensional di Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, 
SARANA DAN PRASARANA 
DAN TEKNOLOGIINFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada suatu instansi sangat dibutuhkan 

dalam baik dalam pemberian gaji, anggaran yang digunakan, 

pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

anggaran. Penyerapan anggaran sangatlah di perlukan untuk 

mengetahui anggaran anggaran yang telah digunakan dan terserap 

sesuai dengan perencanaan anggaran.

OPengadilan Tinggi Palembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Palembang

0711 311656, 352900

ptpalembang@ginail.coin

www. pt-pa lemba ng.go.id

Peraturan teknis dalam rangka pelaksanaan anggaran yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yaitu yang memuat 

bagaimana prosedur pengelolaan keuangan Negara yang dimulai dari 

ketersediaan dana, pengajuan tagihan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara. Peraturan 

teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan kementrian/lembaga 

sebagaimana tercantum  dalam DIPA dan petunjuk operasional 

Kegiatan. Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang menyusung pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

berupa laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Neraca dan catatan atas laporan keuangan pada 

kementrian/lembaga masing-masing. Oleh karena itu kebijakan 

pengaturan keuangan ini adalah bentuk kebijakan yang dikerjakan 

oleh pegawai pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan 

keuangan atau sumber dana untuk digunakan dengan e fektif agar 

menghadirkan manfaat sesuai dengan tujuan perencanaan.
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1. Program Dukungan M anajem en  dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  

M ahkam ah Agung Tahun Anggaran 2020

No Satuan K e r ja Pagu DIPA
Total Realisasi

SisaRupiah Persentase

1. P e n g a d i l a n  T i n g g i  

P a le m b a n g

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

20.549.005.000
3.501.082.000

17.254.415.502
2.596.236.250

83.97
74.16

3.294.589.498
904.845.750

2. Pengadilan Negeri 
Palembang
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

17.261.970.000
2.375.685.000

13.337.855.482
2.059.376.252

77.27
86.69

3.924.114.518
316.308.748

3. Pengadilan Negeri Lubuk 
Linggau
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Baranq

4.840.702.000
1.538.053.000

4.595.640.015
1.384.992.697

94.94
80.05

245.061.985
153.060.303

4. Pengadilan Negeri Sekayu
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3.226.134.000
1.250.596.000

3.119.047.619
1.097.179.945

96.68
87.73

107.086.381
153.416.055

5. Pengadilan Negeri 
Kayuagung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3.425.852.000
1.275.884.000

3.330.485.351
2.059.376.252

97.22
81.1

95.366.649
241.104.556

6. Pengadilan Negeri Muara 
Enim
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3.439.450.000
1.202.659.000

3.248.219.960
1.092.945.968

94.44
90.88

191.230.040
109.713.032

7. Pengadilan Negeri 
Baturaja
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3.839.147.000
1.469.739.000

3.458.853.247
1.198.260.504

90.09
81.53

380.293.753
271.478.496

8. Pengadilan Negeri Lahat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3.265.841.000
1.322.351.000

3.524.443.009
1.169.740.047

107.92
88.46

(258.602.009)
152.610.953

9. Pengadilan Negeri 
Prabumulih
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

2.979.171.000
1.213.914.000

3.027.273.652
1.016.708.749

101.61
83.75

(48.102.652)
197.205.251

10. Pengadilan Negeri 
Pagaralam
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

2.111.574.000
1.161.739.000

2.218.110.281
1.055.540.150

105.05
90.86

(106.536.281)
106.198,850

11. Pengadilan Negeri 
Pangkalan Balai
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

2.149.246.000
875.912.000

2.603.388.504
701.227.992

121.13
80.06

(454.142.504)
174.684.008

Tabel IV .A .l

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
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2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Satuan Kerja Pagu DIPA

Total Realisasi

SisaRupiah Persen
tase

1. Pengadilan Tinggi Palembang 25,000.000 24.900.000 99.6 100.000

2. Pengadilan Negeri Palembang
75.000.000 24.500.000 32.67 50.500.000

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 25.000.000 25.000.000 100 0

4. Pengadilan Negeri 
Sekayu

25.000.000 24.900.000 99.6 100.000

5. Pengadilan Negeri Kayuagung 25.000.000 24.960.000 99.84 40.000

6. Pengadilan Negeri 
Muara Enim

25.000.000 24.900.000 99.6 100.000

7. Pengadilan Negeri 
Baturaja

25.000.000 25.000.000 100 0

8. Pengadilan Negeri 
La hat

25.000.000 24.960.000 99.84 40.000

9. Pengadilan Negeri Prabumulih 25.000.000 25.000.000 100 0

10. Pengadilan Negeri Pagaralam 25.000.000 25.000.000 100 0

11, Pengadilan Negeri Pangkalan 
Balai

5.410.504.000 3.896.159.065 72.01 1.514.344.935

Tabel IV.A.2

Program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No Satuan Kerja Pagu DIPA
Total Realisasi

Sisa KetRupiah Persentase

1. Pengadilan Tinggi 
Palembang 258,980,000 126,154,548 48.71 132,825,452

Pengembaiian
7.605.00

2. Pengadilan Negeri 
Palembang

752,330,000 582,510,150 77.43 169,819,850

3. Pengadilan Negeri 
Lubuk Linggau

435,480,000 327,985,318 75.32 107,494,682

4. Pengadilan Negeri 
Sekayu

236,645,000 211,063,114 89.19 25,581,886

5. Pengadilan Negeri 
Kayuagung

273,062,000 251,553,600 92.12 21,508,400

6. Pengadilan Negeri 
Muara Enim

347,645,000 321,434,345 92.46 26,210,655

17. Pengadilan Negeri 
Baturaja

571,275,000 465,508,200 81.49 105,766,800

1
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8. Pengadilan Negeri 
La hat

363,300,000 328,710,900 90.48 34,589,100

9. Pengadilan Negeri 
Prabumulih

94,615,000 55,840,690 59.02 38,774,310

10. Pengadilan Negeri 
Pagaralam

65,430,000 55,612,000 84.99 9,818,000

11. Pengadilan Negeri 
Pangkalan Balai

183,940,000 151,967,250 82.62 31,972,750

Tabel IV.A.3

Program Peningkatan Manajemen peradilan Umum

B. PENGELOLAAN S ARAN A DAN PRASARANA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai a iat daiam mencapai maksud atau tujuan sedangkan 

sarana lebih ditu jukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan Iain- 

lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk terlaksananya 

suatu kegiatan, prasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang tidak bergerak 

seperti gedung, ruang dan tanah.

Data sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan Pengadilan 

Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

1.  Data kendaraan dinas di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan 

Negeri Se wilayah Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020

N

o

Uraian Tahun

Perole

han

Kondisi Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Pengadilan Tinggi Palembang Digunakan

1. Kendaraan Roda 4 oleh:

a. TOYOTA CAMRY (PINJAM PAKAI) 2018 V -KPT

b. TOYOTA FORTUNER (PINJAM 2018 V -WKPT

PAKAI) 2007 V -Panitera

c. Toyota Altis 2008 V —Ops. Kantor

d. Toyota Vi os 2011 V -Sekretaris

e. Toyota Kijang Innova 2014 V - Ops. Kantor

f. Toyota Camry 2006 2000 V - Ops. Kantor

g. Toyota Kijang LSX 2000 2001 V - Ops. Kantor

h. Toyota Kijang LX 2001 1997 V - Ops. Kantor
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1. Toyota Kijang LX 1997 

j. Nissan Terrano

2. Kendaraan Roda 2

a. Honda NF 125

b. Honda GL 15A1RR

c. Honda NF 125

d. Honda GLP III  (Mega Pro)

2004

2005 

2011 

2005 

2005

V

V

V

V

V V

-Kasub 

Rencana 

Program dan 

Anggaran 

-Ops. Kantor 

-Ahmad Gufran, 

-Panmud 

Tipikor 

- Ops. Kantor

2 Pengadilan Negeri Palembang Digunakan oleh

1. Kendaraan Roda 4

a. Pajero 2018 V - KPN

b. Altis 2017 V - WKPN

c. Sedan Vios 1.5 G MT 2006 V - Sekretaris

d. Sedan Vios 1.5 G MT 2006 V - Kabag

e. Kijang Innova V 2011 V - Panitera

f. Toyota /  Kijang KF 50 Standar 1993 TU dan

g. Toyota /  Kijang KF 80 Standar 1997 V V Keuangan

h. Toyota /  Kijang KF 80 Standar 2001 V TU dan

Keuangan

2. Kendaraan Roda 2 Pan mud

a. Honda /GLP I I I 2005 V Perdata

b. Honda/NF 125 SD 2005 V TU dan

c. Honda /NF 125 SD 2005 V Keuangan

d. Honda/NFGL 160 D 2006 V - lurusita

e. Honda/NFGL 160 D 2006 V - Staf

f. Honda /NF 125 TRF 2009 V - ISP

g. Honda /NF 125 TD 2011 V TU dan

Keuangan

-ISP

Pan mud

Tipikor

3 Pengadilan Negeri Lubuk Digunakan oleh

Linggau

1. Kendaraan Roda 4

a. Toyota Fortune (pinjam 2021 V -KPN

pakai) 2003 -S e k re ta ris

2005 V -WKPN
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b. Mitshubishi L300 2006 -Panitera

(pinjam pakai) V -Panmud Pidana

c. Nissan Terano 2005 V -Umum dan

d. Toyota Innova 2009 Keuangan

2. Ken da ra an Roda 2

a. Honda Supra NF 125 V
b. Honda Supra NF 125 V

4 Pengadilan Negeri Sekayu Digunakan:

1. Ken da ra an Roda 4 2005 V -Sahruri

a. Station Wagon 2010 V -Ressy M

b. Minibus 2016 V -Iriaty K

c. Station Wagon 2019 V -Abunawas

d. Station Wagon 2019 V -Hendra H

e. Station Wagon

2. Ken da ra an Roda 2

a. Motor 2006 V -Ridha

b. Motor 2008 V -Sahruri

c. Motor 2008 V -Melly

d. Motor 2012 V -Beny H.

5 Pengadilan Negeri 

Kayuagung

1, Ken da ra an Roda 4 2006 V
a. Kijang Inova 2007 V
b. Toyota Avanza

c. Toyota Avanza

2007 V

2. Ken da ra an Roda 2 1996 V

a. Honda Win (MCB) 2005 V
b. Honda NF 125 SD 2005 V
c. Honda NF 125 SD 2005 V
d. Honda Mega PRO 2009 V
e. Honda Mega PRO GL 

160 D

f. Honda Mega PRO GL 

160 D

2009 V

6 PengadilanNegeri Muara

Enim
—
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1. Kendaraan Roda 4 

a. Kijang Innova E

2. Kendaraan Roda 2

a. Honda NF.100

b. Honda NF.100

c. Honda Supra XNF 125 

50

d. Honda Supra XNF 125 

50

2008

2003

2003

2006

2006
>

 
>

 
>

 
>

 
>

stn k .a n .pt.pl

G

stn k .an .pt.pl

G

7 Pengadilan Negeri Baturaja Dipakai oleh -

1. Kendaraan Roda 4 pinjam pakai

a. Jeep Nissan/X Trail 2.0 BG 2012 V pemda OKU

1153 FZ (Opr.)

b. Toyota Kijang Avanza BG 2013 V -Pinjam pakai

1696 VZ pemda OKUS

c. Mobil Suzuki/AVP GL BG 2012 V V (WKPN)

1895 XL -Pinjam Pakai

d. Toyota /Kijang Inova E BG 2008 V pemda OKUT

11230 FZ (Sekretaris)

e. Toyota/Kijang KF 80 BG 2003 V -Panitera

1231 FZ -Operasional

f. Fortuner BG 1449 FZ 2019 V Pinjam pakai

MA (KPN).

2. Kendaraan Roda 2

a. Honda/NF 125 SD BG 2639 2005 V -Panitera (Opr.)

FZ -Panmud

b. Honda/NF 125 SD BG 2638 2005 V Pidana

FZ -panmud

c. Honda/GL P I I I  Sport BG 2005 V perdata

5796 FZ -panmud

d. Honda/NF 125 TR BG 6377 2009 V hukum

FZ -panitera (opr)

e. Honda/NF 125 TR BG 6379 2009 V -kusmanto

FZ -Balian

f. Honda/NF 125 BG 6375 FZ

n  H n n H a / N F  R H  A 3 7 9. F 7

2008 V
y . n  v j i  i u q /  i m  n  ± z .  - j  u j / d  r z _

h. Honda Supra X NF 100 D BG 2009 V
6691 FZ 2003
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8 Pengadilan Negeri Lahat Kijang Innova

1. Kendaraan Roda 4 Digunakan Oleh

a. Mobil Toyota Kijang KF 1997 V Sekretaris

70 Short

b. Mobil Toyota Kijang 2010 V
Inova

2. Kendaraan Roda 2

a. Motor Honda Wins MCB 1997 V
b. Motor Honda Supra

NF125SD 2005 V

9 Pengadilan Negeri

Prabumulih

1. KendaraanRoda 4 2008 V
a. Mobil Kijang Innova

b. Mobil Mitsubishi Pajero

2014 V

(PinjamPakai)

2. KendaraanRoda 2 2011 V
a. Motor Tiger (2 unit)

10. PengadiianNegeriPagaralam

1. KendaraanRoda 4

a. Mobil Daihatsu Terios 2013 V Digunakan Panit

b. dst era

2. KendaraanRoda 2

a. Motor Yamaha Soul GT 2012 V DigunakanJuru

Sita

b. Motor Yamaha Jupiter 2012 V DigunakanKasu

Z1 bbagUmum&Ke

uangan

1 Pengadilan Negeri Pangkalan

1 balai

1. KendaraanRoda 4 Digunakan

a. Mobil Wuling Cortez 1.8 2019 V KPN

AMT Pinjam Pakai

b. Mobil Mitsubishi 2020 V Dispenda

Xpander Pinjam Pakai

c. Mobil Nissan Xtrail 2019 V Dispenda

d. Mobil Nissan Xtrail 2019 V
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e. Mobil Nissan Xtrail 2019 V Pinjam Paka 

iDispenda

2. KendaraanRoda 2

a, Motor Kawasaki LX 2019 V Pinjam Pakai

150FVarian 1 CC Extrm Dispenda

b. Motor Vario 125 2019 V Digunakan

Kepaniteraan

Hukum

Digunakan

Kassubag

Umum

Tabel IV.B.l

Data Keadaan Kendaraan Dinas

2. Data keadaan Rumah Dinas yang Dimiliki Pengadilan Tinggi Palembang dan 

Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020

N

0

U raian Jum lah Kondisi K

e

t

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Pengadilan Tinggi Palembang
1. Rumah Dinas Ketua 1 V
2. Rumah Dinas Waki Ketua 1 V
3. Rumah Dinas Hakim 9 6 1 2
4. Rumah Dinas Panitera 1 - 1
5. Rumah Dinas Sekretaris “ “

2 Pengadilan Negeri Palembang
1. Rumah Dinas ketua 1 V
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 8 5 3
4. Rumah Dinas Panitera 1 V
5. Rumah Dinas Sekretaris “ V

3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Rumah Dinas ketua
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 1 V
4. Rumah Dinas Panitera 8 8
5. Rumah Dinas Sekretaris “

4 Pengadilan Negeri Sekayu
1. Rumah Dinas ketua 1 V
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 5 V
4. Rumah Dinas Panitera 1 V
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 V
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5 Pengadilan Negeri Kayuagung
1. Rumah Dinas ketua 1 V
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 9 V 3 6t
4. Rumah Dinas Panitera -

5. Rumah Dinas Sekretaris “

6 Pengadilan Negeri MuaraEnim
1. Rumah Dinas ketua 1 V - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 - V -

3. Rumah Dinas hakim 6 - V -

4. Rumah Dinas Panitera - - V -

5. Rumah Dinas Sekretaris 1 V

7 Pengadilan Negeri Baturaja
1. Rumah Dinas ketua 1 V
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 7 V
4. Rumah Dinas Panitera 1 V
5. Rumah Dinas Sekretaris - -

6. Mess Pegawai 1

8 Pengadilan Negeri Lahat
1. Rumah Dinas ketua 1 V
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3. Rumah Dinas hakim 8 V
4. Rumah Dinas Panitera 1 V
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 V

9 Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Rumah Dinas ketua
2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim NIHIL
4. Rumah Dinas Panitera
5. Rumah Dinas Sekretaris

1 Pengadilan Negeri Pagaralam
0 1. Rumah Dinas ketua

2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim NIHIL
4. Rumah Dinas Panitera
5. Rumah Dinas Sekretaris

1 Pengadilan Negeri Pangkalan balai
1 1. Rumah Dinas ketua

2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas hakim NIHIL
4. Rumah Dinas Panitera
5. Rumah Dinas Sekretaris

Tabel IV.B.2

Data Keadaan Rumah Dinas 3

3. Keadaan Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Tinggi Palembang dan 

Pengadilan Negeri Se wilayah Huktim Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020
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No Uraian Jumlah Keadaan Sarana dan 

Prasarana

1. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Ajudan 1 Baik

3. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

4. Ruang Hakim 10 Baik

5. Ruang Panitera 1 Baik

6. Ruang Sekretaris 1

7. Ruang Kabag 2 Baik

8. Ruang sidang 1 Baik

9. Ruang Kepaniteraan 4 Baik

10. Ruang Kesekretariatan 4 Baik

11. Ruang Panitera Pengganti 1 Baik

12. Ruang Perpustakaan 1 Baik

13. Ruang Dharmmayukti Karini 1 Baik

14. Ruang Lobby 1 Baik

15. Gudang 2 Baik

16. Pos Satpam 1 Baik

17. Ruang Berkas Akreditasi 1 Baik

18. Ruang Command Center 1 Baik

19. Ruang Arsip Hukum Baik

Baik

2. Pengadilan Negeri Palembang

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 10 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

6. Ruang Sidang 9 Baik

7. Ruang Kepaniteraan 5 Baik

8. Ruang Kesekretariatan 3 Baik

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 1 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

Laporan P&iaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



6. Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik

7. Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik

8. Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik

9. Ruang Kasubbag 3 Baik

10. Ruang Sidang 4 Baik

11. Ruang Perpustakaan 1 Baik

12. Ruang Lobby 1 Baik

13. Ruang Mediasi 1 Baik

14. Ruang Arsip 1 Baik

15. Ruang Posbakum 1 Baik

16. Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik

17. Ruang Tunggu Penasehat Hukum 1 Baik

18. Ruang Tunggu Pengunjung 1 Baik

19. Ruang Tahanan 3 Baik

20. Ruang Arsip 1 Baik

21. Ruang Server 1 Baik

4. Pengadilan Negeri Sekayu

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 3 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

6. Ruang Sidang 4 Baik

7. Ruang Kepaniteraan 1 Baik

8. Ruang Kesekretariatan 1 Baik

9. Ruang Panitera Pengganti 3 Baik

10. Ruang Perpustakaan 1 Baik

11. Ruang Posbakum 1 Baik

12. Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik

13. Ruang Tahanan 2 Baik

14. Ruang Tunggu Penasehat Hukum 1 Baik

15. Ruang Ramah Anak 1 Baik

16. Ruang Kiinik 1 Baik

17 Ruann I akfasi 1 Baik

18. Ruang Teleconference 1 Baik

19. Komputer 22 Baik

20. Laptop 13 Baik

21. Infokus 1 Baik
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22. PABX 1 Baik

23. AC Split 34 Baik

24. Faximiie 1 Baik

25. Genset 2 Baik

26. Handycam 2 Baik

27. LCD Monitor 6 Baik

28. Scanner 3 Baik

29. Server 2 Baik

30. Alat Sidik Jari 7 Baik

31. CCTV 2 Baik

32. Router 1 Baik

33. Brangkas 1 Baik

34. Filing Kabinet 17 Baik

35. Lemari Besi 8 Baik

36. Gordyn 1 Baik

37. Sound System 4 Baik

38. Meja Kerja Kayu 80 Baik

39. Kursi Besi/Metai 173 Baik

40. Lemari Kayu 21 Baik

41. Kursi Tamu 9 Baik

42. Lemari Toga - Baik

43. Kursi Kayu 121 Baik

44. Meja Sidang 5 Baik

45. Kursi Sidang Hakim 9 Baik

46. Bangku Panjang Besi/Metal 22 Baik

47. Sekat Ruang Sidang 12 Baik

48. Rak Besi 11 Baik

49. Rak Kayu 8 Baik

50. Fire Alarm 1 Baik

51. Video Monitor 1 Baik

52. Desk Info 1 Baik

5. Pengadilan Negeri Kayuagung

Ruangan

i.  Ruangan Ketua 1 Baik

7 Ruannan Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruangan Hakim 1 Baik

4. Ruangan Panitera 1 Baik

5. Ruangan Sekretaris 1 Baik

6. Ruangan Sidang 4 Baik
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7. Ruangan Mediasi dan Diversi 1 Baik

s. Ruangan Tunggu Anak 1 Baik

9. Ruangan Kesehatan dan Laktasi 1 Baik

10. Ruangan Kepaniteraan Muda Perdata 1 Baik

n . Ruangan Kepaniteraan Muda Pidana 1 Baik

12. Ruangan Kepaniteraan Muda Hukum 1 Baik

13. Ruangan Subbagian Perencanaan, T1 1 Baik

dan Pelaporan dan Ruang Server 1 Baik

14. Ruangan Subbagian Kepegawaian dan 1 Baik

Organisasi Tata Laksana Baik

15. Ruangan Subbagian Umum dan 1 Baik

Keuangan 1 Baik

16. Ruangan Panitera Pengganti - Baik

17. Ruangan Jurusita dan JSP 1 Baik

is. Ruangan Jaksa 1 Baik

19. Ruangan Pos Bantuan Hukum 1 Baik

20. Ruangan Advokat/Pengacara 1 Baik

21. Ruangan Tahanan Pria 1 Baik

22. Ruangan Tahanan Wanita - Baik

23. Ruangan Barang Bukti 1 Baik

24. Ruangan Perpustakaan - Baik

25. Ruangan Server - Baik

26. Ruangan Rapat 2 Baik

27. Ruangan Arsip - Baik

28. Ruangan Pantry - Baik

29. Ruangan Panel 2 Baik

30. Ruangan Toilet Pria 2 Baik

31. Ruangan Toilet Wanita

6. Pengadilan Negeri MuaraEnim

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 2 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

fi Ruann Siriano Umum 2 Baik

7. Ruang Sidang Ramah Anak 1
A

Baik

8. Ruang tunggu Bapas, BK 1 Baik

9. Ruang tunggu ramah anak 1 Baik

10. Ruang videoconference anak 1 Baik
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11. Ruang mediasi 1 Baik

12. Ruang Kepaniteraan 3 Baik

13. Ruang Kesekretariatan 3 Baik

14. Ruang Perpustakaan 1 Baik

15. Ruang Benda ha ra /  DYK 1 Baik

16. Ruang Musholla 1 Baik

17. Ruang PenasehatHukum 1 Baik

18. Ruang Tahanan Dewasa 2 Baik

19. Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik

20. Ruag Posbakum 1 Baik

21. Ruang Laktasi 1 Baik

22. Ruang Arsip 2 Baik

23. Ruang PTSPdaninformasi 1 Baik

24. Ruang Tunggu Pengunjung 1 Baik

25. Area Merokok 1 Baik

26. Ruang Tunggu KPN. Wakil. Panitera 1 Baik

27. WC KPN, WKPN, Hakim, Panitera 4 Baik

28. WC pengunjunglaki-laki /  perempuan 2 Baik

29. WC Pegawai 1 Baik

30. WC Disabiiitas 1 Baik

31. WC pengunjung PTSP 1 Baik

32. Ruangtunggutamuterbuka 

Sarana /  Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Baik

33. Komputer/ P.C Unit 27 Baik

34. Laptop 18 Baik

35. Lemari Penyimpan 25 Baik

36. Lemari Kayu 20 Baik

37. Filling Cabinet Besi 13 Baik

38. Brankas 2 Baik

39. CCTV 1 Baik

40. Meja Kerja Kayu 118 Baik

41. Kursi Besi Metal 174 Baik

42. Kursi Kayu 81 Baik

43. Sice 8 Baik

44. Bangku Panjang Besi /  Metal 30 Baik

45. Meja Komputer 13 Baik

46. Meja Resepsionis 2 Baik

47. Partisi 1 Baik
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48. AC. Split

49. Sound System

50. U n it Power Supply

51. Genset

52. Rak server

53. Server

54. Standing tablet

20

1

2

3

1

2

1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

7. Pengadilan Negeri Baturaja
1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 1 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

6. Ruang Sidang 4 Baik

7. Ruang Kepaniteraan 3 Baik

8. Ruang Kesekretariatan 3 Baik

9. Ruang Panitera Pengganti 1 Baik

10. Ruang Arsip Perkara Pidana dan 2 Baik

Perdata 1 Baik

11. Ruang Mediasi/Diversi 1 Baik

12. Ruang Laktasi 1 Baik

13. Ruang Perpustakaan 1 Baik

14. Ruang Rapat 1 Baik

15. Ruang Musolla 1 Baik

16. Ruang Posbakum 1 Baik

17. Ruang Kesehatan 1 Baik

18. Ruang pengacara/ Bapas 1 Baik

19. Ruang 3aksa/PU 1 Baik

20. Ruang Persediaan 1 Baik

21. Ruang Tahanan Pria 1 Baik

22. Ruang Tahanan Wanita 1 Baik

23. Ruang Tunggu Keluarga korban Anak 1 Baik

24. Ruang Telekonference 1 Baik

25. Area Smoking dan Kantin 2 Baik

26. Ruang PTSP 1
£

8. Pengadilan Negeri Lahat

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 2 Baik

Laporan P&iaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Patembang



4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Rusak Ringan

6, Ruang Sidang 4 3 Baik, 1 Rusak Ringan

7, Ruang Kepaniteraan 4 2 Baik, 2 Rusak Ringan

8, Ruang Kesekretariatan 3 1 Baik, 2 Rusak Ringan

9. Ruang Mediasi, Diversi 1 Baik

10. Ruang Laktasi 1 Baik

11. Ruang Teleconference 1 Baik

12. Ruang Ruang JPU 1 Baik

13. Ruang Advokat 1 Baik

14. Ruang Posbakum 1 Baik

15. Ruang Kesehatan 1 Baik

16. Ruang Humas 1 Baik

17. Ruang Pantry 1 Rusak Ringan

18. Ruang Perpustakaan 1 Baik

19. Ruang Arsip 3 1 Baik, 2 Rusak Ringan

20. Ruang Gudang 1 Baik

21. Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Baik

22. Ruang Aula/Ruang DYK 1 Baik

23. Ruang Lobby Utama & PTSP 1 Baik

24. Ruangan Tunggu Pengunjung 1 Baik

25. Ruangan Lobby Lt.II 1 Baik

26. Ruang Tahanan 2 Baik

9. Pengadilan Negeri Prabumulih

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 1 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Baik

6. Ruang Sidang 3 Baik

7. Ruang Kepaniteraan 3 Baik

8. Ruang Kesekretariatan 3 Baik

9. RuanganPerpustakaan 1 Baik

10. RuanganDharmayuktiKarini 1 Baik

11 Ruanci Mediasi 1 Baik

12. Ruang Tunggu Anak
1 P P T V

1
1

A

Baik

14. Ruang Server

-L

1

DCJI ft

Baik
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10. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. RuangKetua

2. RuangWakilKetua

3. Ruang Hakim

4. RuangPanitera

5. RuangSekretaris

6. RuangSidang

7. RuangMediasi

8. RuangTeleconfrence

9. RuangJaksa

10. RuangPosbakum

11. Ruang Laktasi

12. RuangPerpustakaan

13. RuangPanmud

14. RuangKasubbag

15. Ruang PP& JS

16. RuangRapat

17. Komputer

18. dst

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

25

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

11 Pengadilan Negeri Pangkaian batai

1. RuangKetua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 2 Baik

4. RuangKepaniteraan (Hukum, 1 Baik

Perdata, Pidana)

5. RuangPaniteraPengganti 1 Baik

6. RuangKesekretariatan 1 Baik

7. Ruang Staff 1 Baik

8. RuangSidang 2 Baik

9. Ruang PTSP 1 Baik

10. Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik

11. Ruang Tahanan 2 Baik

12. Ruangan Lobby 1 Baik

------------------------------------------- —

Tabel IV.B.3

Data Keadaan Sarana dan Prasarana
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C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan 

sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan serta mengacu kepada 

perkembangan teknologi baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. 

Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan 

akan menjadi lebih mudah.

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan 

akuntabel, Mahkamah Agung telah memantapkan bahwa seluruh Pengadilan harus 

beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi 

yang berbasis teknologi Informasi.

Peningkatan administrasi transparansi dan akuntabilitas di seluruh Pengadilan 

membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutahir. Hal ini 

dikarenakan data yang di masukan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam sistem 

standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung Secara efektif dan 

efisien mengelola sumber daya Manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja Hakim 

dan staf pengadilan memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen 

alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, 

memberikan informai yang di butuhkan oleh para pencari keadiian, publik dan media 

dan mendukung transisi menuju e-learning melalui teknologi informasi.

1. IM PLEM EN TA SI e-COURT D IL IN G K U N G A N  PERAOILAN UMUM

Administrasi perkara diPengadilan secara elektronik guna memudahkan jalannya 

persidangan dengan cepat dan biaya ringan, e-court melayani bagi pengguna 

terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pernbayaran online, 

pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dan persidangan yang dilakukan 

secara elektronik secara daring adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi 

e-court adalah e-filling (pendaftaran perkara online di Pengadilan), e-payment 

(Pembayaran panjar biaya perkara online dan e-summons (pemanggilan pihak 

secara daring)

a. Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan sosialisasi e-court kepada 

seluruh pejabat yang ada diseluruh Pengadilan Negeri se wilayah hukum 

pengadilan tinggi Palembang
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Gambar IV .C .l
Sosialisai e-court di Pengadilan Tinggi Palembang

Gambar IV.C.2
Foto Peserta Sosialisai e-court di Pengadilan Tinggi Palembang

b. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang telah mengaplikasikan e-Court mulai 

dari perkara perdata gugatan, perdata permohonan, perdata bantahan, dan 

perdata gugatan sederhana dan dimana seluruh pelaksanaan persidangan 

perkara perdata dilaksanakan secara e-Litigation seseuai dengan kesepakatan 

para pihak untuk bersidang secara elektronik (e-Litigation), sesuai dengan 

dasar hukum Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



129/KMA/VIII/2019. untuk mendukung pelaksanaan e-Litigation dibuatkan 

buku pedoman oleh Ketua Pengadilan Negeri Paiembang Bapak Bongbongan 

Silaban,SH.,LLM., daiam pelaksanaan persidangan secara elektronik dan di 

dukung dengan disediakan nya layanan Hotline di nomor 08117115599 dan 

pada Tahun 2020 Pengadilan IMegeri Paiembang mendapatkan penghargaan 

sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat I daiam pelaksanaan peradilan 

elektronik pada kategori Pengadilan Kelas IA Khusus Peradilan Umum.

Gambar IV.C.3
Pedoman e-court di Pengadilan Negeri Paiembang

c. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara 

Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, 

Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran 

elektronik. Didalam program e-court meliputi :

-  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

-  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

-  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

-  e-Litigation (Persidangan Secara Online).

Perkara yang didaftrarkan melalui e-court pada Tahun 2020 adalah 

sebanyak 110 perkara .
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Gambar IV.C.4
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

d. Pengadilan Negeri Kayuagung

e-Court merupakan apiikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung 

yang berfungsi sebagai suatu apiikasi yang menyediakan layanan bagi 

Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya untuk meiakukan pendaftaran 

perkara perdata secara online (e-fiiiing), mendapatkan taksir biaya perkara 

secara online (e-payment), pemanggilan sidang secara elektronik (e- 

summons), dan persidangan secara elektronik (e-litigation).

Di Pengadilan Negeri Kayu Agung, impiementasi e-Court secara penuh 

telah dimulai sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 jo  Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk 

mewujudkan impiementasi apiikasi e-Court secara penuh di Kayu Agung 

dilakukan melalui adanya kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung 

yang mewajibkan seluruh pendaftaran perkara perdata dilaksanakan melalui 

apiikasi e-Court. Serta untuk mendukung kebijakan tersebut juga telah 

dilaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan apiikasi e-Court kepada 

masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Adapun pada tahun 2020 sebanyak 121 perkara perdata di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung telah didaftarkan melalui apiikasi e-court, yang meliputi
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perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan. 

Berkenaan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation), 

sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perma IMomor 1 Tahun 2019, 

terhadap implementasinya belum dapat dilaksanakan secara penuh karena 

persidangan secara elektronik (e-litigation) baru dapat dilaksanakan serta 

mendapat persetujuan para pihak yang berperkara terlebih dahulu.

e. Pengadilan Negeri Sekayu

Sesuai dengan Perma IMomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi pengadilan 

secara elektronik, diciptakanlah suatu system layanan yang dapat memenuhi 

asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Sistem layanan "e- 

court" ini adalah perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat 

dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan dan pembayaran panjar 

biaya perkara secara elektronik. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sekayu 

telah mengimplementasikan e-court sejak tahun 2019 dengan melakukan 

sosialisasi e-court juga telah disampaikan kepada interns Pengadilan Negeri 

Sekayu, Pemkab Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, 

Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Para Advokat, Jumlah perkara yang 

mendaftar melalui e-court Tahun 2020 adalah sebanyak 96 perkara.

Gambar IV.C.5
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Sekayu

f. Pengadilan Negeri Muaraenim

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadlian
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dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di 

pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan 

Indonesia memiliki sistem untuk meiakukan pemanggilan para pihak meialui 

media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu apiikasi e-court. 

Payung hukum peiaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah 

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi 

perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan 

oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. Jumlah perkara yang 

mendaftar pada apiikasi e-court pada Tahun 2020 adalah gugatan sebanyak 

33 perkara, gugatan sederhana sebanyak 28 perkara, perkara permohonan 

adalah 64 perkara.

Gambar IV.C.6
Peserta Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Muara Enim

g. Pengadilan Negeri Baturaja

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Pendaftaran Perkara E-Court 

Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2019 Berjumlah 74 Perkara Dengan 

Rincian Pendaftaran Perkara Gugatan Sebanayak 28 Perkara, Pendaftaran 

Perkara Permohonan Sebanyak 37 Perkara serta Pendaftaan Perkara Gugatan 

Sederhana Sebanyak 9 Perkara. adapun kendala dalam implementasi e-court 

sebagai berikut:

-  banyaknya masyarakat atau pengguna lain yang belum mengerti tentang 

tata cara pendaftaran perkara secara elektronik meialui e-court sehingga 

mereka bingung ketika akan menggunakan apiikasi e-court.
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-  kurangnya pengetahuan petugas meja ecourt sehingga harus dibekali 

dengan pelatihan maupun sosialisasi tentang e-court.

-  akses internet masyarakat yang masih kurang atau beium memadai 

sehingga untuk penerapan e-court di wilayah pengadiian negeri baturaja 

masih terkendaia oleh jaringan internet yang beium banyak menjangkau 

daerah pedalaman masyarakat desa.

h. Pengadiian Negeri Lahat

Kamis Tanggal 01 Bulan Nopember Tahun 2018, Pengadiian Negeri Lahat 

melaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Court dengan mengundang para 

Advokat/Pengacara. Sosialisasi Ecourt dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra 

Pengadiian Negeri Lahat, dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Pembicara 

Bapak Yoga D. A. Nugroho, SH., M.H selaku Pit. Ketua Pengadiian Negeri 

Lahat yang memberikan sosialisasi dasar hukum Ecourt yaitu Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara 

Elektronik. Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-Court 

terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta 

mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan menunggu data yang nantinya 

akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengadiian Tingkat Banding. Setelah 

data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan Pendaftaran 

Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.

Gambar IV.C.7
Sosialisasi e-court di Pengadiian Negeri Lahat
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i. Pengadilan  N egeri Prabum ulih

Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan sosialisasi e-court kepada 

pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih yang dihadiri oleh seluruh pegawai 

Pengadilan Negeri Prabumulih

Gambar IV.C.8
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Prabumulih

j .  Pengadilan Negeri Pagaralam

E-court a data h layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara 

Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, 

Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran 

elektronik. Didalam program e-court meliputi :

* e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

* e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

* e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

* e-Litigation (Persidangan Secara Online).
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Gambar IV.C.9
Sosialisasi e-court di Pengadilan Negeri Pagaralam

k. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

E-Court atau yang iebih akrab dengan istilah peradilan secara 

elektronik merupakan terobosan yang diiuncurkan oieh Mahkamah Agung 

dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan 

memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang berlandaskan pada Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Hal 

tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman 

serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien. 2

2. IMPLEMENTASI SZPP DZLINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan melalui sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP). Data dan Informasi perkara harus disimpan di apiikasi 

SIPP. Pelaporan perkara baik kepada Pengadilan Tinggi maupun kepada Badan 

Peradilan Umum dilakukan oleh kepaniteraan Hukum dengan menggunakan 

apiikasi SIPP. Panitera Pengadilan Tinggi/Negeri bertanggung jawab atas 

manajemen alur perkara, sedangkan tanggung jawab untuk mengelola perangkat 

keras, perangkat lunak, fa si litas dan infrastruktur teknologi informasi adalah 

administrator Teknologi Informasi. One Day publish merupakan usaha 

peningkatan kualitas informasi perkara, dimana publikasi salinan putusan lengkap
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pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Implementasi SIPP yang 

ada di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

a. Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Pengadilan Tinggi Banding juga 

menggunakan Aplikasi SIPP tingkat banding dalam hal ini untuk memperkuat 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadilan dan 

melakukan penilaian kepada Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Palembang

b. Pengadilan Negeri Palembang

Perangkat lunak yang digunakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A 

Khusus disesuaikan dengan penggunaan pada PC ataupun perangkat keras 

yang di pergunakan pada Pengadilan Negeri Palembang, 3uga pelaksanaan 

CTS/SIPP versi 3.3.0.-1 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus 

telah berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan 

kegiatan dalam peningkatan kinerja dimana telah terbukti Pengadilan Negeri 

palembang pada semester II (Juli-Desember) Tahun 2019 berdasarkan surat 

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor :16/DJU/HM02.3.1.2020 

tertanggal 3 Januari 2020 untuk Pengadilan Kelas I.A Khusus untuk jumlah 

perkara > 2000 Pengadilan Negeri Palembang menduduki urutan ketiga 

dengan total nilai 894.20 poin.

c. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau pada tahun 2019 sudah semakin baik. Dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2020, 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Nilai sebesar 988.76 Poin naik 

6.11 poin dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut menempatkan Pengadilan 

Negeri Lubuk Linggau pada peringkat ke 26 secara nasional dan peringkat ke 

3 dalam kategori Pengadilan 1001-2000 perkara dibawah Pengadilan Negeri 

Tuban dan Pengadilan Negeri Tulungagung.

d. Pengadilan Negeri Sekayu

Berhubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1012/SEK/HM.02.3/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal perintah Updating 

SIPP versi 3.2.0, maka telah ada versi terbaru dari Sistem Informasi
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Penulusan Perkara (SIPP) yang harus disosialisasikan kepada aparatur 

Pengadilan IMegeri Sekayu. Pada hari Rabu, tanggai 6 Februari 2018 telah 

diadakan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) versi 3.2 kepada pegawai Pengadilan Negeri Sekayu terutama kepada 

Panitera Muda, Panitera Pengganti dan calon hakim sebagai pengguna aplikasi 

SIPP v.3.2. Sebagai pembicara pada sosialisasi ini adalah Pak Rizkiansyah,

S.H. Dengan sosialisasi ini diharapkan para pengguna aplikasi SIPP v.3.2 

mampu memahami perubahan dan penambahan fitur apa saja yang ada di 

SIPP terbaru tersebut hingga dengan mudah dapat menggunakannya dalam 

rangka pelaksanaan administrasi peradilan. Updating aplikasi ini cukup 

memfasilitasi dan memudahkan pencetakan penetapan dengan 

ditambahkannya ratusan template terbaru yang dapat dimanfaatkan dalam 

mempermudah tugas pokok dan fungsi terkait proses persidangan serta 

berbagai fitur tambahan lain.

Dalam penilaian Implementasi SIPP periode Bulan Desember Tahun 

2020 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Nomor 1206/DJU/HM02.3/12/2020 

tanggai 2 Desember 2020 untuk kategori Pengadilan IMegeri Kelas II  dengan 

jumlah perkara 1001 -  2000, Pengadilan Negeri Sekayu meraih Peringkat ke 

3 dengan total nilai 981.13 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja 

dengan nilai 143.27, kepatuhan dengan nilai 526.35, kelengkapan dengan 

nilai 145.94 dan kesesuaian dengan nilai 165.57

e, Pengadilan Muara Enim

Dalam penilaian Implementasi SIPP periode Bulan Desember Tahun 2020 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 

Agung RI sesuai dengan surat Nomor 1206/D3U/HM02.3/12/2020 tanggai 2 

Desember 2020 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas II  dengan jumlah 

perkara 501 -  1000, Pengadilan IMegeri Muara Enim meraih peringkat ke 4 

dengan total nilai 952,55 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja 

dengan nilai 144,88, kepatuhan dengan nilai 514,84, kelengkapan dengan 

nilai 131,79 dan kesesuaian dengan nilai 161,04

f. Pengadilan Negeri Baturaja

Sampai Dengan Tanggai 31 Desember 2020 Pendaftaran Perkara E-Court 

Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2020 Berjumlah 259 Perkara Dengan 

Rincian Pendaftaran Perkara Gugatan Sebanyak 59 Perkara, Pendaftaran
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Perkara Permohonan Sebanyak 163 Perkara, Perdata Perlawanan /  Bantahan 

Sebanyak 2 Perkara, serta Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana Sebanyak 

35 Perkara.

g . Pengadilan  N egeri Lahat

Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri 

Lahat telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik perkara pidana 

maupun perkara perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat 

dilihat pada aplikasi SIPP versi 4.0.1 yang beralamat di http://sipp.pn- 

iahat.go.id . Pada akhir Tahun 2020 dalam evaluasi implementasi SIPP 

Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, 

Pengadilan IMegeri Lahat menduduki peringkat Delapan dengan jumlah total 

944.08 Poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan nilai 144.88, 

kepatuhan dengan nilai 488.76, kelengkapan dengan nilai 145.47 dan 

kesesuaian dengan nilai 164.97

h. Pengadilan Negeri Prabumulih

Monitoring implementasi SIPP (MIS) statistic perkara pada SIPP Tahun 2020 

yaitu rasio perkara 86%. Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan evaluasi 

Implementasi SIPP dan diakhir Tahun 2020 mendapatkan peringkat ke 7 dari 

10 Pengadilan Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang dan juga 

mendapatkan peringkat ke 192 dari 382 Pengadilan Se Indonesia. i.

i. Pengadilan Negeri Pagaralam

Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri 

Pagaralam telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana mapun 

perdata yang dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 4.1.1 yang beralamat di 

http://sipp.pn.paqaralam.qo.id dengan peningkatan bandwith internet 

dedicated 50 Mbps. Pada Akhir Tahun 2020 dalam evaluasi implementasi SIPP 

Pengadilan Tingkat Pertama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, 

Pengadilan Negeri Pagaralam menduduki peringkat ke lima dengan jumlah 

total 963.70 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja nilai 148.85, 

kepatuhan dengan nilai 503.89 kelengkapan dengan nilai 145.91 dan 

kesesuian dengan nilai 165.05.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang

http://sipp.pn-iahat.go.id
http://sipp.pn-iahat.go.id
http://sipp.pn.paqaralam.qo.id


j .  Pengadilan  N egeri Pangkalan  Balai

Penerapan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Pekara) di Pengadilan 

Negeri Pangkalan Balai pada Tahun 2020 sudah semakin baik. Dari hasil 

evaluasi yang diiakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 

Tahun 2020, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan nilai sebesar 

978.63 poin. Nilai tersebut menempatkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 

pada peringkat ke 63 secara nasional dan peringkat ke 4 dalam regional 

Sumatera Selatan.
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN 
PUBLIK

OPengadilan Tinggi Palembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Palembang

0711 311666, 352900

ptpalem ba ng@gmail.com

www. pt-pa lemba ng.go.id

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi 

penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan 

atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan 

pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudan untuk 

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat 

dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan 

mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan 

hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan 

kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik;
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agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat daiam 

penyelengaaran pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik 

serta pelayanan administratif yang diatur daiam perundang-undangan. Untuk menjamin 

kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung 

jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, 

pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau 

yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada 

tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai 

tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaiuasi terhadap pelaksanaan tugas dari 

penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan 

lembaga atau pejabatyang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk 

mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar 

pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaiuasi penyelenggaraan pelayanan 

publik; dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik 

di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain daiam bentuk 

penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan 

ketentuan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dan daiam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; penyelenggara 

berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama tersebut kepada 

masyarakat; tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama 

sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada 

penyelenggara; informasi terkait identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai 

penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang 

jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan penyelenggara dan pihak lain mempunyai 

kewajiban untuk mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung 

keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, 

laman, e-mail, dan kotak pengaduan. Pihak lain yang dimaksud daiam hal ini wajib 

berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama 

yang diselenggarakan tidak menambah beban bagi masyarakat serta daiam rangka untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik.
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Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh 

penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan 

masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; 

sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk 

pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan 

internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan 

pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk 

memberikan rasa aman, bebasdari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja 

pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan 

penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai 

pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen 

mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari 

harapan masyarakat.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja 

Peradilan Indonesia yang prima (Indonesian Court Performance Excellent -  

ICPE). Untuk mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul /  

prima melaiui peniiaian terhadap 7 (tu juh ) kriteria yaitu :

a. Kepemimpinan (Leadership)

b. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

c. Fokus Pelanggan {Customer Focus)

d. Manajemen Sumber Daya {Resources Management)

e. Proses Manajemen {Management Process)

f. Sistem Dokumen {Document System)

g. Hasil Kerja (Performance Result)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan 

peniiaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Laporan Pehksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PTSP merupakan singkatan dari (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang 

pengertianya adalah suatu kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan 

berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi 

yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 

dilakukan daiam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

pemerintah daiam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good 

Governance/kepemerintahan yang baik.

1. D asar Hukum

Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM).

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman 

Modal.

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman 

Modal Daiam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Daiam Negeri 

melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

4. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan 

untuk Penanaman Modal di Bidang.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 

tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas daiam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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Mahkamah Agung RI dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya 

menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara 

menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). 

Melalui PTSP ini Mahkamah Agung RI ingin memberikan pelayanan prima dalam hal 

pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai 

akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud 

keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan 

PTSP tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 

Agung sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia 

telah mengeiuarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 

tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) di lingkungan Peradilan Umum. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan 

untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 

dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan 

melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip- 

prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, 

dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan meliputi seluruh pelayanan 

administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur 

dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia IMomor 1- 

144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang 

berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi, 

nepotisme

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud 

dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau 

kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap 

seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut: 

a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
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b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk 

setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk 

pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.

c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan 

berkas/dokumen ke backoffice untuk diproes sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh 

Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh 

sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka 

haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus 

dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara Iain sebagai berikut:

a. Memahami standar layanan pengadilan, prosedur administasi maupun prosedur 

beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan.

b. Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, 

peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

RI.

c. Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, 

peraturan, keputuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI

d. Memilki kemampuan mengoperasikan computer.

e. Memiiiki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah serta 

penampilan rapi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

1. Pengadilan Tinggi Paiembang

Pengadilan Tinggi Palembang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 

3.5 Palembang, Sumatera Selatan, 30151. Pelayanan terpadu satu pintu pada 

Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan sebagaimana mestinya yang 

didukung dengan perangkat computer untuk bagian kepaniteraan dan bagian 

kesekretariatan. Setiap pencari keadilan yang ke Pengadilan Tinggi Palembang 

melapor ke PTSP dalam hal keperluan yang. Ruangan PTSP dilengkapi dengan 

pojok informasi yang berguna sebagai informasi yang ada di Pengadilan Tinggi 

Palembang seperti SIPP, SIWAS, Website Pengadilan Negeri Se Sumatera 

Selatan.
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Gambar V .B .l

PTSP Peng ad i Ian Tinggi Palembang

2. Pengadilan  N egeri Palem bang

Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai 

No.16 Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I, 

Kota Palembang Sumatera Selatan. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

berfungsi sebagai tempat para pencari keadilan yang ingin mengetahui perkara 

yang sedang berjalan dan/atau perkara yang belum berjalan di persidangan 

juga sebagai informasi kepada masyarakat umum untuk mencari informasi 

seputar Pengadilan Negeri Palembang, serta terpusatnya pelayanan 

administrasi Pengadilan Negeri Palembang mulai dari pelayanan surat masuk 

dari Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan 

Perdata, Kepaniteraa Pidana, Kepaniteraa Tipikor, dan Kepaniteraa PHI, semua 

telah di pusatkan pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meja 

informasi dilengkapi dengan layar televisi imformasi mengenai informasi jadwal 

sidang, peraturan di ruang sidang, video gugatan sederhana. Layar antrian 

pelayanan PTSP beserta mesin antrian untuk mencetak nomor antrian, layar 

touchscreen untuk survey atas pelayanan di meja PTSP Pengadilan Negeri 

Palembang.
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Gam barV,B.2

PTSP Peng ad i Ian Negeri Palembang

3. Pengadilan  N egeri Lubuk Linggau

Pengadiian Negeri Lubuk Linggau yang beralamat di lalan Depati Said 

No. 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Seiatan 31616. 4

Gambar V.B.3

PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

4. Pengadiian Negeri Sekayu
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Pengadilan Negeri Sekayu yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485, 

Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711. 

Daiam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadiian 

guna mewujudkan peiayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan 

terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem 

peiayanan tersebut adaiah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi 

daiam satu kesatuan proses dimuiai dari tahap awal sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Wujud 

keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap 

penerapan PTSP tersebut di la kukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi 

Dan Pengadilan Negeri. Adapun tujuan dari PTSP adaiah Mewujudkan proses 

pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti 

korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan 

administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri sebagaimana diatur daiam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Penyelenggaraan 

PTSP Pengadilan Negeri Sekayu KelasII dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pidana, 

Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, serta Subbagian Umum dan 

Keuangan.
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Gambar V.B.4

PTSP Pengadilan Negeri Sekayu

5. Pengadilan Negeri Muaraenim

PTSP adaiah peiayanan secara terintegrasi da lam satu kesatuan proses 

dimuiai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk peiayanan 

pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adaiah mewujudkan proses 

peiayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang 

telah di tetapkan. Serta memberikan peiayanan yang prima, akuntabel, dan anti 

korupsi, kolusi, nepotisme.

Gambar V.B.5

PTSP Pengadilan Negeri Muaraenim
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6 . Pengadilan  N egeri Kayuagung

Pengadilan IMegeri Kayuagung yang beraiamat di Jalan Letnan Muchtar 

Saieh No, 119. Kota Kayuagung Paku, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan 

Komering. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur 

dan terjangkau, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menerapkan pelayanan 

terpadu satu pintu (PTSP). Penerapan pelayanan terpadu satu pintu ini 

didasarkan Surat Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/201S tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam menunjang 

proses bisnis yang berjalan di setiap bagian yaitu untuk bagian umum dan 

keuangan, kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda perdata dan 

kepaniteraan muda hokum, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah 

memaksimalkan aplikasi PTSP+ versi 2.2.-2 (terbaru) yang diluncurkan oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, 7

Gambar V.B.6

Pelayanaan Terpadu Pengadilan Negeri Kayuagung

7. Pengadilan Negeri Baturaja

Pengadilan Negeri Baturaja yang beraiamat di 3alan HS.Simajuntak No. 

0792, Baturaja Lama Tim,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 

32121 merupakan Pengadilan Kelas II  yang ada diwilayah Hukum Pengadilan
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Tinggi Palembang. Bagian depan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdiri dari 

loket pelayanan kepaniteraan pidana, kepaniteraan hokum, kepaniteraan 

perdata dan loket pelayanan umum. Bagian kanan PTSP Pengadilan Negeri 

Baturaja terdiri dari loket meja informasi dan pengaduan, loket pelayanan 

perkara perdata secara elektronik atau pojok pelayanan E-court, pada meja 

informasi terdapat mesin antrian PTSP serta perangkat audio peringatan anti 

gratifikasi.

Gambar V.B.7

Pelayanaan Terpadu Pengadilan Negeri Baturaja

Pada bagian kiri ruang PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdapat ruang 

tunggu pelayanan PTSP serta adanya meja inzaghe untuk memeriksa berkas 

perkara perdata, anjungan android sistem untuk pelayanan informasi 

pengadilan, terdapat monitor layanan informasi dan produk pelayanan hukum 

Pengadilan Negeri Baturaja. Pada bagian sisi kanan ruang tunggu PTSP terdapat 

android sistem untuk pencarian informasi Pengadilan Negeri Baturaja serta 2 

(dua) buah computer yang dapat digunakan untuk pelayanan pencarian data 

SIPP web bagi masyarakat, untuk pengisian atau pendaftaran surat keterangan 

pada aplikasi eraterang, untuk pengisian pendaftaran perkara secara elektronik 

atau pendaftaran melalui aplikasi E-court dan dapat juga digunakan oleh 

masyarakat untuk pencarian data putusan pada direktori putusan Mahkamah 

Agung RI.
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8 . Pengadilan Negeri Lahat

Pengadilan Negeri Lahat yang beraiamatdi jalan H. Burlian, BandarJaya, 

Bandar, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31412.

Penerapan PTSP PENGADILAN NEGERI LAHAT tujuan untuk:

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

2) Memberikan peiayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, koiusi, 

nepotisme.

Selain itu, aspek penting diiaksanakannya program PTSP Pengadilan 

Negeri Lahat ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam 

rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang 

diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang 

mencari keadiian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 9

Gambar V.B.8

PTSP Pengadilan Negeri Lahat

9. Pengadilan Negeri Prabumulih

Pengadilan Negeri Prabumulih yang beralamat di Jalan Sudirman KM 12, 

Sindur, Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31144. Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadiian guna 

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan

Laporan Peiaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. perubahan sistem 

peiayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi 

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui 

satu pintu.Berdasarkan SK Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 

Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri Prabumulih sudah menerapkan sistem 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP bertujuan:

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur 

sesuai dengan standaryang telah ditetapkan.

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi 

dan nepotisme

Gambar V.B.9

PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih

10. Pengadilan Negeri Pagaralam

Pengadilan Negeri Pagaralam yang beralamat di Kompleks perkantoran 

Gunung Gare, Dempo Makmur, Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera 

Selatan 31581. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 

proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah
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mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai 

dengan standar yang telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang 

prima, akuntabei, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pada tanggai 22 Mei 

2018 bertempatdi Pengadilan Negeri Sekayu, Direktur3enderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka, Pengadilan Negeri Pagar Alam 

telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, 

pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSPjuga terdapat layanan meja 

informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum 

dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang 

ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja 

kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik 

permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding 

atau kasasi dan layanan-layananan lain yang berhubungan dengan 

kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima 

pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan 

izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang

bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan 

yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan 

layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP 

pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran 

pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, 

permohonan keterangan data perkara, permohonana surat keterangan tidak 

tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layananan 

lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.
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Gambar V.B.10

Mesin antrisn PTSP Pengadilan Negeri Pagaralam

11. Pengadilan Negeri Pangkalanbaiai

Pengadilan IMegeri Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan HM.Asyik KM 

16 Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindaklanjuti 

keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/D3U/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu 

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri 

Pangkalan Balai terus berupaya meningkatkan mutu Pelayanan Satu Pintu 

(PTSP) termasuk standar kenyamanan, Hal ini juga didukung oleh komitmen 

bersama antara pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta 

jajarannya.
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Gambar V .B . l l

PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi dalam suatu Instansi atau Pengadilan sangat diperlukan karena dengan adanya 

inovasi akan menjadikan Pengadilan tersebut lebih maju dari Pengadilan lain. Baik dalam 

hal pelayanan dan kreatifitas dari suatu Pengadilan tersebut.

Inovasi Pelayanan Pubiik yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri 

Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Pengadilan Tinggi Palembang

a. ADIT = Aplikasi Display TV Informasi Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memberikan informasi tentang Keadaan Pengadilan 

Tinggi Palembang baik yang berisi data seluruh ASN di Pengadilan Tinggi 

Palembang, Informasi perkara, Kegiatan Pengadilan dan lain sebagainya. Disisi 

lain Pengadilan Tinggi juga memberikan informasi melalui website Pengadilan 

Tinggi Palembang, Media Sosial berupa Facebook Pengadilan Tinggi Palembang, 

Instagram Pengadilan Tinggi Palembang
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Gambar V .C .l

TV informasi Pengadilan Tinggi Palembang

b. Pojok E-court

Pojok e-court Pengadilan berisi informasi mengenai e-court, website 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan IMegeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 

Palembang, informasi mengenai Sistem Informasi Pengawasan dan lain

sebagainya.

Gambar V.C.2

Pojok e-court Pengadilan Tinggi Palembang
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c. Aplikasi e-LEKSI (Elektronik Laporan Hasil Evaluasi & Kertas Kerja Evaluasi 

SAKIP)

Aplikasi Pengelolaan Dokumen SAKIP Pengadilan Tk. Pertama & 

Evaluasi Implementasi SAKIP. Digunakan untuk pengarsipan secara digital 

dokumen SAKIP Pengadilan Tk. Pertama dan Penilaian Evaluasi 

Implementasi SAKIP Pengadilan Tk. Pertama yang dilakukan oleh Tim 

Evaluator Pengadilan Tk. Banding berbasis elektronik.

Gambar V.C.3

Aplikasi E-leksi Pengadilan Tinggi Palembang

d. Aplikasi SI-AKSI ( Sistem Informasi Biaya Hak Redaksi)

Aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan Biaya Hak 

Redaksi atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) baik yang 

berasal dari berkas yang telah diputus maupun pembuatan Berita Acara 

penyumpahan advokat pada Pengadilan Tinggi Palembang agar 

pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dapat 

dilaksanakan tepat waktu walaupun di masa pandemi seperti saat ini.
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GambarV.C,4

Aplikasi Si-Aksi Pengadilan Tinggi Palembang

e. Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Dokumen Keuangan)

Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan dokumen sumber pelaporan keuangan wilayah untuk 

penyusunan laporan keuangan pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku 

koordinator wilayah (UAPPA-W) untuk Dipa 01 dan Dipa 03.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



f. Aplikasi e SARI (Elektronik Sitem Arsip Internal )

Gambar V.C.6

Aplikasi e-sari Pengadilan Tinggi Palembang

Aplikasi yang digunakan menyimpan arsip internal berupa aturan ataupun 

SK-SK internal Kantor Pengadilan Tinggi Palembang secara Elekronik yang 

melalui penambahan fitur pada Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga 

memudahkan dan mepercepat seluruh warga Pengadilan Tinggi Palembang 

untuk mengakses aturan internal terkait pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi 

Palembang

g. Aplikasi Trabei Negara 01 -  03

(Transparansi Realisasi Anggaran Belanja Dipa 01 - 03 Pengadilan Negeri 

Se-Sumatera Selatan). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah 

pengumpulan data realisasi anggaran belanja dari Dipa 01 dan 03 dari satker- 

satker Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan dan untuk mendukung 

terwujudnya keterbukaan informasi public dengan Transparansi Layanan 

Informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja terhadap 

masyarakat pada Pengadilan Tinggi.
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Gambar V.C.7

Aplikasi Trabel Negara Pengadilan Tinggi Palembang

2. Pengadilan Negeri Palembang

Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

a. Aplikasi Antrian PTSP

Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan antrian pelayanan pada meja 

PTSP (Pidana,Tipikor,Perdata,PHI,Hukum) melaiui Aplikasi yang dapat 

mempermudah dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan di meja PTSP 

sesuai nomor urutan yang keluar pada mesin cetak otomatis, sehingga pelayanan 

lebih tertib, mudah, dan nyaman.
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Gambar V.C.8

Counter 5 - PT1T

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Palembang

b. Aplikasi Survey Pelayanan Meja PTSP

Aplikasi ini memberikan kesan terhadap peiayanan meja PTSP berupa 

sangat puas,puas, cukup puas, dan tidak puas yang mana hasil kepuasan publik 

ini dapat dicetak dalam bentuk laporan buianan.

Gambar V.C.9

Survey Pelayanan Meja PTSP Pengadilan Negeri Palembang
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c. Audio Gratifikasi

Audio anti Grativikasi merupakan komitmen pelayanan publik yang 

mengingatkan pada warga Pengadilan Negeri Palembang dan masyarakat 

umum untuk anti gratifikasi daiam mewujudkan Wilayah WBK /  WBBM.

A udio Peringatan A nti G ratifikasi

ik j
Surat Edaram Sekrctaris Mahkamah Agung Reputtik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 

iJiMtiJkMilliklllMok'i! lll iii 1 ULk'.liiUlU ItJl 1 4 >ll4«» U. - 4 . I* t i , i. » , ...rl F 1 i l l  rf*''n v r T' w v  ' r * '

A udio  A n ti G r«  ti fA a U  (p** 2  Jam )

Anti Gratifikasi (2 jam  sekali)

n  A n ti G r« t if ik a t l V

Anti Gratifikasi Sebclum Persidangan (Perempuan)
P v o n g a U n  in  p u U t t t b r tu m  p o  v d a n f r m  d m u U i  S U M a i  t r i m  lo

Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Laki-laki)

Gambar V.C.10

Audio Peringatari anti gratifikasi Pengadilan Negeri Palembang

h. Hotline Pengadilan Negeri Palembang

Layanan hotline ini di buat untuk memberikan informasi bagi pengguna 

jasa layanan pengadilan dengan cepat dan tepat daiam hal para pihak 

membutuhkan informasi untuk kebutuhan mereka, sebaliknya pihak Pengadilan 

Negeri Palembang memberikan informasi yang dianggap perlu kepada para 

pihak, seperti untuk pelaksanaan e-Court para pihak dapat menanyakan 

kendala baik teknis atau persidangan, dan Hakim disamping fitur catatan daiam 

e-Court dapat menyampaikan informasi atau berita yang sempat terlewatkan 

untuk dikomunikasikan kepada pihak baik putusan sela, intervensi, 

pemeriksaan setempat, dan lainnya. Pengelola Hotline sifatnya fleksibel yang 

ditujukan risk manajemen sidang e-Court dan sekaligus pendeteksi kendala 

yang dihadapi oleh pihak berperkara daiam pelaksanaan e-Court. Dari layanan 

Hotline metode yang digunakan salah satunya yaitu SMS, dimana pengguna 

jasa layanan pengadilan yang tidak mempunyai paket data internet dapat 

bertanya melaiui sms yang akan dijawab oleh operator Hotline yang ditunjuk 

dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
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Gambar V .C .ll

Hotline Pengadilan Negeri Palembang

i. WA Gateway (Sibangjaya)

WA gateway : Dari layanan Hotline metode yang digunakan saiah 

satunya yaitu Wa gateway yang diberi nama ".SiBangJayo" Sistem 

Informasi PN Palembang Jawab Apa Saja. dimana setiap pertanyaan yang 

diajukan melalui Wa akan dijawab secara otomatis oleh sistem dan terekam
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2 . Pengadilan N egeri Lubuklinggau

Dalam rangka meningkatkan pelayanan public, Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

melakukan penerapan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang 

mempermudah aparat penege hukum dalam mengajukan permohonan layanan 

ke

1. Inovasi E-SKM yaitu Aplikasi berbasis Web Survei Kepuasan Masyarakat 

secara elektronik

Pengadilan Negeri Lubuklinggau,

3k« .^k.b*nQ.. Via . d.no parfa .n. . <

il> - 11/l'II.IVAIIVfVII II9
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Gambar V.C.13

Virtual Asistant Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 1
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Gambar V.C.14

Halaman awal aplikasi e-skm Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

3. Pengadilan Negeri Sekayu

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi 

dan percepatan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sekayu serta 

peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu, maka perlu 

adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut. Berikut beberapa inovasi dikembangkan oleh tim IT di 

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II  :

a. Aplikasi Sipinter (Sistem Pelayanan Pidana Terpadu)

Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (Sipinter) merupakan 

Pengembangan dari Aplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SPPT). 

Sipinter merupakan sebuah aplikasi yang dipasang di hosting internet 

untuk memberikan pelayanan kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri 

Sekayu.

Gambar V.C.15 

Beranda Aplikasi SIPINTER

Pengadilan Negeri Sekayu memiliki wilayah hukum yang cukup luas 

yakni 14.477 KM2, sehingga jarak tempuh dari pemohon ke Pengadilan 

Negeri Sekayu relatif jauh dan waktu tempuh juga lama, jalan yang dilalui 

juga terdiri dari jalan rusak dan jalan tanah, hal ini memperbesar resiko
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diperjalanan, instansi pengguna layanan Kepaniteraan Muda Pidana terdiri

dari : 

l. Polres Musi Banyuasin 8. Polsek Babat Supat

2. Polsek Sekayu 9. Polsek Lais

3. Polsek Babat Toman 10. Polsek Bayung Lencir

4. Polsek Sanga Desa l l . Polsek Sungai Keruh

5. Polsek Keluang 12. Polsek Batang Hari Leko

6. Polsek Tungkal Jaya 13. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

7. Polsek Sungai Lilin 14. Lembaga Pemasyarakatan Sekayu

Dimana para pengguna dari kepolisian dapat mengajukan

permohonan sehubungan dengan :

1. Persetujuan/izin penyitaan

2. Persetujuan/izin penggeledahan

3. Perpanjangan Pena ha nan

4. Penetapan diversi

Dengan adanya aplikasi SIPINTER ini maka para pemohon atau pengguna 

aplikasi dapat langsung mengajukan permohonan meiaiui aplikasi dan akan di 

proses dan divalidasi melalui aplikasi tersebut

b. Aplikasi Antrian Sidang

Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan 

perkara, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di 

Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2019 adalah :

1 . Perkara Pidana Biasa : 639

2. Perkara Pidana Anak : 25

3. Perkara Perdata Gugatan : 24

4. Perkara Perdata Gugatan Sederhana : 63

5. Perkara Permohonan : 9

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses 

persidangan juga dibuat aplikasi antrian sidang, sehingga dalam 

memberikan pelayanan masyarakat mengetahui kapan perkara tersebut 

akan disidangkan. Dimana rata-rata dalam 1 (satu) hari majelis hakim 

menyidangkan 15-20 perkara.
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Gambar V.C.16 

Aplikasi Antrian Sidang

c. Aplikasi Survey Harian Kepuasan Masyarakat

Aplikasi yang mempermudah petugas pelayanan PTSP dalam mengetahui 

kepuasan masyarakat dalam penggunaan pelayanan PTSP yang mereka 

dapat.
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Gambar V.C.17 

Aplikasi Survey Kepuasan
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d. Tanda Tangan Elektronik

Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan 

memanfaatkan teknologi seperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk 

meng upload dokumen secara elektronik kemudian Pengadilan Negeri 

Sekayu juga mengoptimalkan pelayanan dengan cara menerapkan Tanda 

Tangan Elektonik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2 PP 

No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Serta 

Peraturan OJK No 77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen yang 

dihasilkan akan ditandatangi secara elektronik oleh Pengadilan Negeri 

Sekayu yang telah tersertifikasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknoligi ) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum 

yang sama dengan dokumen yang di tandatangani secara konvensional.

Gambar V.C.18

Dokumen yang ditandatangani secara elektronik Pengadilan Negeri Sekayu 4

4. Pengadilan Negeri Kayuagung

Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kayuagung

a. Sterilisasi Area

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

dibutuhkan sebuah design tata ruang kantor yang dapat menjamin hal 

tersebut. Penataan tata ruang yang tepat dan nyaman membantu 

Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menghilangkan praktek suap, pungli 

dan gratifikasi. Tata ruang ini disebut Sterilisasi Area. Dengan 

mengoptimalkan bentuk/design kantor yang ada akses masuk ke setiap
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ruangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak bisa bebas seperti biasanya. 

Akses masuk pengunjung sidang dan para pencari keadilan (pengguna 

layanan PTSP) sudah dibedakan kemudian untuk tamu yang akan menemui 

hakim ataupun pegawai sudah disediakan ruang tamu terbuka yaitu dengan 

mencatat biodata pada buku tamu kemudian diberi kalung tanda pengenal 

dan diantar oleh petugas keamanan menuju ruang tamu terbuka melalui 

pintu yang difasilitasi oieh access fingerprint. Seianjutnya untuk mencegah 

praktik korupsi telah disediakan lemari penitipan barang dan box gratifikasi.

b. Sistem Antrian Sidang

Daiam menjaiankan proses persidangan Pengadilan Negeri Kayu 

Agung telah memiliki aplikasi sistem antrian sidang, Berikut ini prosedur 

pemanggilan sidang di Pengadilan IMegeri Kayu Agung :

a) Petugas Meja Informasi /  operator Mendata Pihak yang telah hadir 

sesuai laporan yang masuk di meja informasi dengan aplikasi Rol 

Sidang

b) Sidang pada Nomor Perkara yang telah diabsensi akan menampilkan 

status Siap Sidang .

c) Panggilan Sidang akan berbunyi dan memanggil Majelis, dan Pihak 

untuk memasuki ruang sidang sesuai jadwal persidangan di SIPP.

d) Panggilan Sidang hanya bisa dilakukan di daiam ruang yang sama 

apabila sidang sebelumnya telah dinyatakan selesai.

b, Pojok E-Court

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna 

lainnya untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksir 

biaya perkara secara online, pemanggilan sidang yang dilakukan secara 

elektronik dan persidangan secara elektronik. Pengadilan Negeri Kayu 

Agung berinisiatif untuk membuat pojok e-court. Pojok e-court ini 

bertujuan untuk membantu para advokat dan pengguna lainnya untuk 

mendaftarkan akun dan perkara secara elektronik. Walaupun dari segi 

fasilitas hanya sebatas memanfaatkan barang inventaris yang ada pojok 

e-court ini telah banyak dimanfaatkan oleh para advokat dan penggula 

lainnya daiam berproses perkara melalui e-court. Pojok e-court ini akan 

selalu diperbarui menyesuaikan anggaran yang ada pada Pengadilan 

Negeri Kayu Agung.
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c. Survei Kepuasan Masyarakat Online (SKM Online)

Saat ini Pengadilan IMegeri Kayu Agung memiliki aplikasi Survei 

Kepuasan Masyarakat secara online. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis 

web mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi IMomor 14 Tahun2017. SKM online ini akan 

menghasilkan laporan secara terperinci mengenai Nilai Interval, Nilai 

Interval Konversi, Mutu Pelayanan sampai Kinerja Unit Pelayanan yang 

semuanya bermuara pada Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan 

menggunakan pengukuran Skala Likert dan dengan perhitungan yang 

komprehensif sehingga dapat menjadi acuan untuk satker dalam 

mengambil langkah-langkah pembenahan apabila terdapat hal-hal yang 

kurang dalam performa pelayanan yang dibagi dalam 9 Unsur 

Pelayanan.

Daftar pertanyaan yang disajikan dalam aplikasi ini pada mode kuisioner 

dapat sepenuhnya dikontrol oleh administrator dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 14 Tahun 2017. begitupun juga dengan opsi ketidak 

puasan pelanggan/pengguna layanan. Aplikasi ini dapat di akses pada 

alamat http://e-skm.pn-kavuaQuna.QO.id/

d. Survey Harian Elektronik

Survey harian elektronik ini digunakan untuk menilai pelayanan

sehari-hari Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada masyarakat. Terdapat

4 kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Puas

2. Puas

3. Tidak Puas

4. Sangat Tidak Puas
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Gambar V.C.19

Survey Harian Pengadilan Negeri Kayuagung

e. Si Alip (Sistem Informasi Apiikasi Layanan Informasi Pengadilan)

Si Alip merupakan apiikasi virtual assistant yaitu berupa layanan 

informasi yang dapat membantu pengguna untuk memperoleh informasi 

mengenai layanan yang tersedia di Pengadilan Negeri Kayu Agung secara 

mudah, cepat, efisien dan transparan. Pengembangan apiikasi Si Alip 

dilatar belakangi oleh kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Kayu Agung yang meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Ogan Ilir 

dan kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana di kedua wilayah kabupaten 

tersebut terdapat daerah yang berjarak sangat jauh dari Gedung 

Pengadilan Negeri Kayu Agung, sehingga cukup merasa kesulitan untuk 

memperoleh informasi khususnya mengenani layanan yang ada di 

pengadilan. Didasarkan atas permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri 

Kayu Agung kemudian melakukan inovasi berupa peluncuran virtual 

assistant yang disebut Si Alip yang dapat diakses secara mudah melalui 

apiikasi Whatsapp Messenger dengan nomor 085267675166. Di mana 

masyarakat yang membutuhkan informasi cukup mengetikan kata "Halo" 

dan selanjutnya apiikasi Si Alip akan memandu untuk memberikan 

informasi mengenai info tilang, info surat keterangan, info agenda sidang, 

info e-Court, info panjar biaya perkara, info perkara, info jadwal sidang 

dan info biaya perkara.
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f. Permohonan Izin Penyitaan, Izin Penggeledahan dan Perpanjangan 

Penahanan Secara Online Berbasis Surat Elektronik (e-mail)

Pengembangan inovasi permohonan izin penyitaan, izin 

penggeledahan dan penahanan berbasis e-mail berawal ketika munculnya 

Pandemi Covid-19 yang membatasi segala bentuk aktivitas yang 

berhubungan dengan adanya kontak secara fisik. Hal ini tentunya turut 

berdampak kepada pemberian layanan pengadilan, yang dalam hal ini 

khususnya mengenai pemberian pelayanan untuk izin penyitaan, izin 

penggeledahan dan penahanan. Di mana semula pihak yang 

membutuhkan layanan ini diwajibkan untuk datang langsung ke 

Pengadilan dengan membawa dokumen-dokumen yang menjadi 

persyaratan yang diserahkan melalui bagian PTSP. Akan tetapi melalui 

inovasi ini, layanan tersebut dapat diproses hanya dengan pengiriman 

dokumen secara elektronik melalui e-mail.

g. Kompensasi dan Tanda Terima Kasih Bagi Penerima Layanan serta 

Penerapan Reward and Punishment Bagi Pelaksana Layanan

Berkenaan dengan inovasi kompensasi dan tanda terima kasih 

bagi penerima layanan dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap 

komitmen Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memberikan pelayanan 

yang prima, berkualitas dan berkeadilan ke pada masyarakat di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung. Inovasi ini ditujukan agar 

masyarakat memperoleh pelayanan sebagai mana stand a r yang telah 

ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sedangkan inovasi reward and punishment bagi pelaksana layanan 

dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dari Pengadilan Negeri Kayu Agung 

terhadap para Aparatur Pelaksana Layanan yang menunjukan kinerja 

yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

umum. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi para Aparatur 

Pelaksana Layanan agar dapat terus menerus memberikan pelayanan 

yang prima dan berkualitas kepada Para Pengguna layanan di Pengadilan 

Negeri Kayu Agung. Pemberian kompensasi dilaksanakan dengan 

memperhatikan kondisi berupa adanya pelayanan yang dilaksanakan 

tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada, kompensasi yang 

diberika berupa "Bebas Antrian" dan "Souvenir" Sedangkan untuk
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pemberian tanda terima kasih diberikan terhadap penerima iayanan yang 

telah berpartisipasi aktif dalam pengisian survei ataupun testimoni 

berkaitan dengan pelayanan yang teiah diberikan, tanda terima kasih 

tersebut berupa "Souvenir". Pemberian Reward dilaksanakan dengan 

memperhatikan kondisi yaitu adanya kepuasan bagi penerima Iayanan 

yang dibuktikan melalui peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM), hasil monitoring dan evaluasi dari Pejabat Pengelola PTSP, dan 

Survei. Tidak terdapatnya komplain yang diterima oleh pelaksana 

Iayanan, baik dari sisi waktu, kualitas Iayanan, kompetensi, keberadaan 

pelaksana, dan kesesuaian hasil produk Iayanan. Serta adanya pelaksana 

Iayanan yang mampu menciptakan inovasi Iayanan yang berbasis 

Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kemudahan kualitas 

pelayanan. Ada pun bentuk reward yang diperlukan yaitu kenaikan nilai 

Sasaran Kinerja Pegawai dan adanya piagam penghargaan dari Ketua 

Pengadilan IMegeri Kayu Agung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang 

baik. Sedangkan pemberian Punishment dilaksanakan dengan adanya 

beberapa kondisi seperti adanya komplain yang diterima oleh pelaksana 

Iayanan, produk Iayanan atau informasi yang diberikan tidak sesuai 

dengan prosedur, dan adanya gratifikasi yang diterima oleh pelaksana 

Iayanan dari pengguna Iayanan. Bentuk Punishment yang diterapkan 

berupa teguran lisan/ tertulis dari atasan langsung dan/atau pemberian 

hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. e-SKP (Elektronik Sasaran Kerja Pegawai)

e-SKP merupakan sebuah Iayanan penetapan dan pengukuran 

kinerja pegawai secara elektronik berbasis web. Inovasi ini diciptakan 

sebagai sebuah karya atau produk dari Aksi Perubahan pada Diklat 

Kepemimpinan Pengawasan (PKP) yang diikuti salah satu pegawai 

Pengadilan IMegeri Kayu Agung. Di mana Pengadilan Negeri Kayu Agung 

dalam hal ini sebagai pelopor pertama yang mengimplementasikan 

sebuah aplikasi berbasis web dalam menetapkan dan mengukur sasaran 

kerja pegawai. Adapun kondisi yang meiatarbeiakangi dibentuknya 

inovasi ini yaitu di mana selama ini pengukuran kinerja hanya dapat 

dilakukan setahun sekaii namun dengan adanya inovasi ini Pengukuran 

Sasaran Kerja Pegawai dapat dilaksanakan setiap periode yakni per bulan,
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per triwulan, per semester dan per tahun. Aplikasi ini dapat diakses pada 

alamat website https://skp.pn-kavuaaung.ao.id/

5 . Pengadilan Negeri M uaraenim

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan 

perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih 

sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. 

Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha 

memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat beberapa 

inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna 

peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung

Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para 

pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan 

PTSP menjadi lebih tertib.

GambarV.C.20

Sanjung (system antrian pengunjung) Pengadilan Negeri Muara enim
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2. Aplikasi Antrian Sidang

Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan pelaksanaan 

sidang. Jadwal dan ruang sidang akan ditentukan di aplikasi ini, sehingga 

pelaksanaan sidang menjadi lebih tertib.

Gambar V.C.21

Aplikasi antrian sidang Pengadilan Negeri Muara enim

3. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat

Aplikasi ini dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat /  

pengguna peradilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan 

Negeri Muara Enim. Adanya survei ini juga dapat mendorong partisipasi 

masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan. Bagi instansi Pengadilan 

Negeri Muara Enim survey ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi pelayanan publik. 

Survey Kepuasan Masyarakat ini dibuat berbasis elektronik, berupa 

kuesioner yang disusun sesuai dengan Peraturan menpan Nomor 14 tahun 

2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.
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Gambar V.C.22

Kuisioner Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara enim

4. Televisi Informasi

Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung yang datang ke 

Pengadilan Negeri Muara Enim, maka dibuatlah suatu innovasi yaitu televisi 

informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya panjar perkara, profit Pengadilan 

Negeri Muara Enim, SOP Pelayanan PTSP.

P N G K A P I  I J K N R A N  A F I . I K A S I  P K f- iA N G V .il I -A N  A N T H 1 A H

i l a n  N e g e r i  M u a r a  E n im ,  Jolan -lenderal Ahm ad Vani No. 17 A M uara fcn»m avau.T«V p^»>
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Gambar V.C.23

TV Informasi Pengadilan Negeri Muara enim

6. Pengadilan Negeri Baturaja

Dalam Melayani Masyarakat Pencari Keadilan, Khususnya Diwilayah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pengadilan Negeri Baturaja Telah 

Melakukan Upaya-Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Teknologi 

Informasi, Saat Ini Pengadilan Negeri Telah Mempunyai 5 Sistem Informasi 

Yang Berbasis Teknologi Informasi Diantaranya :

1. Aplikasi Sandra (Smart Asisten Data Perkara)

Sandra Melupakan Layanan Aplikasi Chat Bot WA /  Robot Penjawab 

Otomatis Melalui Layanan WhatsApp, Dimana Aplikasi ini beroperasi selama 

1 X 24 Jam setiap hari dan Diprogram untuk melayani masyarakat pencari 

keadilan dengan fungsi menggantikan operator pelayanan untuk menjawab 

secara otomatis permintaan informasi yang ditanyakan oleh masyarakat, 

sehingga meskipun diluar jam kerja masyarakat tan pa kesulitan 

mendapatkan informasi dengan mudah, cepat, murah dan praktis berikut 

tampilan layanan informasi yang bisa diperoleh melalui Sandra. Ketika 

Masyarakat Membutuhkan Informasi Masyarakat Da pat Melakukan Chat Ke 

Nomor Layanan Informasi Sandra di Nomor 082175962010, Seluruh 

Produk Produk Hukum Pelayanan Pengadilan Yang Ada Di Pengadilan 

Negeri Baturaja Ditampilkan Mulai Dari Tata Cara Prosedur Pembuatan 

Surat Keterangan Melalui Eraterang, Tatacara Mendaftaran Perkara Secara 

Onlie Melalui E-Court, Melihat Status Pendaftaran Perkara E-Court, Status 

Biaya Perkara E-Court, Tatacara Pengaduan Melalui Siwas dan Informasi 

Pelayanan Lainnya

Laporan Peiaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



Aha Bisa Member ikan Informasi 
Yang Kamu Butuhkan

S A N D R A  (S M A R T  A S IS T E N  DATA PE R KA R A)
A s is te n  V ir tu a l Yang D a p a t M e m b a n tu  M a s y a ra k a t 

U ntuk  D a p a t M e n g a kse s  k r fo rm a s i Perka ra ,

J a d w a l Sidang, B iaya  P e rka ra , [-C o u rt, ERATERANQ 

d a n  L a yanan  P e n g a d ila n  H e g e ri B a tu ra ja  La innya  

M e la lu i La yanan  W hatsA pp

Hubungl Sandra Dls/nl

Gambar V.C.24

Aplikasi Sandra Pengadilan Negeri Baturaja

2. Aplikasi Supel (Super Pengguna Layanan)

Supel Merupakan Aplikasi Layanan Survei Online Terkait Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik YangTelah Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri 

Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan Menpan RB Rl No 14 

Tahun 2017 dengan menggunakan 9 Unsur Pelayanan. Aplikasi Ini Sendiri Bisa 

Diakses Baik Melalui Aplikasi Sandra Melalui Layanan WA 082175962010 atau 

melalui link yang diletakkan diwebsite http://pn-baturaia.go.id atau dapat diakses 

langsung melalui link : http://114.5.196.62/supel baik melalui PC /  Komputer 

maupun melalui smartphone
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Gambar V.C.25

Aplikasi Supel Peng ad i Ian Negeri Baturaja

3. Aplikasi Superaksi (Survei Pengguna Layanan)

Superaksi Merupakan Aplikasi Layanan Survei Persepsi Anti Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan 

Menpan RB Rl dengan menggunakan 10 Indikator. Aplikasi Ini Sendiri Bisa Diakses 

Baik Meialui Aplikasi Sandra Meialui Layanan WA 082175962010 atau melalui link 

yang diletakkan diwebsite http://pn-baturaia.go.id atau dapat diakses langsung 

meialui link : http://114-5.196.62/superaksi baik meialui PC /  Komputer maupun 

meialui smartphone

Gambar V.C.26

Aplikasi Superaksi Pengadilan Negeri Baturaja
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4. Aplikasi Sisgra (Sistem Informasi Grafik Perkara)

Aplikasi yang terdiri dari menu persidangan, mediasi, barang bukti, 

penahanan, saksi, tuntutan, putusan, minutasi, pemberitahuan putusan, E- 

Court, Grafik Perkara Masuk, Grafik Perkara Putus, Grafik Perkara Minutasi 

dan Rasio Penyelesaian Perkara.
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Gambar V.C.27

Aplikasi SisgraPengadilan Negeri Baturaja

5. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini digunakan dan ditempatkan di ruang ptsp pengadilan negeri 

baturaja dimana pengunjung yang datang akan mendapatkan nomor antrian sesuai 

dengan masing masing keperluannya, loket pelayanan yangtersedia pada aplikasi ini 

yakni loket pelayanan pidana, hukum, perdata dan loket pelayanan umum. 

Pengunjung Akan Dipanggil Berdasarkan Nomor Antrian Sehingga Antrian Pelayanan 

Menjadi Lebih Tertib
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Gambar V.C.28

Antrian PTSP Pertgadilan Negeri Baturaja

7. Pengadilan Negeri Lahat

Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri lahat adalah sebagai berikut :

a. Panggilan sidang

Panggilan Sidang (merupakan sistem yang dibuat untuk panggilan 

terhadap sidang yang akan sebentar lagi akan berlangsung, sehingga para 

pihak (jaksa, hakim, pengacara, terdakwa serta pengunjung) bersiap 

melangsungkan persidangan), Tujuan adanya system ini yaitu : terciptanya 

persidangan yang tertib disiplin dan nyaman bagi pihak-pihak yang 

berperkara.

- Antrian Sc«rg Pengaa.im n i«nat

P en g ad ilan  N egeri Lahat

P i l i h  R u a n g  S id a n g

Tanggal: 21-03-2018
n« PotssM- Ed4 Suing pnun Quang S .u w  e-

R U A N G  SID A N G  1

R U A N G  SID A N G  2  -

R U A N G  S ID A N G  A N A K  -  (0 )

Gambar V.C.29
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Panggilan sidang Pengadilan Negeri Lahat

b. Survey Kepuasan Masyarakat

Alat Survei Kepuasan Masyarakat yang di sediakan dapat menjadi 

wadah yang efektif dan efisien bagi masyarakat, aplikasi juga telah 

memenuhi aspek GO Green karena mengurangi penggunaan kertas. 

Aplikasi tersebut juga dapat iangsung diiihat niiainya, untuk masyarakat 

yang puas dan tidak puas terhadap peiayanan, yang disertai kritik dan 

saran.

Gambar V.C.30 

SKM Pengadilan Negeri Lahat

c. Antrian sidang

Mesin Antirian di Pengadilan Negeri Lahat merupakan adopsi dari 

Bank BRI Lahat. Mesin antrian ini merupakan Hibah dari Bank BRI. 

Sistem Antrian ini diharapkan dapat mendukung kondisi yang rapi tertib 

dan kondusif.
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Gambar V.C.31

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Lahat

d. Papan Digital Perdata dan Pidana

Merupakan Papan Digital pengganti Papan Board inovasi dari 

Pelayanan ini dikarenakan kesulitan dalam penulisan dan tidak 

memenuhi aspek efektif dan efisien. Isi dari sistem ini yaitu (data 

banding-kasasi-PK-gugatan-permohonan-penahan) sistem ini 

merupakan info dan reminder untuk bagian pidana dan perdata
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PAPAN DIGITAL PIDANA

Gambar V.C.33

Papan Digital pidana Pengadilan Negeri Lahat

8. Pengadilan Negeri Prabumulih

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi 

dan percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih 

serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Prabumulih, maka 

perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih 

1. Antrian Sidang

Adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan panggilan sidang 

yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih.
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Gambar V.C.34

Antrian Sidang Pengadilan Negeri prabumulih

2. Survey Pelayanan Publik Secara Online

Adalah aplikasi pelayanan publik secara online yang digunakan 

untuk menghitung responden dari pengguna Pengadilan

B e ta n d a  L ay a n a n  Pub** L  apex  a n  S laved  P e la y a n a n  Pub**;

Statistik Pengunjung
Survei Pelayanan Publik

n ,  p!M . . .  . . C f . c c  > P  AM H U M  , , H Total 61

OAF TAR P E RTANYAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN NEGERI 
PRABUMULIH KLAS II

Kepada Yth

Bapak'lbu/Sdr Pengguna Layanan 

Pengadilan Negeri Prabumulih Klas II

Gambar V.C.35

SKM Pengadilan Negeri prabumulih
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9 .  Pengadilan Negeri Pagaralam

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan 

perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi 

lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis 

elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Pagar Alam 

berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan 

membuat beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga 

informasi kepada para pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk 

memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini 

berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib,

2. Aplikasi Antrian Sidang Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk 

memudahkan pelaksanaan sidang. Jadwal dan ruang sidang akan 

ditentukan di aplikasi ini, sehingga pelaksanaan sidang menjadi lebih 

tertib.

3. Televisi Informasi Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung 

yang datang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dibuatlah suatu 

innovasi yaitu televisi informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya 

panjar perkara, profil Pengadilan Negeri Pagar Alam, SOP Pelayanan 

PTSP.

Gambar V.C.36

Antrian Sidang Negeri pagaralam
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10 . Pengadilan Negeri Pangkalanbala i

Pengadilan Negeri Pangkalart Baiai merupakan Pengadilan Negeri yang 

baru berdiri di Sumatera Selatan, Dikarenakan baru maka belum banyak inovasi 

yang mereka buat. Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Baiai 

adalah Aplikasi ASSIAP (Assisten Informasi Pengadilan) merupakan sebuah 

Aplikasi berbasis aplikasi WhatsApp (WA) yang dapat digunakan oleh semua 

elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP android, dikarenakan 

saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat sehingga Pengadilan 

Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem informasi pengadilan 

untuk masyarakat pengguna jasa pelayanan Pengadilan, adapun manfaat dan 

informasi yang dapat di peroleh melaiui aplikasi ASSIAP ini sebagai berikut:

1 . Informasi Pengadilan di didapat secara REALTIME;

2. Para Pihak dapat mengakses informasi Pengadilan yang dibutuhkan 

darimana saja;

3. Aplikasi ASSIAP lebih familiar dan mudah digunakan oleh setiap elemen 

masyarakat;

4. Jenis informasi yang dapat diperoleh:

Informasi Perkara 

Informasi Panjar perkara 

Informasi Denda Tilang 

Informasi Surat keterangan 

Informasi E-Litigasi 

Informasi Eksekusi 

Informasi Jadwal Sidang

Informasi Sosmed/ nomor kontak pengaduan/dll; 

dan akan dikembangkan terus sesuai kebutuhan masyarakat nantinya.
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Gambar V.C.37

Aplikasi ASSIAP Pengadilan Negeri Pangkaian Balai
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BAB VI
PENGAWASAN

O Pengadilan Tinggi Palembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Palembang

0711311666,352900

ptpalembang@ gmail.com

www.pt-palembang.go.id

Peningkatan Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya 

organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat 

penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek 

manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara 

baik, akan tetapi jika tldak dlsertai dengan pengawasan, maka hasil 

yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan 

memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja 

aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak 

menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan 

yang telah dibakukan.

1. Maksud Pengawasan

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis 

peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan 

pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, 

perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugass peradilan. 

Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, 

dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan 

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

d. Menilai kinerja.
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2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untukdapatmengetahui kenyataan yang ada sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau 

pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang untuk menentukan kebijakan dan 

tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah 

laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya,

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang 

cepat, dan biaya berperkara yang murah.

4. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip :

a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata- 

mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh 

kepentingan-kepentingan lainnya;

b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang 

antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang 

terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of 

Conduct hakim;

c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh 

a pa rat/person i I yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, 

pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;

d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan 

aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;

e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan 

sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over- 

Lapping;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan 

dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya 

tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;

g. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus 

dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil 

yang bermanfaat secara maksimal.

5. Dasar Hukum Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor . KMA/080/SK/VI11/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 

tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung lawab Ketua Pengadilan 

Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam 

Melaksanakan Tugas Pengawasan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan 

dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan Di Bawahnya;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 April 2020 

Nomor: W6-U/1619/KP.01/IV/2020 tentang Penunjukan Hakim Tinggi 

Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Palembang.

1. INTERNAL

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Palembang selaku voorpost Mahkamah 

Agung melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Palembang yaitu pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum
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Pengadilan Tinggi Palembang, Pengawasan pembinaan bidang-bidang pada 

Pengadilan Tinggi Palembang dan menindaklanjuti pengaduan.

Pengawasan Daerah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan 

Pengawasan Bidang telah dilakukan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan 

Tinggi Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi 

Palembang Nomor : W6-U/0652/KP.01/11/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Tentang 

Hakim Pengawas daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan internal pada 

Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim 

Tinggi Pengawas Bidang didalam Pengadilan Tinggi Palembang.

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah :

1. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam

pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi, pengawasan tahun 2019 baik teknis 

maupun administrasi peradilan sebagai bahan aplikasi pembinaan.

2. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam

pemeliharaan dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan 

pengawasan.

3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta 

tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan 

maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan 

Tinggi Palembang.

Adapun hasil pengawasan daerah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Peradilan dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis 

maupun kesekretariatan pada Pengadilan negeri diwilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Palembang.

2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan 

kerja dimana masih dibantu oleh tenaga non pegawai pemerintah.

3. Kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaharuan dan 

pengadaan dikarenakan disemua Pengadilan telah diterapakan teknologi 

informasi baik berupa program aplikasi untuk mendukung pekerjaan maupun 

inovasi -  inovasi pelayanan publikyang semuanya membutuhkan tenaga yang 

terampil dan anggaran yang tidak sedikit.
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❖  Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan 

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat 

dan Rutin/Reguler.

❖  Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

❖  Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Serang 

secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan 

masing-masing;

❖  Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak 

ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan 

beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan 

standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengeiolaan 

APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

*:• Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas 

pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau 

tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau 

observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi 

(pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan 

tersebut;

❖  Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ 

pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

❖  Adm inistrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan 

untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan 

majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara 

persidangan, dan tertib persidangan;

❖  Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat 

pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang 

meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan 

perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan 

pola yang sudah ditetapkan;
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❖  Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, 

persuratan, tertib perkantoran, dan Iain-lain;

❖  Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan 

tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung 

terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

❖  Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai 

pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

1, Bidang Teknis/kepaniteraan

^  Memantau pelaksanaan teknis administrasi penyelesaian perkara banding

s  Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur 

penerimaan perkara banding

•/ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 

register perkara banding

s  Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara 

banding

•/ Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 

laporan perkara banding

•s Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 

kearsipan perkara banding.Menginventarisir temuan dan atau masalah baik 

teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya 

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan memberikan 

saran dan tindak lanjut maupun solusinya

2. Bidang Admistrasi

s  Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan 

baik pada bagian kepegawaian, keuangan dan umum

v' Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja 

Hakim, pejabat kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan dan pejabat lainnya.

2 . EVALUASI

Pada Tahun 2020 dilakukan evaluasi atas hasil pengawasan terhadap bidang- 

bidang di Pengadilan Tinggi Palembang maupun satuan kerja diwilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Palembang dengan kegiatan sebagai berikut :
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1. Melaksanakan rapat dinas setiap buian untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja 

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan IMegeri Sewilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang 

dan Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Palembang dengan melakukan sosialisasi 

Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakaan disiplin kerja Hakim pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya., Perma Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung dilingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penangana Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Memeriksa semua laporan pengawasan bidang yang telah di buat oleh Sub Sub 

Bagian dan semua harus di tindaklanjuti.

4. Membuat Kontrak Kinerja dimana pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu sehingga dilakukan kontrak kinerja antara yang bersangkutan 

dengan atasan.

•ran Pelaksanaan Kegiaban Tahun 2 0 2 0  Pengadilan Tinggi Palembang



BAB VII 
PENUTUP

O Pengadilan Tinggi Palembang 

Jalan Jenderal Sudirman 

KM 35. Palembang

0711311666,352900

ptpalembang@ gmail.com

www.pt-palembang.go.id

A. KESIMPULAN

Selama Tahun 2020 pelaksanaan Pelaksanan tugas pokok dan 

fungsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan 

Negeri dibawahnya pada umumnya sudah terlaksana dengan 

baik dan sebagaimana mestinya.

•/ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan 

administrasi umum sudah berjalan sebagaimana mestinya. 

s  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi 

Palembang terhadap Pengadilan IMegeri di Wilayah 

hukumnya sudah dilaksanakan sesuai aturan. 

v'' Pengadilan Tinggi Palembang dalam menghadapi era 

globalisasi khususnya era keterbukaan informasi publik 

berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 

144/KMA/SK/2007 tentang ketebukaan informasi di 

Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2Q11 tentang pedoman

pelayanan informasi di Pengadilan dimana masyarakat bisa 

mengetahui dan melihat langsung pelaksanaan tugas yang 

ada di Pengadilan.

/  Dengan telah adanya Akreditasi Penjaminan Mutu maka 

pengadilan menjalankan tupoksi sesuai dengan undang- 

undang yang berlaku dan dukungan dari supporting unit. 

t  Telah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

pada Pengadilan Tinggi Palembang.
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v' Telah banyakn inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri se Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk pelayanan publik dan sudah 

dilaksanakan,

v  Pengadilan Tinggi Palembang berupaya untuk semakin meningkatkan 

pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan 

informasi di Pengadilan. Penyajian informasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara), tersedianya meja informasi untuk memberikan 

layanan informasi kepada Masyarakat melalui layar LCD TV yang ada di loby 

Pengadilan Tinggi Palembang.

v  Dimasa pandemi Covid-19 Tupoksi Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan standar protokol kesehatan.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang 

peningkatan kinetja di Pengadilan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 

maka perlu :

•/ Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang 

dibutuhkan akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

v  Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan sarana dan prasarana agar tercapainya pelaksanaan pekerjaan dengan 

baik.

v  Bahwa kebutuhan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan 

aplikasi dan penggunaan data yang tepat dan akurat, Anggaran IT agar disediakan 

oleh instansi pusat dalam pengembangan teknologi informasi. 

v  Kebutuhan akan jaringan internet yang memadai dengan melakukan penambahan 

kapasitas kecepatan internet dan kekuatan jaringan wifi akan mempercepat 

pekerjaan yang dilakukan.
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